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BABI. UMUM

A. Dokumen Pmilihan ini disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkan
dokumen penawaran

B. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data
Pemilihan (LDP) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan
adalahketentuan pada Lembar data Pemilihan (LDP)

C. Dalam dokumenini dipergunakan pengertian,istilah, dan singkatan sebagai
berikut:

- Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatke
Penyedia Pekerjaan Konstruksi
- Pekerjaan Keselurulan atau sebagian kegiatan yar
Konstruksi meliputi pembangunan, pengoperasia
pemeliharaan, pembongkaran, da
penmbangunan kembali suatu bangunan.
- Kontrak adalah kontrak pengadaan barang/jasa ate
Lumsum penyelesaian seluruh pekerjaan dalam ba

Harga Perkiraan
Sendiri (HPS)

Harga Evaluasi
Akhir (HEA

Kerja Sama
Operasi (KSO)

Lembar Data
Pemilihan (DP

Lembar Data
Kualifikasi

(LDK)

Pengguna
Anggaran (PA)

waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pas
dan tetap, dan semua resiko yang mungk
terjadi dalam proses penyelesaian pekerje

sepenuhnya ditanggung oleh  penyed
barang/jasa
yang selanjutnya disingkat HPS adal

perkiraan harga baramg/jasa yang ditetapkar
oleh PPK.

yang selanjutnya disingkat HEA adal
penyesuaian atau normalisasi harga terhad
harga penawaran dalam proses pengada
dimana unsur preferensi harga tela
diperhitungkan bedasarkan capian TKDN
dan status perusahaan.

yang selanjutnya disingkat KSO adal&lerja
sama usaha antar penyedia yang masir
masing pihak mempunyai hak, kewajiban de
tanggung jawab yang jelasberdasarkan
perjanjian tetulis.

yang selanjutnya disingkat LD&tdalah Lembat
Data Pemilihan yang memuat ketentuan di
informasi yang spesifik sesuai dengan jel
pekerjaan antara lain meliputi penyiapar
penyampaian, pembukaan, kriteria dan &a
cara penilaian  dokumen  penawarar
pengumuman pemenang, asggahan, dan
sanggahan banding.

yang selanjutnya disingkat LD&dalah Lembat
Data Kualifikasi yang memuat ketentuan ds
informasi yang spesifik sesuai dgan
kualifikasi yang diperlukan.

yang selanjutnya disingkat PA adalah pejal

pemegang kewenangan penggunaan anggal
Kementerian Negara/Lembaga;
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Kuasa Pengguns
Anggaran KPA

Unit Kerja
Pengadaan
Barang Jasa
(UKPBJ)

PokjaPemilihan

Pejabat Pembua :

Komitmen (PPK)

Pelaku Usaha

Penyedia

Sub Penyedia

Aparat
Pengawasan
Intern
Pemerintah
(APIR

Surat
Penunjukan
Penyedia
Barang/jasa
(SPPBJ)

Tingkat
Komponen
Dalam Negeri
(TKDN)

Surat Jaminan

yang selanjutnya disingkat KPA adalah pgha
yang memperoleh kuasa dari PA untt
melaksanakan sebagian kewenangan ¢
tanggung jawab penggunaan anggaran pa
Kementerian Negara/Lembaga yar
bersangkutan;

yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalahtl
Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Kementerian/Lembaga yang menjadi pus
keunggulan Pengadaan Barang/Jasa;

adalahsumber daya manusia yang ditetapk
oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelc
pemilihan Penyedia

yang selanjutnya disingkat PPK adalah peja
yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untt
mengambil keputusan dan/ atau melakuka
tindakan yang dapat  mengakibatka
pengeluaran anggaran belanja negara;

adalah setiap orangoerorangan atau badar
usaha, baik yang berbentuk badan huku
maupun bukan badan hukum yang didirikal
dan berkedudukan atau melakukan kegiat:
dalam wilayah hukum negara Republi
Indonesia, baik sendiri maupun bersarsama
melalui perjanjian menyelenggara kegiatan
usaha dalam berbagai bidang ekonomi

adalah Pelaku Usaha yang menyediak
barang/jasa berdasarkan kontrak.

adalah penyedia yang mengadakan perjanji
kerja dengan penyedia penanggung jaw.
kontrak, untuk melaksanakan sebagia
pekerjaan (subkontrak).

adalah aparat yang melakukan pengawas
melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, d:
kegiatan pengawasan lain terhade
penyelenggaraan tugas dan fungsi Remtah.

yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah S
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kep:
penyedia barang/jasa untuk melaksanake
pekerjaan

yang selajutnya disingkat TKDN adalal
besarnya komponen dalam negeri pada bara
jasa, dan gabngan antara barang dengan jasi

adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan ole
penerbit penjaminan
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Daftar Keluaran
dan Harga

Pekerjaan
Utama

Mata
Pembayaran
Utama

Harga Satuan
Pekerjaan (HSP)

Harga Satuan
Dasar (HSD)

Metode
Pelaksanaan
Pekerjaa

Persowl
Mangerial

Bagian
Pekerjaan yang
disubkontrakkan

Masa
Pelaksanaan
Pekerjaan
(Jangka Waktu
Pelaksanaan
Pekerjaah

Keselamatan
Konstruksi

Keselamatan dai :

Kesehatan Kerja
(K3)

adalah dafta keluaranyang telahkeluaran dan
jumlah biaya keseluruhannya yangerupakan
bagian dari penawaran.

adalah jenis pekerjaan yang secara langst
menunjang terwujudnya dan berfungsiny.
suatu konstruksi sesuai peruntukannya yai
ditetapkan sebagaimana reantum dalam
Dokumen Pemilihan.

adalah mata pembayaran yang pokok d.
penting yang nilai bobot kumulatifnya minima
80% (delapan puluh per seratus) dari selurt
nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mate
pembayaran yangilai bobotnya terbesar.

yang selanjutnya disingkat HSP adalah hal
satu jenis pekerjaan teentu per satu satuar
tertentu.

yang selanjutnya disingkat HSD adalah har

satuan komponen dari harga satuan pekerja

(HSP) per satu satuan tertentu, misalnya:

a. Upah tenaga kerja (per jam, per hari)

b. Bahan (per m, per & per n#, per kg,
per ton)

c. Peralatan (per jam, per hatri)

adalah metode yang menggambarki
penguasaan penyelesaian pekerjaan e
sistematis dari awal sampai akhir melipu
tahapan/urutan pekerjaan (utama) dar
uraian/cara kerja dari masingmasing jenis
kegiatan pekerjaan utama yang dap
dipertanggung jawabkarsecara teknis.

adalah tenaga ahli atau tenaga teknis ya
ditempatkan sesuai penugasan padganisasi
pelaksanaan pekerjaan.

adalah bagian pekerjaan bukan pekerjai
utama, atau pkerjaan spesialis yang ditetapke
sebagaimana tercantum dalam Dokume
Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahk
kepada penyedia barang/jasa dan disetujui ol
Pejabat Pembuat Komitmen

adalah jangka waktu untuk melaksanake
pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sam|
denganserah terima pertama pekerjaan.

adalah segala kegiatan keteknikan konstrul
dalam  mewujudkan  proses pekerjac
konstruksi yang handl, aman, dan ramat
lingkungan.

yang selanjutnya disingkat K3 adalah seg:

kegiatan untuk menjamin dan melindung
keselamatan dan kesehatan tenaga ke
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Sistem
Manajemen
Keselamatan
Konstruksi
(SMKK)

Rencana

Keselamatan
Konstruksi

(RKK)

Harga Terendah

Layanan
Pengadaan
Secaara
Elektronik
(LPSE)

Aplikasi SPSE

Pengguna SPSE

Dua File

UserlD

Password

APENDO

Isian Elektronik

Formulir Isian
ElektronikData
Kualifikasi

melalui upaya pencegahan kecelakad®rja
dan penyakitakibat kerja.

yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bag
dari sistem manajemen pekerjaan konstrul
dalam rangka penerapan keamana
keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan pi
setiap pekerjaakonstruksi.

yang selanjutnya disingkat RKK adal
dokumen lengkap rencana penerapan SMI
dan merupakan satu kesatuan dengan dokurr
kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yar
dibuat oleh Penyedia Jasa dan digatwleh
Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadik
sebagai sarana interaksi antara Penyedia .
dengan Pengguna Jasa dalam penerapan SN\

adalah metode evaluasdalam hal harga
menjadi dasar penetapan pemenang di ante
penawaran yang memenuhi persyarata
administrasi, teknis, dan kualifikasi.

yang selanjutnya disingkat LSPSéadalah
layanan pengelolaan teknologi informasi untc
memfasilitasi pelaksanaan Pengada
Barang/Jasa saca elektronik

Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengads
Secara Elektronik (SPSE) berbasisb yang
terpasang di server LPSE yang dapat dial
melalui websitdLPSE.

Perorangan/badan usaha yang memiliki he
akses kepada Aplikasi SPSE, direpresentas
oleh user ID dan pssword yang diberikan olel
LPSE.

Metode penyampaian dokumen penawar:
yang persyaratan administrasi dan tekr
dimasukkan dalam 1 (satu)file sedangkan
harga penawaran dimaswan dalam//e yang
lain serta diunggah secara tegah dalam
waktu yang bersamaan.

Nama atau pengenal unik sebagai identitas ¢
dari pengguna yang digunakan untul
beroperasi di dalam Aplikasi SRSE

Kumpulan karakter au stringyang digunakan
oleh pengguna untuk memverifikasUser /D
kepada Aplikasi SPSE

Aplikasi Pengaman Dokumen.
Tampilan/antarmuka pemakai  berbentul
grafis berisi komponen isian yang dapat dii
oleh penggunaplikasi

Formulir isian elektronik pada aplikasi SP.
yang digunakan penyedia barang/jasa unttL
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menginputkan dan  mengirimkan  dat:
kualifikasi.
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BAB II. PENGUMUMAREMILIHANDENGAN PASCAKUALIFIKASI

Pengumuman tender tercantum pada aplikasi SBESEdapat ditambahkan di situs
web Kementerian/Lembaga, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat
kabar, dan/atau media lainnya
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BAB IIl.INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Identitas Pokja 1.1
dan Lirngkup
Pekerjaan

2. Sumber Dana

3. Pesertdender

1.2

1.3

Identitas pokja pemilihan sebagaimar
tercantum dalam LDP.

Nama paket lingkup pekerjaan dan lokasi
pekerjaansebagaimana tercantum dalam LDF

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untu
menyelesaikan pekerjaan dalam jangka wal
sebagaimaa tercantum  dalam LDP,
berdasarkan syarat umum dan syarat khus
kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teki
danhargayang tercantum dalam kontrak.

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendana
sebagaimangercantum dalam LDP.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Tenderini terbuka dan dapat diikuti oleh semu
peserta yang berbentuk badan usahanggal
atau KSOyang memenuhi kualifikasi.

Peserta pada paket pekerjaan konstruksi den:
nilai HPS sampai dengan Rp10.000.000.000,
(sepuluh miliar rupiah) disyaratkan hanya
untuk pelaksana konstruksi dengan kualifika
Usaha Kecil.

Peserta pada paket pekerjaan konstruksi den:
nilai HPS diatas Rp10.000.000.000,00 (sepul
miliar rupiah) sampai dengar
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah
disyaratkan hanya untuk pelaksana konstruk:
dengan kualifikasi Usaha Menengah vyail
Kemampuan Dasarnya (KD) memenuhi syare

Peserta pada paket pekerjaan konstruksi den:
nilai HPS diatas Rp100.000.000.000,00 (serat
miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk
pelaksaa konstruksi dengan kualifikasi Usal
Besar yang kemampuan dasarnya (K
memenuhi syarat.

Tender sebagaimana dimaksud pada 3.2 da
dikerjakan oleh penyedia jasa dengan kualifike
Usaha Menengah apabila:

a. Tender gagal karena tidak ada penyedia j:
dengan kualifikasi Usaha Kecil yan
mendaftar; dan/atau

b. Peralatan utama dan tingkat kesulite
pekerjaan yang akan ditenderkan tide
dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh penyedi
jasa dengan kualifikasi Usaha Kec
dan/atau

c. tidak ada pelaku usaha dengan kualiéigi
Usaha Kecil yang lulus pada saat evalu
kualifikasi.
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3.6

3.7

3.8

3.9
3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

Tender sebagaimana dimaksud pad& 8apat
dikerjakan oleh penyedia jasa dengan kualifike
UsahaBesar apabila:

a. Tender gagal karena tidak ada penyedia j:
dengan kualifikasiUsaha Menengah yang
mendaftar;

b. Peralatan utama dan tingkat kesulite
pekerjaan yang akan ditenderkan tide
dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh penyedi
jasa dengan kualifikasi Usaha Menenge
dan/atau

c. tidak ada pelaku usaha dengan kualifika
Usaha Menengah yang lulupada saal
evaluasi kualifikasi.

Dalam hal peserta melakukan KS@akaKSO
dilakukan sebelum memasukkan dokums
penawaran

Dalam hal peserta melakukan KSO, ma
peserta harus memilikiPerjanjian Kerja Sam
Operasi yang memuat persentag€SO dan
perusahan yang mewakilKSOtersebut

KSO harus terdiri dari perusahaan nasional

KSO dapat dilakukan antar pelaku usaha yan

a. memiliki usaha dengan kualifikasi yan
setingkat, kecuali untuk usaha berkualifika
kecil; atau

b. memiliki usaha berkualifikasi besaatau
berkualifikasi menengah dengan usat
berkualifikasi 1 (satu) tingkat di bawahnya

Kualifikasi /eadfirmKSOharus setara atau lebil

tinggi dari anggota KSO.

Leadfirm kerjasama operasi harus memilil
kualifikasi setingkat atau lah tinggi dari badan
usaha anggota kerjasama operasi dengan p
modal paling banyak 70% (tujuh puluh persen

Jumlah anggota KSO dapat dilakukan denc

batasan:

a. untuk pekerjaan yang Dbersifat tida
kompleks dibatasi paling banyak 3 (tige
perusahaan dalam 1 (satu) kerjasan
operasi; dan

b. untuk pekerjaan yang bersifakompleks
dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahac
dalam 1 (satu) kerjasama operasi.

Peserta KSO dilarang untuk mengub.
Perjanjian Kerja Sama Operaselama prose:
tender.

Penyedia jasa yang akan melakukan KSO ur
memenuhi jenis pekerjaan yang ditderkan
dapat terdiri dari penyedia jasa konstruk
umum  (genera), spesialis, mekanikali
elektrikal, dan/atau keterampilan tertentu.

Perjanjian KSO yang berakhir sebelu
penyelesaian pekerjaan, maka tanggung jaw

JDIH Kementerian PUPR



4. Pelanggaran
terhadap
Aturan
Pengadaan

5. Larangan
Pertentangan
Kepentingan

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

penyelesaian pekerjaan dibebankan pa
perusahaan yang menjadi/eadfirm atau
mengacu pada ketentuan yang tercantum dalé
perjanjian KSO.

Peserta dan pihak yang terkait dengi

pengadaan ini berkewajiban untuk mematul

aturan pergadaan dengan tidak melakuka
tindakan sebagai berikut:

a. menyampaikan dokumen atau keterang:
palsu/tidak  benar untuk memenuhi
persyaratan yang ditentukan dalar
Dokumen Pemilihan;

b. terindikasi melakukan  persekongkola
dengan peserta lain untuk mengatur harg
penawaran;

c. terindikasi melakukan KKN dalam pemiliha
Penyedia; atau

d. mengundurkan diri dengan alasan yan
tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan.

Peserta yangterbukti melakukan tindakan
sebagaimana dimaksud pada angkd.1
dikenakan sanksi sebagaitiaut:

a. sanksi administréf, sepertidigugurkan dari
prosegpemilihan atau pembatalapenetapan
pemenangdan/atau

b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam

Pengenaan Sanksi dilaporkan oleliPokja
Pemilihan kepada PA/KPA.

Pengenaan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/K
atas usulan Pokja Pemilihan.

Pegawai  Kementerian/Lembaga  dilarar
menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggunge
Kementerian/Lembaga.

Para pihakdalam melaksanakan tugas, fung
dan perannya, renghindari dan mencegal
pertentangan kepentingan para pihak yar
terkait, baik secara langsung maupun tide
langsung.

Pertentangan kepentingan sebagaimane

dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi

a. Direksi, Dewan Komisarisatau tenaga tetaj
suatu Badan Usaha merangkap seba
Direksi, Dewan Komisarjsatau tenaga tetaj
pada Badan Usaha lain yanghengikuti
tender yang sama

b. Penyedia yang telah ditunjuk sebac
konsultan perancang pengawas bertindak
sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi ya
didesairidiawasinya;

c. PPK/Pokja Pemiihan/Pejabat Pengadaan t
langsung maupun tidak langsun
mengendalikan atau menjalankan badz
usaha penyedia;

d. Beberapa badan usaha yang mengik
Tender yang sama, dikendalikan aik
langsung maupun tidak langsung oleh pihe
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6. Peserta
Pemilihan/
Penyedia Yang
Dikenakan
Sanksi Daftar
Hitam

7. Alih
Pengalaman
dan
Pendayagunaar
Produksi Dalam
Negeri

5.3

yang sama, dan/atau kepemilikan sahamn
lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuas:
oleh pemegang saham yang sama.

Pegawai  Kementerian/Lembaga dilarang
menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggunge
Kementeran/Lembaga

Sanksi daftar hitam dikenakan kepada pesert:
pemilihan/Penyedia apabila:

a.

7.1

peserta pemilihan menyampaikan dokumen at

keterangan palsu/tidak benar untuk memenut

persyaratan yang ditentukan dalam Dokumer

Pemilihan;

peserta  pemilihan terindikasi  melakuka

persekongkolan dengan peserta lain untuk menga

harga penawaran

Indikasi persekongkolan antar peserta mement

sekurangkurangnya 2 (dua) indikasi di bawabh ini:

1) kesamaan dam Dokumen Penawaran, antar
lain pada: metode kerja, bahan, alat, anali
pendekatan teknis, koefisien, harga satuan da
upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjai
dan/atau spesikasi teknis/barang yang
ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau
dukungan teknis;

2) para peserta yang terindikasi persekongkol
memasukkan  penawaran dengan nil
penawaran mendekati HPS dan/atau hamg
sama;

3) adanya keikutsertaan beberapa Penye
Barang/Jasa yang berada dalam 1 (sa
kendali;

4) adanya kesamaan/kesalahanisi Dokumen
Penawaran, antara lain kesamaan/kesalah
pengetikan, susunan, dan format penulisa
dan/atau

5) jaminan penawaran diterbitkan dari penerbi
penjaminan yang sama dan nomorny
berurutan.

peserta pemilihan terindikasi melakukan Korup:

Kolusi dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihe

Penyedia;

peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengs

alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan;

pemenang Pemilihan yang telah menerima Su

Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SP

mengundurkan diri sebelum penandatangana

Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterir

oleh PPK;

Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tic

menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutus

kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebak
oleh kesalahan Penyedia BagdJasa; atau

. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam m

pemeliharaan sebagaimana mestinya.

Dalam hal pelaksanaan paket pekerja
konstruksi dengan nilapagu anggaran di ata:
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah), penyedia jasa pelaksana konstrul
diwajibkan memberikan alih pengalaman
keahlian melalui sistem kerja prak/magang.
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8. Sertifkat
Kompetensi
Kerja

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

Peserta berkewajiban menyampaiki
penawaran yang mengutamakan neaial/
bahan produksi dalam negeri dan tenaga ke
Indonesia untuk Pekerjaan Konstruksi yal
dilaksanakan di Indonesia.

Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruks
dimungkinkan menggunakan bahan baku,
tenaga ahli, dan perangkat lunak yang bera:
dari luar negeri (impor) dengan ketentuan:

a. pemilahanatau pembagian komponearus
benarbenar mencerminkan bagian ata
komponen yang telah dapat diproduksi
dalam negeri dan bagian atau kompone
yang masih harus diimpor;

b. komponen berupa bahan baku belul
diproduksi di dalam negeri dan/atau
spesifikasi teknis bahan baku yar
diproduksi di dalam negeri belum memenul
persyaratan

c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, penguiji
dan lainnya sedapat mungkin dilakukan (
dalam negeri;

d. semaksimal mungkin menggunakan ja:
pelayaran yang ada di dalam negeri, sepe
jasa  asuransi, angkutan, ekspedi
perbankan, dan pemeliharaan

e. penggunaan tenaga ahli asing dilakuke
sematamata untuk mencukupi kebutuhar
jenis keahlian yang belum dapat diperoleh
Indonesia, disusun berdasarkanegerluan
yang nyata, dan diusahakan secara terenc:
untuk semaksimal mungkin terjadinya alil
pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asin
tersebut ke tenaga Indonesian

f. peserta diwajibkan membuat daftar Barar
yang diimpor yang dilengkapi denga
spesifikasi teknis, jumlah dan harga yan
dilampirkan pada Dokunen Penawaran.

Pengadaan barang/jasa impor dimungkinka

dalam hal:

a. barang/jasa  tersebut  belum dap:
diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;

b. spesifikasi teknis barang yang diproduk
dan/atau kualifikag teknis tenaga ahli dalan
negeri belum memenuhi persyaratal
dan/atau

c. volume produksi dalam negeri tidak mamp
memenuhi kebutuhan.

Pemberian  preferensi  harga  terhad:
penawaran peserta atas penggunaan produ
dalam negeri ditetapkan dalam LDP.

Setiap tenaga ahli, teknisi/analis dan operat
yang akan melaksanakan pekerjaan wa
memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Sertifikat Kompetensi Kerja tidaklibuktikan
pada saat pemilihan.
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8.3

8.4

9. SatuPenawaran 9.1

Tiap Peserta

B. DOKUMENPBMILIHAN

10. Isi Dokumen
Peanmilihan

9.2

10.1

10.2

Sertifikat Kompetensi Kerjauntuk personel
manajerial dibuktikan saat rapat persiape
penunjukan penyedia.

Peserta yang tidak dapat membuktikan Sertifil
Kompetensi Kerja untuk personel manajer
yang diusulkan dalam dokumen penawaran st
rapat  persiapan  penunjukan  penyed
dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. sanksi administratif, berupa pembatale
penetapan pemenang;
b. sanksi daftar hitam sesuai ketentuar
peraturan perundangundangan.

Setiap peserta, baik tunggal maupun seba
anggota KSO hanya boleh remasukkan satt
penawaran untuk satu paket pekerjaan.

Setiap peserta yang termasuk dalam K
dilarang menjadi peserta baik secara senc
maupun sebagai anggota KSO yang lain ps
paket pekerjaan yang sama.

Dokumen Peailihan terdiri dari Dokumen
Tenderdan Dokumen Kualifikasi.

DokumenTenderterdiri atas
Umum;
Pengumuman,;
Instruksi Kepada Peserta;
Lembar DatePemilihan
Bentuk Dokumen Penawaran Administra
dan Teknis Filel):
1) Dokumen Administrasi:
I. Surat Penawan;
ii. Jaminan PenawaranAsli (apabila
disyaratkan);
lii. Surat perjanjian Kerja Sama Opera
(apabilapeserta berbentuk KO
2) DokumenPenawaranTeknis
a) Metode pelaksanaan pekerjaan;
b) Jangka waktu pelaksanaan pekerjae
c) Daftar Peralatan Utama,;
d) Daftar Personel Maajerial,
e) Formulir Rencana  Keselamat:
Konstruksi (RKK);
f) Daftar Bagian Pekerjaan yan
disubkontrakkan.
f. Bentuk Dokumen Penawaran Harg&ilell)
a) sesuai Surat Penaran dalam Dokumer
Administrasi
b) Daftar Keluaran dan Harga
c) Khusus apabila ada evaluasi kewajar
harga di bawah 80% HPS Peserte
pemilihan akan memenuhi Formulir
Rincian Keluaran dan Harggpada saal
acara klarifikasi kewajaran harga.
Rincian Keluaran dan Harga buka
merupakan bgian dari dokumen
kontrak.

Pop o
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11. Bahasa
Dokumen
Penilihan

12. Pemberian
Penjelasan

10.3

10.4

g. Rancangan Kontrak (sudah dilengka
isiannya oleh PPK):
1) Surat Perjanjian
2) SyaratSyarat Umum Kontrak;
3) SyaratSyarat Khusus Kontrak.
h. Spesifikasi Teknjslan/atau Gambar;
I. Contoh Bentuk Dokumehain:
1) SPPBJ;
2) SPMK;
3) Jaminan Pelaksanaa
4) Jaminan Uang Mukgapabila diberikan
uang mukg;
5) Jaminan Pemeliharaan
6) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKD
(apabila diberikan preferensi harga);
7) Formulir Daftar Barang yang diimpor
(apabila ada barang yang diimpor).

DokumenKualifikasiterdiri atas

a. Lembar Data Kualifikasi;

b. Pakta Integritas; (Diatur dalam SPSE. Dal
hal KSO, maka Dokumen Kualifika
dilengkapi dengan Pakta Integritas anggc
KSOnya yang disampaikan oleheadfirm
KSQ

c. Formulir Isian Kualifikasi; Diatur dalam
SESE. Dalam hal KSO, maka Dokum
Kualifikasi dilengkapi dengan Formulir Isia
Kualifikasi anggota KSQ@ya yang
disampaikan oleheadfirmKSQ

d. Petunjuk PengisiaRormulir IsianKualifikasi
bagi peserta KSO;

e. Tata Cara Evaluasi Kualifikas

Pesertaberkewajiban memeriksa keseluruha
Isi Dokumen Pemilihan. Kelalaian
menyampaikan Dokumen Penawaran d:
Dokumen Kualifikasi yang tidak memenut
persyaratan dalam Dokumen Panilihan
merupakan rsiko peserta.

Dokumen Penmilihan beserta seluruh koresponden
tertulis dalam prosegemilihan menggunakan Bahas
Indonesia.

12.1

12.2

12.3

12.4

Pemberian penjelasan dilakukan secavaline
melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dal
aplikasi SPSE

Peserta yang tidak aktiffmembak SPSI
dan/atau tidak bertanya pada saat pemberi
penjelasan, tidak dapat dijadikan dasar untt
menolak/menggugurkan penawaran

Apabila diperlukan Pokja Pemilihan dapat
memberikan informasi yang dianggap pentir
terkait dengan Dokumen Palihan.

Apabila diperlukan, Pokja Pemilihandapat
memberikan penjelasan lanjutan dengan ca
melakukan peninjauan lapangan. Biaya yai
diperlukan peserta dalam rangka peninjaue
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13. Perubahan
Dokumen
Peanilihan

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

13.1

13.2

13.3

13.4

lapangan ditanggung oleh masinmasing
peserta

Pokja Pemilihan menjawab setiap pertanya
yang masuk, kecuali untuk substansi pertanya
yang telah dijawab.

Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dape
memberikan penjelasan (ulang).

Apabila diperlukan,PokjaPemilihanpada saal
berlangsungnya pemberian penjelasandapat
menambah waktu batas akhtahapan tersebui
sesuai dengan kebutuhan

Dalam hal waktu tahap penjelasan tele
berakhir, perserta tidak dapat mengajuka
pertanyaan namun Pokja Pemilihan masil
mempunyaitambahanwaktu untuk menjawab
pertanyaanyang masuk pada akhir jadwal.

Kumpulan tanya jawab pada saat pemberic
penjelasan dalam aplikasi SPSE merupa
Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP

Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dag
dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasar
Lanjutandan diunggahmelalui aplikasi SPSE.

Berita A@ara Pemberian Penjelasan Lapanc
menjadi bagian Berita Acara Pemberii
Penjelasan (BAPP).

Apabila pada saat pemberian penjelasi
terdapat  halhal/ketentuan  baru  atau
perubahan penting yang perlu ditampung
maka Pokja Pemilima menuangkan ke dalan
Adendum Dokumen Pemilihan yang menja
bagian tidak terpisahkan dari Dokume
Pemilihan.

Perubahan rancarmgn kontrak, spesifikas
teknis gambar dan/atau nilai total HPS, haru:
mendapatkan  persetujuan PPK  sebel
dituangkan dalam Adedum  Dokumen
Pemilihan.

Apabila ketentuan baru atau perubahan pentir
tersebut tidak dituangkan dalam Adendul
Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru ati
perubahan tersebut dianggap tidak ada d
ketentuan yang berlaku adalah Dokume
Pemilihan awal.

SeelahPemberian Penjelasan dagb&lum batas
akhir waktu pemasukan penawaran, Pok
Pemilihan dapat menetapkan Adendu
Dokumen Panilihan, berdasarkan informas
baru yang mempengaruhi substansi Dokum:
Pemilihan.
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14. Tambahan
Waktu
Pemasukan
Dokumen
Penawaran

135

13.6

13.7

Setiap Adendum yang ditetapkan merupak
bagan yang tidak terpisahkan dari Dokume
Pemilihan.

Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum
DokumenPanilihan dengan cara mengungga
(upload file adendum Dokumen Pmilihan
melalui aplikasi SPStaling lambat 3 (tiga) hari
kerja sebelum batas akhir pemasuki
penawaran. Apabila Pokja Pemilihan aka
mengunggah (jp/oad file Adendum Dokumen
Pemilihan kurang dari 3 (tiga) hari kerja
sebelum batas akhir pemasukan penawar:
maka Pokja Pemilihan wajib mengundurke
batas akhir pemasukan penawaran

Peserta dapat mengunduh (download
Adendum DokumenPanilihan yang diunggah
(uploag Pokja Pemilihan pada aplikasi SF
(apabila ada.

Apabila adendum Dokumen Bglihan mengakibatkan
kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokum
penawaran maka PokjRemilihanmemperpanjang bata:
akhir pemasukan penawaran

C. PENYIAPAROKUMENPENAWARAIDAN KUALIFIKASI

15. Biayadalam
Penyiapan
Dokumen

16. Bahasa
Dokumen

17. Dokumen
Perawaran

15.1

15.2

16.1

16.2

16.3

17.1

17.2

Peserta menanggung semua biaya dal
penyiapan dan penyampaian penawaratan
kualifikasi.

Pokja Bmilihan tidak bertanggung jawab ata
kerugian apapun yang ditanggung oleh peser

Semua Dokumen Penawaran dan
Kualifikasi harus menggunakan Bahas
Indonesia.

Dokumen penunjang yang terkait denges
Dokumen Penawarandan Kualifikasi dapat
menggunakan Baasa Indonesia atau Baha
Inggris.

Dokumen penunjang yang berbahasa Inggr
perlu disertai penjelasan dalam Bahas
Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaal
penafsiran, maka yang berlaku adalar
penjelasardalam Bahasa Indonesia

Dokumen Penawaran paling kurang terdiri ata

a. Penawaran Administragian Teknis(Filel);
dan
b. Penawaran HargéFi/ell).

Dokumen Penawaradministrasi dan Tekis
yang disampaikan pad&i/el meliputi:
a. Dokumen Penawaran Administrasi terdi
atas:
1) SQurat Penawaran (sebagaimane
tercantum dalam SPSE)

10
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18. Harga
Penawaran

17.3

18.1

18.2

18.3

2) Jaminan Penawaran asli; (apabi
disyaratkan)

3) Surat Perjanjian Kerja Sama Opere
(apabila peserta berbentuk KSO);

b. Dokumen Penawaran Teknis terdiri atas:

1) Metode pelaksanaan pekerjaan;

2) Jangka waktu peksanaan pekerjaan;

3) Daftar isian peralatan utambeserta
(a) bukti kepemilikan peralatan

(contoh STNK, BPKB, invoiagjtuk
peralatan dengan status ihk
sendiri;

(b) bukti pembayaran Sewa Be
(contoh invoice wuang muka
angsuran)untuk peralatan dengar
status sew beli dan/atau

(c) surat perjanjian sewa untuk
peralatan dengan status sewa

4) Daftar isian personel manajeriabeserta
daftar riwayat pengalaman kerja ata
referensi kerja dari pemberi tugas ds
Surat pernyataan kepemilikan déikat
kompetensi kerja

5) Rencana Keselamatan Konstruksi (RK

6) Daftar isian bagian pekerjaan yang ake
disubkontrakkan, dan/atau nominas
subpenyedia jasa spesialis, dan/at
nominasi subpenyedia kecilprovinsi
setempat (apabila disyaratkargan

7) Dokumenlain yang disyaratkan (apabil:
ada)

c. Dokumen lain:

1) Formulir  rekapitulasi  perhitungan
TKDN (apabila memenuhi syarat untu
diberikan preferensi harga)

2) Daftar barang yang diimpor (Apabile
ada).

DokumenPenawaran Harggang disampaikar

padaFilell meliputi:

a. Penawaran harga tercantum dalam Sur
Penawaran,;

b. Daftar Keluaran dan Harga

c. Rincian Keluaran dan Harga khusus
apabila ada evaluasi kewajaran harga
bawah 80% HPS (akan dipenuhi pada s.
acara khrifikasi kewajaran harga)
Rincian Keluaran dan Harga bukan
merupakan bagian dari dokumen kontrak.

TotalHarga penawaran ditulis dalam angka de
huruf.

Pesertamencantumkan keluaranbutput dan
harga total untuk setiap keluararduiput
pekerjaan dalam Daftar Keluaran dan Harga.

Biayaovemead(biaya umum) dan keuntungar
termasuk untuk penyelenggaraan biaya
pengawasan dan staf lapangan/tenaga a
lapangan, administrasi kantor lapangal
konstruksi dan fasilitas sementara, transporte

JDIH Kementerian PUPR
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19.

20.

Mata Uang
Penawaran
dan Cara
Pembayaran

MasaBerlaku
Penawaran
dan Jangka
Waktu
Pelaksanaan

18.4

18.5

18.6

19.1

19.2

20.1

20.2

20.3

konsumsi, keamanan, kontrol kualitas de
pengujian, sda semua pajak, bea, retribus
tenaga kerja,praktik/magang, dan pungutan
lain yang sah serta yang harus dibayar ol
penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerje
Konstruksi ini telah diperhitungkan dalam tote
harga penawaran.

Komponen//tem pekerjaan pernyelenggaraan
keamanan dan kesehatan kerja se
Keselamatan Konstruksi dimasukkan dalé
Daftar Kuantitas dan Harga dengan besar
biaya sesuai dengan kebutuhan.

Perkiraan biaya penyelenggaraan keaman
dan kesehatan kerja serta Keselama
Konstruksi minmal mencakup penyiapan RKI
sosialisasi dan promosi K3, alat pelindul
kerja/diri, asuransi dan perijinan, personel K
fasilitas prasarana kesehatan, ramipambu
yang diperlukan, konsultasi dean ahli
keselamatan konstruksidan lain-lain terkait
pengena@lian risiko K3 dan Keselamata
konstruksi.

Penyesuaian harga diberlakukan sebagaime
diatur dalam SyaraSyarat UmumBSyarat
SyaratKhusus Kontrak. Hanya untuk pekerjae
harga satuan dan masa pelaksanaannya le
dari 18 (delapan belas) bulan sebagaima
tercantum dalam LDP.

Semua harga dalam penawaran harus dal:
bentuk mata uang sebagaimana tercantur
dalam LDP

Pembayaran atas pelaksanaan pekerj:
dilakukan sesuai dengan cara sebagaime
tercantum dalam LDP dha diuraikan dalam
SyaratSyarat Umum/Khusus Kontrak.

Masa berlaku penawaran sesuai deng
ketentuansebagaimana tercantumialam LDP.

Apabila evaluasi penawaran belum selesa
dilaksanakan, sebelum akhimasa berlakunye
penawaran, Pokja Pemilihan meminta kepa
seluruh  peserta secara tertulis untL
memperpanjang masa berlakunya surat
penawaran dan/atau Jaminan Penawara
dalam jangka  waktu tertentu dai
diperhitungkan  paling kurang sampa
perkiraan tanggalpenandatanganan kontrak.

Apabila penetapan pemenang tele
disampaikan dan tidak ada sanggah/sangg
banding, tetapi DIPA belum disahkan, Pol
Pemilihan meminta secara tertulis kepa
pemenang tender untuk memperpanjang ma
berlakunya penawaran dalam jayka waktu
tertentu dan diperhitungkan paling kuranc
sampai perkiraan tanggal penandatangani
kontrak.
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21. PengisiarData
Kualifikasi

22. Pakta
Integritas

23. Jaminan
Penawaran
Asli

20.4

20.5

21.1

21.2

21.3

22.1

22.2

23.1

23.2

23.3

Berkaitan dengar20.2 dan 2Q3, maka peserte
dapat:
a. menyetujui permintaan tersebut tanp
mengubah penawaran;
b. menolak permintaan tersebut dan dap
menguwndurkan diri secara tertulis dengai
tidak dikenakan sanksi.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ya
ditawarkan tidak melebihi jangka waktt
sebagaimana tercantum dalam LDP.

Peserta berkewajiban untuk mengigormulir
isian el&tronik data kualifikasi dalam aplikasi
SPSHEtau mengisi data penyedia pada aplik:
Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

Peserta tidak perlu mengunggah ha
pemindaian (caf dokumen administrasi
kualifikasi pada fasilitas unggahan dokume
penawaran.

Dengan mengirimkan data kualifikasi melalt

SPSE:

a. dalam hal peserta tunggal, Data Kualifika
dan pernyataan yang menjadi bagic
kualifikasi dianggap telah ditandatangar
dan disetujui

b. dalam hal peserta pemilihan be£SO, date
Kualifikasi dan peryataan yang menjad
bagian  kualifikasi  dianggap telal
ditandatangani dan disetujui oleh pejab:
yang menurut perjanjian KSO berha
mewakili/ /eadfirmKSQ

Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencege
dan tidak melakkan kolusi, korupsi, dar
nepotisme (KKIN serta akan mengikuti prose
pemilihan secara bersih, transparan, da
profesional.

Dengan mendaftar sebagai peserta tenc
melalui aplikasi SPSE, maka peserta te
menandatangani Pakta Integritas, kecuali unt
peserta yang melakukan Kerja Sama Oper
(KSO), maka badan usaha yang ditunj
mewakili/ /eadfirm KSO wajib menyampaikal
pakta integritas anggota KS@ya melalui
fasilitas unggahan lainnya pada formulir isia
elektronik data kualifikasdi aplikasi SPSE.

Dalam hal HPS di atas Rp0.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah), Jaminan Penawara
asli disampaikan sebagai bagian dari dokum
administrasi.

Besaran nilai nominal, masa berlaku, d:
pencairan Jaminan Penawaran sebagaima
tercantum dalam LDP.

Peserta harus menyampaikan Jamin
penawaran asli secara langsung atau mela
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23.4

23.5

23.6

pos/jas pengiriman diterima Pokja Pemiliha
paling lambat sebelum batas akhiiemasukan
penawaran.

Dalam hal Jminan Penawaran asli tidal
diterima Pokja Pemilihan sampai dengan ba
waktu yang ditentukan, maka penawara
dinyatakan gugur

Segala risiko keterlambatan dan kerusaki
pengiriman Jaminan Penawaran ashenjadi
risiko peserta

Penerbit Jaminan Penawaran

a) Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nil
HPS di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuli
miliar rupiah) sampai dengar
Rp100.000.000.000,00 (seratus milia
rupiah), diterbitkan oleh:

1. Bank Umum:

2. Perusahaan Penjaminan;

3. Perusahaan Asuransi;

4. Lembaga khusus yang meigakan
usaha i bidang pembiayaat
penjaminan, dan asuransi untul
mendorong ekspor Indonesia sest
dengan ketentuan peratural
perundangundangan di bidang
Lembaga pembiayaan ekspor Indones
atau

5. konsorsium perusahaan asuran
umum/Lembaga penjaminan/
perusahaan penjaminan yan(
mempunyai program asuransi kerugia
(suretyship.

huruf a.2 sam@ dengan a5 telal
ditetapkan/mendapatkan rekomendasi da
otoritas jasa keuangan (OJK).

b) Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nil
HPS di atas Rp100.000.000.000,0&(atus
miliar rupiah), diterbitkan oleh:

1. Bank Umum; atau

2. konsorsium perusahaan  asuran
umum/Lembaga penjaminan/
perusahaan penjaminan yan
mempunyai program asuransi kerugia
(suretyship.

huruf b.2 telah ditetapkan/ mendapatkar

rekomendasi dari Otoritaslasa Keuanga

(OJK).

JDIH Kementerian PUPR
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D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKAS|I MAXDKUMEN PENAWARAN

24. PersiaparData 24.1
Kualifikasi dan
Dokumen
Penawaran

24.2

24.3

24.4

25. Penyampaian 25.1
Data
Kualifikasi dan
Dokumen
Penawaran

25.2

Dokumen Penawaran yang disampaikan ol

peserta terdiri atas 2 (dua) Dokume

penawaran yang memuat:

a. Penawaran administrasi dan teknigiel);
dan

b. Penawaran harga.A/lell)

Filel dan file 11 disandikan/dienkripsi dengan
sistem pengaman dokumen.

Pesertamenyampaikanfile 1 dan file 1l yang
telah disandikan/dienkripsi sesuai jadwal yan
ditetapkan.

Peserta menyampaikan Data Kuald# melalui
form isian elektronik Data Kualifikasi yani
tersedia pada aplikasi SPSE bersamaan del
penyampaian Dokumen Penawaran.

Pesertamenyampaikan DokumenPenawaran
kepada Pokja Pemilihan, dengan jadw
sebagaimana tercantum dalam LDP, denc
ketentuan peserta mengunggah Dokumi
Penawaran terenkripsi hanya melalui aplika
SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan;

Peserta menyampaikabata Kualifikasikepada
Pokja Pemilihan, dengan jadwaebagaimane
tercantum dalam LDP, dengan ketentuan:

a. Peserta mengirimkan Data Kualifikasi
melalui formulir isian elektronik data
kualifikasi padaaplikasi SPSE;

b. Peserta dapahengirimkan data kualifikasi
secara berulangebelum batas akhir wakti
pemasukan Dokumen PenawararData
kualifikasi yang dikirimkan terakhir akan
menggantikandata kualifikasiyang teldn
terkirim sebelumnya;

c. Jika formulir isian elektronik kualifikasi
yang tersedia pada aplikasi SPSE be
mengakomodir data kualifikasi yan:
disyaratkan Pokja Pemilihan (misalny
untuk data kualifikasi anggota KSO), mal
data kualifikasi tersebut diunggahup/oad
oleh yang mewakili/ /eadfirm KSO pade
fasilitas yang tersedia pada SPSE;

d. Dengan mengirimkan data kualifikas
secara elektronikpesertatelah menyetujui
pernyataan sebagai berikut
1) badan usaha yang bersangkutan tid.

dalam pengwasan pengadilan, tidal
pailit, dan kegiatan usahanya tidal
sedang dihentikan

2) badan usaha tidak masuk dalam daft
hitam;

3) perorangan yang bertindak untuk dal
atas nama badan usaha tidak seda
dalam menjalani sanksi pidana;

4) data kualifikasi yang diisikafenar, dan
jika dikemudian hari ditemkan bahwa
data/dokumen yang disampaikan tida

JDIH Kementerian PUPR
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25.3

25.4

25.5

25.6

25.7

25.8

benar dan ada pemalsuan, ma#aektur
utama/pimpinan  perusahaan, atal
kepala cabang, atau pejabat vyai
menurut perjanjian kerja sama berha
mewakili badan usaha yang beke
sama danbadan usaha yang diwakil
bersedia dikenakan sanksi administrat
sanksi pencantuman dalacaftar hitam,
gugatan secara perdata, dan/ata
pelaporan secara pidana kepada pih
berwenang sesuai dengan ketentu:
peraturan perundang undangan.

5) pimpinan dan pengurus badan usah
bukan sebagai pegawai K/L ata
pimpinan dan pengurus badan usat
sebagai pegawai K/L yang sedal
mengambil cuti diluar tanggungan KI/L.

Dokumen penawaran administrasi dan tekn
(file 1) dienkripsi menggunakan sister
pengaman dokumen, selanjutnya pese
melakukan enkripsi terhadap Dokume
penawaran haga (fi/e Il) menggunakan sisten
pengaman dokumen

Peserta mengunggahupload file 1 berupa
Dokumen Penawaranadministrasi dan teknis
yang telahterenkripsi kemudian setelalfile /
berhasil terkirim peserta melanjutkan denge
mengunggah {pload file 11 berupa Dokumen
Penawaranharga yang telahterenkripsi sesuai
jadwal yang telah ditetapkan

Peserta dapat mgunggah  Dokumen
Penawaran f/e | dan file Il) secara berulang
sebelum batas akhir waktu pemasuk:
Dokumen Penawaran.Dokumen Penawaran
terakhir akan menggantikan Dokumen
Penawaran yang telah terkirim sebelumnya

Surat Penawaran dan/atau Dokumen lai
sebagai bagian dari Dokumen Penawaran ye
diunggah uploag ke dalam aplikasi SP<
dianggap sah sebagai dokumen elektronik d
dianggap telah disejui dan ditandatangani
secara elektronik oleh pemimpin/direktul
perusahaan atau kepala cabang perusah:
yang diangkat oleh kantor pusat yan
dibuktikan dengan dokumen otentik ata
pejabat yang menurut perjanjian kerjasamn
adalah yang berhak mewakili pesahaan yanc
bekerjasama atau pihak yang diberi kuasa ol
pemimpin atau direktur perusahaan yang nan
pemberi kuasanya tercantum dalam ak
pendirian/perubahan.

Pesertdidak perlu menggunggahygp/oad hasil
pemindaian dokumen asli yang bertanda tang
basah dan berstempel, kecuali surat lain ya
memerlukan tanda tangan basah dari pihak lai

Peserta dapat menggunggahudfoad ulang
Dokumen Penawaranuntuk mengganti atau

JDIH Kementerian PUPR
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26. BatasAkhir
Waktu
Pemasukan
Penawaran

27. Dokumen
Penawaran
Terlambat

25.9

25.10

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

menimpa Dokumen Penawaransebelumnya,
sampai dengan batas akhir pemasuk
penawaran

Pengguna SPSE wajib mengetahui ¢
melaksanakan ketentuan penggunaan sist
pengaman dokumen yang melekat pada SPS

Untuk Peserta yang berbentuk KSO, pemasu
penawaran dilakukan oleh badan usaha yal
ditunjuk mewakili KSO/lleadfirmKSO .

Penawaran  harus  disampaikan  sece
elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pc
Pemilihan paling lambat pada waktu yan
ditentukan oleh Pokja Pemilihan sebagaima
tercantum dalam LDP.

Pokja Pemilihan ticak  diperkenankan

mengubah waktu batas akhir pemasuk:

penawaran kecuali:

a. keadaan kahar;

b. terjadi gangguan teknis

c. perubahan dokumen pemilihan yan
mengakibatkan kebutuhan penambahe
waktu penyiapan dokumen penawaral
atau

d. tidak ada peserta yang memasukki
penawaran sampai denganbatas akhir
pemasukarpenawaran

Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah wak
batas akhir pemasukan penawaran makarus
menyampaikan/menginformasikanpada SPS
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

Dalam hal setelahbatas akhir pemasukai
penawaran tidak ada peserta yang memasukl
penawaran, Pokja Pemilihan dap
memperpanjang batas akhir jadwal pemasuk
penawaran.

Perpanjangan jangka waktu sebagaima
dimaksud pada angka@&4 dilakukan pada hari
yang sama dengan kes akhir pemasukar
penawaran.

Aplikasi SPSE menolak setiap DokuniRenawaran yang
dikirmkan setelah batas akhir waktu pemasuks
penawaran

E. PEMBUKAANAN EVALUASI PENAWARBAN KUALIFIKASI

28. Pembukaan
PenawaranFile
|

28.1

28.2

Jadwd pembukaan penawaran sebagaimal
tercantum dalam LDP.

Pada tahap pembukaan penawaran, Po
Pemilihan mengunduh downloag dan
melakukan dekripsi Dokumen  Penawaran
dengan menggunakan sistem pengam
dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan.
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29. Evaluasi
PenawaranFile
|

28.3

28.4

28.5

28.6

28.7

28.8

290.1

29.2

29.3

Terhadap Dokumen Penawaranyang tidak
dapat dibuka (didekripsi), Pokja Pemiliha
menyampaikanDokumen Penawarartersebut
kepada LPSE untuk mendapat keterangan bal
Dokumen yang bersangkutan tidak daps
dibuka dan bila dianggap perlu LPSE da)
menyampaikanDokumen Penawarantersebut
kepada LKPP.

Berdasarkan keterangan dari LPSE, apa
Dokumen Penawaran tidak daps
dibuka/didekripsi maka Pokja Pemilihan dap:i
menetapkan bahwa Dokumen Penawar:
tersebut tidak memenuhi syarat sebac
penawaran dan penyedia baranglfa yang
mengirimkan Dokumen Penawaran terseb
dianggap tidak memasukkan penawara
Apabila dapat dibuka, maka Pokja Pemilih
akan melanjutkan proses atas penawaran ye
bersangkutan

Dinyatakan sebagai penawaran yang mas
apabila Dokumen Penawaran ssjmaimana
dimaksud pada IKP 17.1 terpenuhi. Sur
pengunduran diri (misalnya) tidak termasul
sebagai penawaran.

Apabila penawararyang masuk kurang dari &
(tiga) peserta makdender dilanjutkan dengan
tahap evaluasi penawaran dan kualifikasi, sel
selanjunya dilakukan:

1) dalam hal terdapat 2 (dua)eserta yanc
memenuhi persyaratamdministrasi, teknis,
dankualifikasi, dilakukan & Reverse Auctioi
(apabilasudah didukung oleh SPSE.

2) dalam hal hanya 1 (satu)peserta yanc
memenuhi persyaratamadministrasi, tekis,
dan kualifikasi, dilanjutkan dengan
klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

Apabila penawaran yang masuk hanya 1, ma
tender dilanjutkan seperti proses penunjuke
langsung.

Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurke
penawaran pada waktu pembukagenawaran,
kecuali untuk Dokumen Penawaran yang sud;
dipastikan tidak dapat dibuka berdasarke
keterangan LPSE

Evaluasi penawaran dilalkkan dengan sisten
harga terendah dengan ambang batas.

Pokja melakukan evaluasi Dokumen Penawal
berdasarkan data yang diunggah ugload
dalam aplikasi SPSE, dikecualikan unt
evaluasi Jaminan Penawaran dilakuki
berdasarkan dokumen Jaminan Penawarash
yang disampaikan.

Data dokumen elektronik yang rusak (sesud
mendapat klarifikasi dari LPSE) akib
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29.4

29.5

29.6

29.7

kesalahan pengiriman dokumen oleh Penye
Jasa, yang mengakibatkan dokumen terse
tidak dapat dilakukan evaluasi oleh Pok
Pemilihan, maka dokumemlektronik tersebut
dinyatakan tidak memenuhi syarat.

PokjaPemilihan melakukanwaluasipenawaran
file | yang meliputi

a. evaluasi administrasi; dan

b. evaluasi teknis.

Pokja Pemilihanmenginputkan hasil evaluas
Dokumen Penawararfile | pada aplikasi SPS
dan menayangkan hasil evaluasie | melalui
menu pengumuman atau menu uploa
informasi lainnya pada aplikasi SPSE

Selanjutnya Pokja Pemilihan melakuki
pembukaan penawaran file Il dengan
ketentuan:

a. Dokumen Penawararfie Il milik peserta
yang tidak Idus evaluasi administrasi da
teknis, tidak dibuka.

b. Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkz
penawaran pada waktu pembukaa
Dokumen Penawaran file 1l, kecuali
penawaran file 1l tersebut berdasarkar
keterangan dari LPSE tidak dapat dibu
(didekripsi).

c. Seelah penawaranfie 1l dibuka, Pokja
Pemilihan melakukan evaluasi harga

Ketentuan umum dalam melakukan evaluas

sebagai berikut:

a. Pokja Pemilihan dilarang menambah,
mengurangi, mengganti, dan/atat
mengubah kriteria dan persyaratan yan(
telah ditetapkan dalm DokumenPaeanilihan

ini;
b. Pokja Pemilihardan/atau peserta dilaranc
menambah,  mengurangi, menggan

dan/atau  mengubah isi  Dokumer

Penawaran,;

c. Penawaranyang memenuhi syarat adala
penawaran yang sesuai dengan ketentu:
syaratsyarat, dan spesifikasi telsiyang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihami,
tanpa ada penyimpangan yang bersit
penting/pokok atau penawaran bersyarat;

d. Penyimpanganyang bersifat penting/pokok
atau penawaran bersyarat adalah:

1) penyimpangan Dokumen Penaware
dari Dokumen Pemilihan yang
mempengaruhi lingkup, kualitas dar
hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau

2) penawaran dari peserta denga
persyaratan tambahan diluar ketentua
dan Syaratsyarat  yang akar
menimbulkan persaingan usaha tida
sehat dan/atau tidak adil.

e. Pokja Pemilihandilarang menggugurkan
penawaran dengan alasan:
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29.8

1) Peserta tidak aktiffmembuka SP!
dan/atau tidak bertanya pada sa:
pemberian penjelasan; dan/atau

2) kesalahan yang tidak substansi
adalah kesalahatkesalahan yang tidal
mempengaruhi hasil evaluasi.

f. Para pihak dilarang mempengaruhi atau
melakukan intervensi kepada Pok
Pemilihan selama proses evaluasi;

g. Apabila dalam evaluasi ditemukan buk
adanya persaingamsaha yang tidaksehat
dan/atau terjadi pengaturan bersama
(indikasi  kolusi/persekongkolan) antare
peserta, PokjaPemilihan, UKPBJ, P}
dan/atau pihak lain yang terlibat, dengau
tujuan untuk memenangkan salah sa
peserta, maka:

1) peserta yang ditunjuk sebagai calc
pemenang dan peserta lain yang terlib
dikenakan sanksi dalam Daftar Hitam

2) anggota Pokja Pemilihan, Ran/atau
pihak lain yang terlibat persekongkola
dikenakan sanksi sesuai dengar
ketentuan  peraturan  perundang
undangan;

3) proses evaluasi tetap dilanjutka
dengan menetapkan peserta lainn
yang tidak terlibat (apabila ada); dan

4) apabila tidak ada peserta aih
sebagaimana dimaksud pada angkp
maka tender dinyatakan gagal.

h. Apabila indikasi persekongkolan terpenuf
maka peserta digugurkan pada tahap evalu.
administrasi, teknis, dan/atau kualifikasi.

Evaluasi Administrasi:

a. evaluasi administrasi meliputpemeriksaan
kelengkapan dokumen penawaran

b. penawaran dinyatakan memenubhi
persyaratan administrasi, apabila:

1) syaratsyarat substansial yang dimint
berdasarkan Dokumen Pemiliha
terpenuhi, yaitu dengan dilampirkanya:
a) Surat Penawaran (sebagaimane

tercantum dalam SPJE

b) Jaminan Penawaran Asli; (apabi
disyaratkan)

c) Surat PerjanjiarKerja &ma Operasi
(apabilaber-KSO)

d) Dokumen Penawaran Teknis;

e) Dokumen Penawaran Harga.

2) Surat Penawarammemenuhi ketentuan
yaitu jangka  waktu  berlakunya
Penawaran tidak kurang dari wakit
sebagaimana tercantumialamLDP.

3) Jaminan Penawaran Asli (apabi
disyaratkan) memenuhi  ketentua
sebagai berikut:

a) Dalam hal pekerjaan Konstruks
dengan nilai HPS di ata
Rp10.000.000000,00 (sepuluh
miliar rupiah) sampai dengan

20

JDIH Kementerian PUPR



b)

d)

Rp100.000.000.000,00 (seratu:
miliar rupiah), diterbitkan oleh:
Bank Umum;
Perusahaan Penjaminan;
Perusahaan Asuransi;
Lembaga khusus yan
menjalankan usaha di bidan:
pembiayaan, penjaminan, da
asuransi untkk mendorong ekspol
Indonesia sesuai denga
ketentuan peraturan perundang
undangan di bidang Lembag
pembiayaan ekspor Indonesi
atau
5. konsorsium perusahaan asuran
umum/ konsorsium Lembage
penjaminan/ konsorsium
perusahaan penjaminan yan
mempunyai progam asuransi
kerugian (suretyship.
huruf a.2 sampai dengan a.5 tela
ditetapkan/ mendapatkan
rekomendasi dari Otoritas Jas
Keuangan (OJK).

PowpbpE

Dalam hal pekerjaan Konstruks

dengan nilai HPS di ata

Rp100.000.000.000,00 (seratut

miliar rupiah) diterbitkan oleh:

1. Bank Umum; atau

2. konsorsium perusahaan asuran
umum/ konsorsium Lembage
penjaminan/ konsorsium
perusahaan penjaminan yan
mempunyai program asurans
kerugian (suretyshipy,

huruf  b.2 telah  ditetapkan/

mendapatkan  rekomendasi da

Otoritas Jasa KeuangdOJK).

Masa berlaku tidak kurang dar

waktu sebagimana tercantum dalai

LDR

Masa berlaku dicantumkan dalar

angka dan huruf, dengan ketentuan:

(1) apabila ada perbedaan penulise
antara angka dan huruf maka
masa berlaku yang diakui adala
tulisan huruf;

(2) apabila yang tertulis dalam angk
jelas sedangkan dalam huruf tida
jelas/tidak bermakna/salah,
maka yang diakui adalah mas
berlaku yang tertulis dalamr
angka; atau

(3) apabila yang tertulis dlam angka
dan dalam huruf tidak jelas/tidak
bermakna/salah, make
dinyatakan gugur

Nama yang tercantum dalam sur:

Jaminan Penawaran sama deng

nama peserta
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f) Besaran nilai Jaminan Penawar:
sebagaimana yang tercantumalam
LDR

g) Besaran nilai Jaminan Penawar:
dicantumkan dalam angka dan huruf
dengan ketentuan:

(1) apabila ada perbedaan penulise
antara angka dan huruf make
nilai yang diakui adalah tulisar
huruf;

(2) apabila yang tertulis dalam angk
jelas sedangkan dalam hurtitlak
jelas/tidak bermakna/salah
maka yang diakui adalah nila
yang tertulis dalam angka; atau

(3) apabila yang tertulis dalam angk
dan dalam huruftidak jelas/tidak
bermakna/salah maka
penawaran dinyatakan gugur;

h) Nama Pokja Pemilihan yan
menerima Jaminan Penawaran sar
dengan nama Pokja Pemilihan yal
mengadakan Tender;

i) Paket pekerjaan yang dijamin san
dengan paket pekerjaan yan
ditenderkan;

j) Jaminan Penawaran harus dap
dicairkan tanm syarat
(unconditiona) sebesar nilai Jamina
dalam waktu paling lambat 14 (empa
belas) hari kerja, setelah sur:
pernyataan wanprestasi dari Pok
Pemilihan diterima oleh Penerb
Jaminan;

k) Jaminan Penawaran atas nama K
harus ditulis atas nama KSO; dan

[) Substansi dan keabsahan/keaslii
Jaminan Penawaran tela
dikonfirmasi dan diklarifikasi secare
tertulis oleh Pokja Pemilihan kepac
penerbit jaminan apabila kurang jela
dan meragukan.

4) Surat Perjanjian Kerja Sama Oper:
memenuhi persyaratan sebagai bartk

a) mencantumkan nama KSO sest
dengan dokumen isian kualifikasi;

b) mencantumkan nama perusahas
leadfirmKSOdan anggota KSO;

c) mencantumkan pembagian mod:
(sharing dari setiap perusahaan;

d) mencantumkan nama individu pihal
yang mewakiliKSO; dan

e) ditandatangani para calon pesert
KSO.

c. Pokja Pemilihan dapat melakukan
klarifikasi/konfirmasi secara tertulis
terhadap halhal yang kurang jelas dat
meragukan namun tidak boleh mengubah
substansi

d. Evaluasi administrasi menghasilkan dt
kesimpulan, vyaitu memenuhi syara
administrasi atau tidak memenuhi syar:
administrasj
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29.9

e. Peserta yang memenuhi persyarat
administrasi dilanjutkan dengan evalua:
teknis;

f. Apabila dari 3 (tigajpenawaranterendah ada
yang tidak memenuhi  persyarata
administrasi maka Pokja Pemilihar
melakukan evaluasi administrasi terhade
penawar terendah berikutnya (apabila agda

g. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (du
peserta yang memenuhi persyarat:
administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutke
dengan evaluasi teknis; dan

h. Apabila tidak ada peserta yang memenu
persyaratan administrasi, maka tender
dinyatakan gagal.

EvaluasiTeknis:

a. Evaluasi tekniddilakukan terhadap pesert:
yang memenuhi persyaratan administrasi;

b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesu
dengan yang ditetapkan sbagaimana
tercantumdalam LDP;

c. Evaluasi teknis dilakukan dengan siste
gugur dengan ambang batasdengan
ketentuan:

1) Evaluasi teknis dilakukan dengan ca
memberikan nilai angka tertentu pad
setiap unsur yang dinilai berdasarkan
kriteria dan  bobot sebagaimna
tercantum dalam LDP;

2) Penawaran dinyatakan Ilulus tekni
apabila masingmasing unsur maupun
nilai total keseluruhan unsur memenur
ambang batas minimal yang ditetapke
dalam LDP:

3) Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah
a) Metode pelaksanaan pekerjae

memenuh persyaratan substanti

yang ditetapkan dalam Dokumer

Pemilihan dan diyakini

menggambarkan penguasaan dala

menyelesaikan pekerjaanmeliputi
penilaian terhadap:

(1) Tahapan/urutan pekerjaan dari
awal sampai akhir secara gar
besar dan uraian/cara kerja dar
masing masing jenis pekerjaat
utama;

(2) Kesesuaian antara metode kel
dengan peralatan utama yan
ditawarkan/diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan;

(3) Kesesuaian antara metode kel
dengan spesifikasi/volume
pekerjaan yang disyaratkan.

b) Jangka waktypelaksanan pekerjaan
yang ditawarkan tidak melampau
batas waktu sebagaimana tercantu
dalam LDP.

c) Peralatan utama, dengan ketentuar
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(1) Yang  dimaksud dengar
peralatan utama adalal
peralatan yang mendukung
langsung dan sesuai kebutuhe
untuk melaksanakan pekerjaa
pekerjaan utama (najor item;

(2) Jenis, kapasitas, dan jumle
yang disediakan untuk
pelaksanaan pekerjaan

(3) Kepemilikan peralatan utam:
adalah milik sendiri,sewa beli,
dan/atau milik pihak lain
denganperjanjian Sewa(bukan
surat dukungan)

(4) Khusus pekerjaan dengan nil
HPS di atas
Rp200.000.000.000,00 (dua
ratus miliar rupiah), maka
peralatan utama wajib milik
sendiri atau dalam status Sev
Beli dengan ketentuan peralata
sudah  dalam  penguasaa
peserta dan sudah ada buk
perjanjian sewa beli dengal
tanggal perjanjian sebelun
pemasukan penawaran.

(5) Evaluasi terhadap peralatan
utama yang lersumber dari:

(a) Milik  sendiri, dilakukan
terhadap bukti kepemilikan
peralatan (contoh STNK
BPKB/nvoice;

(b) Sewa Beli, dilakukar
terhadap bukti pembayarar
Sewa Beli (contohinvoice
uang muka, angsuran);

(c) Sewa dilakukan terhadap
kebenaran surat perjgran
sewa.

(6) Dalam hal jenis, kapasitas
komposisi dan jumlah peralatal
minimal yang ditawarkan
berbeda dengan yang tercantul
dalam Dokumen Pemilihan
maka Pokja Pemilihan aka
membandingkan produktifitas
alat tersebut berdasarka
metode pelaksanaan pekegja
yang ditawarkan.  Apabile
perbedaan peralatar
menyebabkan metode tida
dapat dilaksanakan atal
produktifitas yang diinginkan
tidak tercapai sesuai denga
target serta waktu yan(
dibutuhkan, maka tidak dinilai.

d) Personel manajerial yang
ditawarkan sesuai dengan yang
diperlukan dalam pelaksanaa
pekerjaan, dengan ketentuan:

(1). Personel manajerial  yan
disyaratkan meliputi jabatan

JDIH Kementerian PUPR
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).

3).

(4).

(5).

(6).

(7).

(8).

(9).

Manajer Pelaksanaan/ Proyel
Manajer  Teknik,  Manajer

Keuangan, dan/atau
Ahli/Petugas K3.

Untuk pekerjaan yanc
diperuntukkan bagi:

(a) Usaha Kecil tidak

mensyaratkan Tenaga Ahli;
(b) Usaha Menengah dan Usat
Besar tidak mensyaratka
Tenaga Teknisi atau Anal
dan Operator.
Hanya mensyaratkan 1 (satL
sertifikat kompetensi  kerje
untuk setiap personel yani
disyaratkan.
Untuk pekerjaan yang mertiki
tingkat risiko kecil, makadapat
mempersyaratkan Petugas k
arau Ahli K3 sedangkan untuk
pekerjaan yang masuk dalar
kategori risiko besar maki
mempersyaratkan Ahli K3.
Penilaian  meliputi  tingkat
pendidikan dan pengalamai
kerja profesional
Sertifikat Kompetensi Kerje
dibuktikan saat rapat persiapal
penunjukan penyedia.
Pengalaman kerja  dihitunc
berdasakan daftar riwayat
pengalaman kerja atau referen:
kerja dari pemberi tugas.
Pengalaman yang disampaike
tanpa melampirkan  daftar
riwayat hidup atau referens
maka tidak dapat dihitung
sebagai pengalaman.
Pengalaman kerja dihitung pe
tahun tanpa memperhatan
lamanya pelaksanaal
konstruksi (dihitung
berdasarkan Tahun Anggaran)

Bagian pekerjaan yang aka
disubkontrakkan memenuh
ketentuan sebagai berikut:

().

Paket pekerjaan dengamilai
pagu anggaran di  atas
Rp.25.000.000.000,00 (dua
puluh lima miliar rupiah)

sampai dengar
Rp100.000.000.000,00 (seratu:
miliar rupiah) wajib

mensubkontrakkan  sebagia
pekerjaan utama kepada
penyedia jasa spesial{gpabila
telah tersedia penyedia jas
spesialis), dan sebagian
pekerjaan yang bukar
pekerjaan utama kepada su
penyeda jasa Usaha Keci
dan/atau
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(2). Paket pekerjaan dengan nil:
pagu anggaran di ata
Rp100.000.000.000,00 (seratut
miliar rupiah) wajib:

(a) mensubkontrakkarsebagian
pekerjaan utama kepad
penyedia jasa spesial
(apabila  telah  tersedit
penyedia jasa spesiglislan
dalam penawarannya suda
menominasikan  penyedi
jasaspesialis tersebut, dan

(b) mensubkontrakkarsebagian
pekerjaan yang bukar
pekerjaan utama kepada su
penyedia jasa Usaha Kel
dari lokasi pekerjaan
provinsi setempat kecual
tidak tersedia sub penyedi
jasa provinsi setempat yan
dimaksud dan dalam

penawarannya sudat
menominasikan suk
penyedia jasa Usaha Kel
tersebut.
Dengan cara memilih
perkerjaan yang

disubkontrakkan sesuai yan
tercantum dalam lembar Dat:
Pemilihan (LDP);

(3). Penilaian  meliputi  usulan
subpenyedia  spesialis de
subpenyedia kecil setempat;

(4). Penyedia tidak
mensubkontrakkan  seluruh
pekerjaan utama,

(5). Penyedia Usaha Kecil tide
mensubkontrakkan pekerjaal
yang diperoleh.

f) Dokumen Rencana Keselamat
Konstruksi (RKK) meliputi penilaiai
terhadap:
(1). manajemen risiko dan rencan
tindakan  (minimal  sesua
identifikasi bahaya yang
ditentukan PPK), terdiri atas:
(a) Penjelasan manajemen
risiko meliputi
mengidentifikasi  bahaya
menilai tingkat risiko, dan
mengendalikan tingkat
risiko

(b) Penjelasamencanatindakan
meliputi sasaran umum
sasaran khusus, da
Program Ks3.

(2). Pakta komitmen yang thnda
tangan oleh wakil sah badan
usaha

g) Dokumen lain yang disyaratkal
(apabila ada) sebagaiman
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30. Pembukaan
Penawaranfile
|

30.1

30.2

tercantum dalam LDP, denga

ketentuan:

(1) Kriteria  evaluasi  diuraikan
secara rinci dan terukur;

(2) Persyaratan haru:
mempertimbangkan prsaingan
usaha yang sehat dan jangk
waktu pemenuhan persyaratan.

d. PokjaPemilihan dapat melakukan verifika
lapangan dan/atau Klarifikasi, khususny:
kepada pabrikan/produsen/agen/
distributor material/alat untuk menjamin
konsistensi  jenis  material/alat serta
kemampuan untuk menyediakal
material/peralatan sesuai jadwal yang tele
ditetapkan serta kebenaran penyewa
terhadap pelaksanaan pekerjaan.

e. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat h¢
hal yangtidak jelas atau meragukan, Pok
Pemilihan melakukan Harifikasi dengan
peserta. Dalam Kklarifikasi, peserta tide
diperkenankan mengubah substan
penawaran. Hasil verifikasi lapangan
dan/atau Klarifikasi dapat menggugurkar
penawaran;

f. Peserta dinyatakan Ilulus evaluasi teki
apabila hasil penilaian teknis n@wati nilai
ambang batas masirgasing unsur maupun
nilai ambang batas total keseluruhan uns
yang ditetapkan dalam LDP;

g. Pesertyyang dinyatakan lulus evaluasi tekn
dilanjutkan dengn evaluasi harga;

h. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terenda
setelah kbreksi aritmatik ada yang tidal
memenuhi evaluasi teknis maka Pok
Pemilihan melakukan evaluasi terhade
penawar terendah berikutnya (apabila adi
dimulai dari evaluasi administrasi

i. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (du
peserta yang lulus evaluasi tekn maka
evaluasi tetap dilanjutkan dengan evalue
harga;

j. Apabila tidak ada peserta yang lulus evalui
teknis makaenderdinyatakan gagal; dan

k. Pokja Pemilihan memasukan hasil evalua:
teknis pada aplikasi SPSE, termasuk ale
ketidaklulusan pesed dalam evaluasi teknis

Aplikasi LPSE secara otomatis tidak al

membuka penawaran file 1l milik peserta yar

tidak lulus evaluasi administrasi dan teknis.

Pokja Pemilihan mengunduhdpwnl/oad dan
melakukan dekripsi Dokumen Penawaran

27

JDIH Kementerian PUPR



31. Evaluasi
PenawararnFile
Il

30.3

30.4

31.1

dengan menggunakan sistem pengam
dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Terhadap Dokumen Penawaran yang tidal
dapat dibuka (didekripsi), Pokja Pemilihg
menyampaikanDokumen Penawaran tersebu
kepada LPSE untuk mendapat keterangan bal
Dokumen yang bersangkutan tidak dape
dibuka dan bila dianggap perlu LPSE da)
menyampaikanDokumen Penawaran tersebu
kepada LKPP.

Berdasarkan keterangan dari LPSE, apa
Dokumen Penawaran tidak dapat
dibuka/didekripsi maka Pokja Pemilihan dap:i
menedpkan bahwa Dokumen Penawaran
tersebut tidak memenuhi syarat sebac
penawaran dan penyedia barang/jasa yai
mengirimkan Dokumen Paiawaran tersebut
dianggap tidak memasukkan penawara
Apabila dapat dibuka, maka Pokja Pemilih
akan melanjutkan proses atg®nawaran yang
bersangkutan

EvaluasHarga
a. Sebelum evaluadharga dilakukan koreksi
aritmatik dengan ketentuan:

1) Koreksi aritmatik dilakukan tanpe
mengubah nilai total harga penawara
untuk bagian pekerjaan Lumsurmr
dengan meyesuaikan keluarar
(outpu) pekerjaan yang tercantun
dalam Daftar Keluaran dan Harg
dengan yang tercantum dalar
Dokumen Pemilihan;

2) Koreksi aritmatik untuk penawarar
yang tidak melampirkan Daftal
Keluaran dan Harga, maka keluara
(output) pekerjaan yang tdawarkan
ditetapkan sama dengan yar
tercantum dalam Dokumen Pemiliha
tanpa mengubah nilai total penawara
untuk bagian kontrak Lumsum;

3) Perbedaan angka dan huruf harg
penawaran:

a) apabila ada perbedaan antai
penulisan nilai harga penawarar
antara angka dn huruf maka nilai
yang diakui adalah nilai dalan
tulisan huruf;

b) apabila penawaran dalam angk
tertulis dengan jelas sedangke
dalam huruf tidak jelas dan/atau
tidak bermakna dan/atau salah
maka nilai yang diakui adalah nila
dalam tulisan angka; atau

c) apabila penawaran dalam angk
dan huruf tidak jelas dan/atau tidak
bermakna dan/atau salah, mak
penawaran dinyatakan gugur.

4) Penawaran setelah koreksi aritmat
yang melebihi nilai total HP!
dinyatakan gugur.
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5) Apabila semua harga penawara
setelah koreksi atinatik diatas nilai
total HPS, tender dinyatakan gagal.

6) Berdasarkan hasil koreksi aritmati
Pokja Pemilihan menyusun urutan da
penawran terendah.

7) Pokja Pemilihan melakukan evalua
penawaran terhdap semua penawar
setelah koreksi aritmatik.

b. unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalal
hal-hal yangpokok atau penting, dengai
ketentuan:
1) Total harga penawaran terkoreks
dibandingkan dengan nilai total HPS
a) apabila total harga penawaral
terkoreksi melebihi nilai total HPS
dinyatakan gugur; dan

b) apabila semua hga penawaran
terkoreksi di atas nilai total HP<
tender dinyatakan gagal;

2) Apabila tidak menyampaikan perkiraa
biaya penyelenggaraan keamanan d
kesehatan kerja serta Keselamat
Konstruksi maka dinyatakan gugur.

c. Dilakukan evaluasikewajaran harga denga
ketentuan sebagai berikut

1) Kilarifikasi terhadap hasil koreks
aritmatik, apabila ada  koreksi/
perubahan;

2) Klarifikasi dalam hal penawaran Tingke
Komponen Dalam Negeri (TKDNM
berbeda dibandingkan dengan perkirae
Pokja Pemilihan (apabila
mempersyaratkan KDN),

3) Kilarifikasi/evaluasi kewajaran harge
apabila harga penawaran dibawah 80
(delapan puluh persen) HPS dengar
ketentuan:

a) Peserta menyampaikan Rincie
Keluaran dan Harga

b) Rincian Keluaran dan Hargahanya
digunakan untuk evaluagkewajaran
harga penawaan dan tidak dapat

digunakan sebagai dase
pengukuran  dan pembayaran
pekerjaan;

c) Meneliti dan menilai kewajaran
harga satuan dasar meliputi harg
upah, bahan, dan peralatan da
harga satuan penawaran sekuran(
kurangnya pada setiap mat
pembayaran utama;

d) Meneliti dan menilai kewajaran
kuantitas/koefisien dari unsur upah
bahan, dan peralatan dalam Rincie
Keluaran dan Harga sekurang
kurangnya pada setiappekerjaan
utamag

e) Hasil penelitian butir ¢) dan butir d)
digunakan  untuk = menghitung
kewajaran harga tanpa
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memperhitungkan keuntungan yant
ditawarkan;

f) Hargadalam Rincian Keluaran dai
Hargayang dinilai wajar dan dapat
dipertanggungjawabkandigunakan
untuk menghitung total harga
penawaran

g) Total harga sebagaimana dimaksi
pada huruff) dihitung berdasarkan
keluaran (output) yang ada dalarr
Daftar Keluaran dan Harga

h) Apabila total harga penawaran lebi
kecil dari hasil evaluasi sebagaimat
huruf g) tersebut, maka harg:
penawaran dinyatakan tidak waja
dan gugur harga,;

i) Apabila total harga penawaran lebi
besar @ri hasil evaluasi
sebagaimanauruf g) tersebut, make
harga penawaran dinyatakan wajar

j) Apabila peserta tersebut ditunju
sebagai pemenang tender, har
bersedia untuk menaikkan Jaming
Pelaksanaan menjadi 5% (lirr
persen) dari nilai total HPS.; dan

k) Apahbla peserta yang bersangkuta
tidak bersedia menaikkan nila
Jaminan  Pelaksanaan  menjs
sebesar 5% (limapersen) HPS,
penawarannya digugurkan sert
dikenakan sanksi Daftar Hitam.

d. Memperhitungkan preferensi harga ata:
penggunaan produksi dalam negeri (apila
memenuhi  persyaratan diberlakukanny
preferensi harga) dengan ketentus
Perhitungan Tingkat Komponen Dalal
Negeri (TKDN) yang disampaikan ole
peserta berdasarkan penilaian sendirsgjf
assessmeyjidengan ketentuan:

1) Preferensi Harga untuk Barang/da
dalam negeri diberlakukan pad;
Pengadaan Barang/ Jasa yang dibia
rupiah murni tetapi hanya berlaku
untuk Pengadaan Barang/ Jasa berni
diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milia
rupiah); dan

2) Preferensi Harga hanya diberika

kepada Barang/Jasa dalam rexg
dengan TKDN lebih besar atau sar
dengan 25% (dua puluh limaersen)
Apabila peserta tidak menyampaike
formulir perhitungan TKDN maka
peserta dianggap tidak menginginka
diberlakukan preferensi harga bac
penawarannya dan tidak
menggugurkan.
Ketentuandan tata cara penghitungar
TKDN merujuk pada ketentuan yan
ditetapkan  oleh Menteri  yanc
membidangi  urusan  perindustriar
dengan tetap berpedoman pada tata ni
Pengadaan Barang/Jasa
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3) Rumus penghitungan sebagai berikut:
‘000 p UL ULVLWOD

HEA = Harga Evaluasi Akhir.

KP =TKDN x Preferensi Tertinggi
KP adalah koefisien preferensi
Preferensi tertinggr adalah preferensi
harga maksimum yaitu 7,5% untuk
pekerjaan konstruksi dan 25 % untuk

barang/jasa
HP = Harga Penaaran setelah
koreksi aritmatik.

4) dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebi
penawaran dengan HEA yang san
penawar dengan TKDN terbesar adal
sebagai pemenang;

5) pemberian Preferensi Harga tide
mengubah Harga Penawaran dan han
digunakan oleh Pokja Pemilihanntuk
keperluan perhitungan HEA gun
menetapkan  peringkat pemenan
tender.

. Apabila terdapat calon pemenang memilil
harga penawaran yang sama, maka Po
Pemilihan memilih peserta yang mempuny
KemampuarDasar (KD)lebih besar dan ha
ini dicatat dalam Berita Acara Hasil
Pemilihan (BAHR)

. Apabila dalam evaluasi ditemukan buki
harga tidak wajar akibat terjadinye
persaingan usaha tidak sehat dan/ate
terjadi pengaturan bersami
(kolusi/persekongkolan) sebagaiman
ketentuan peraturan dan perundang
undangan, maka tender dinyatakan gag:
dan peserta yang terlibatlikenakan sanks
Daftar Hitam.

. Apabila dalam evaluasi harga terdapat he
hal yang kurang jelas atau meragukan, Pol
Pemilihan dapat melakukan Kklarifikas
dengan peserta. Dalam Klarifikasi, pesel
tidak diperkenankan mengubah substar
penawaran. Hasil verifikasi lapanga
dan/atau Klarifikasi dapat menggugurkar
penawaran;

. Apabila dalam evaluasi kewajaran har¢
(apabila ada) dalam hal klarifikasi, peser
tidak hadir dan/atau tidak bersedis
dilakukan klarifikasi sehingga tahapan
tahapan Evaluasi Kewajaran Harga tid:
dapat dilaksanakan, maka penaware
digugurkan;

I. Undangan klarifikasi evaluasi kewajara

harga (apabila ada) disampaikan tertulis
secara elektronikdan/atau non elektronik
kepada data kontalpenyedia yang terdapa
pada daftar isian kualifikasi

|. Dalam hal peserta tidak hadir karena tide

dapat mengakses data kontak (misal ak
email atau no telepon), tidak dap:
dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakse
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32. Evaluasi
Kualifikasi

31.2

32.1

32.2

32.3

32.4

32.5

32.6

32.7

atau alasan teknis apapun dari sigeseta,
maka risiko sepenuhnya ada pada peserta

k. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (du.
peserta yang lulus evaluasi harga, ma
evaluasi dilanjutkan dengan evalua
kualifikasi; dan

|. apabila tidak ada peserta yang lulus evalu.
harga maka tender dinyatakanagal.

Pokja Pemilihan menyusun urutan 3 (tiga
penawaran sebagai calon pemenang dan ca
pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifike
terhadap dokumen kualifikasi yan
disampaikan (diunggh) oleh peserta melalu
form elektronik isian kualifikasi dalam aplikas
SPSE atau pada fasilitag/oaddata kualifikasi
lainnya.

Data kualifikasi pada form elektronik isial
kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau pe
fasilitas wupload data kualifikasi laimya
merupakan bagian yang saling melengkapi.

Dalam hal dijumpai perbedaan mengenai isic
data kualifikasi dengan data yang diungge
(upload, maka data yang dianggap beni
adalah data yang terdapat dalam isic
kualifikasi form elektronik SPSE.

Evaluasi kalifikasi dapat dilakukan bersamaa
dengan tahapan Evaluasi Penawaran.

Evaluaskualifikasimenggunakan sistem gugui

Evaluasi terhadap Sertifikat Badan Usaha (S

memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a) Masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SE
berdasarkan masa berlaku yan
tertera/tertulis pada sertifikat tersebu
dengan tidak memperhatikan ketentua
registrasi tahunan.

b) Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang ha
masa berlakunya sebelum batas akl
pemasukan Dokumen Penawaran tidak
dapat diterima dan peyedia dinyatakan
gugur.

c) Dalam hal masa berlaku Sertifikat Bad:
Usaha (SBU) habis setelah batas ak
pemasukan Dokumen Penawaran, ma
Peserta harus menyampaikan Sertifike
Badan Usaha (SBU) vyang sud
diperpanjang kepada Pejabat rRieuat
Komitmen pada sat rapat persiapan
penunjukan penyedia.

Dalam hal peserta beKSO, dokumer
kualifikasi dilengkapi denganPakta integritas
dari anggota KS&hya. Apabila tidak ada, maks
tidak dievaluasi lebih lanjut dan dinyataka
gugur kualifikasi

32

JDIH Kementerian PUPR



33. Pembuktian
Kualifikasi

32.8

32.9

32.10

33.1

33.2

33.3

33.4

33.5

33.6

33.7

33.8

33.9

Apabila ditemukan hahal dan/atau data yang
kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secal
tertulis namun tidak boleh mengubah substar
formulir isian kualifikasi.

Evaluasi kualifikasi dalam prose
pascakualifikasi sudah merupakan ajar
kompetisi, maka data yang kurang tidalapat
dilengkapi.

Selain ketentuan di atas, Peserta dinyatal
lulus kualifikasi apabila memenuhi ketentua
pada LDK

Pembuktian kualifikasi dilakukan terhada
peserta yang memenuhi persyaratan kualifika

Undangan pembuktian kualifikasi harus
disampaikartertulis secara elektronildan/atau
non elektronik

Dalam undangan pembuktian kualifikasi sude
menyebutkan dokumen yang wajib dibawa ole
peserta pada saat pembuktian kualifikasi

Pembuktian kualifikasi tidak dilakukan jike
peserta telah terkualifikasi melalui SIKaP.

Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikas
SPSEdffline) dengan memperhitungkan waktt
yang dibutuhkan untuk kehadiran penyedia da
penyiapan dokumen yang akan dibuktikan

Apabila peserta tidak dapat mghadiri
pembuktian kualifikasi dengan alasan vyar
dapat diterima, maka Pokja Pemilihan dag
memperpanjang waktu pembuktian kualifikas
paling kurang1 (satu) hari kerja.

Dalam hal peserta tidak hadir karena tide
dapat mengakses data kontak (misal alamail
atau no telepon) tidak dapat
dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakse
atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, m;
risiko sepenuhnya ada pada peserta.

Wakil pesertayang hadir pada saat pembuktia

kualifikasi adalah:

a. Direksi yang namanya adalalam akta
pendirian/perubahan atau pihak yang sa
menurut akta pendirian/perubahan;

b. Penerima kuasa daridireksi yang nama
penerima kuasanya tercantum dalam ak
pendiriar/perubahan;

c. KepalaCabangperusahaan yang diangke
oleh kantor pusat yang dibuktikan denga
dokumen otentik; atau

d. Pejabat yang menurut Perjanjian Ker
Sama Operasi (KSO) berhak mewakili K<

Pembuktian kualifikasi dilakun dengan
memverifikasi kesesuaian data pada informi
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34.

Penawaran
Harga Secara
Berulang(e-
reverse
auction)

33.10

33.11

33.12

33.13

34.1

34.2

34.3

34.4

Formulir elektonik isian kualifikasi pada SP<
atau fasilitas lain yang disediakan deng:
dokumen asli, salinan dokumen yang sud.
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang d:
meminta salinan dokumenersebut, dan/atau
melalui fasilitas elektronik yang disediakan ole
penerbit dokumen. Pembuktian kualifika:
terhadap alamat penyedia, peralatan, dan/at:
sumber daya manusia serta persyarat
kualifikasi lainnya dapat dilakukan denga
verifikasi lapangarapabila dibutuhkan

Pembuktian kualifikasi untuk memeriksa/
meneliti keabsahan pengalaman pekerja
sejenis, dievaluasi dengan cara melit
dokumen kontrak asli dan Berita Acara Sere
Terima Pekerjaan dari pekerjaan yang tel
diselesaikan sebelumnya.

Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktie
kualifikasi dan/atau telah diberikan
kesempatan namun tetap tidak dap
menghadiri pembuktian kualifikasi sesu:
dengan 3.6, maka peserta dinyatakan gugt
dan Jaminan Penawaran (apabila disyaratke
dicairkan keKas Negara.

Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemuka
pemalsuan data, maka peserta digugurke
dikenakan sanksi Daftar Hitam, Jamine
Penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan |
Kas Negara.

Dalam hal tidak ada peserta yang lulus
pembuktiankualifikasi, makaenderdinyatakan

gagal.

Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) penawe
yang dinyatakan lulus administrasi, teknis, d¢
kualifikasi, pokja pemilihan dapat memberikal
kesempatan kepada pesetatuk berkompetisi
kembali dengan cara  menyampaike
penawaran harga lebih dari 1 (satu) kali da
bersifat lebih rendah dari penawara
sebelumnya

Dalam hal dilakukane-reverse auctiopp okja
pemilihan mengundang pesertmelakukan e
reverse auctiordengan mencantumkanwaktu
pelaksanaan untuk peserta menyampaik
penawaran berulang dalam kurun waktu yang
telah ditetapkan.

Peserta menyampaikan penawaran har
melalui fitur pada aplikasi SPSE atau sist
pengaman dokumen berdasarkan kési waktu
(batch atau secaraealtime.

Setelah masa penyampaian penawal
berulang berakhir maka sistem akar
menginformasikan  peringkat berdasarka
urutan posisi penawar gositional biddingy
secararealtime

34

JDIH Kementerian PUPR



35. Klarifikasi dan
Negosiasi
Teknis dan
Harga

F. PENETAPAREMENANG

36. Penetapan
Pemenang

34.5

34.6

35.1

35.2

35.3

36.1

36.2

36.3

Setelah e-reverse auctiondilakukan evalasi
harga

Dalam hal penawaran terendah setelah
reverse auction di bawah 80% (delapan pult
persen), dilakukan evaluasi kewajaran harga

Dalam hal hanya 1 (satu) peserta yar
memenuhi persyaratan administrasgknis, dan
kualifikasi, dilakukan klarifikasi dan negosias
teknis dan harga

Hal yang diklarifikasi adalah metod
pelaksanaan pekerjaan yang dap
mempengaruhi  harga untuk dilakukar
negosiasi.

Hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan hart
dituangkan dalam berita acara klarifikasi dat
negosiasi teknis dan harga.

Pokja Pemilihan menetapkan pemenaagpbila
pernyataan peserta pada formulir isia
kualifikasi benar danmasih berlakuvalid.

Dalam hal peserta diketabui mengikuti
beberapa paket pekerjaan yang ditenderk
oleh beberapa UKPBJ atau Pokja Pemili
dalam waktu yang bersamaan, dan bebere
penawarannya terendah serta berdasarkan ¢
kemampuan menangani paket (SKP) (unt
usaha Kkecil)/sisa kemampuan nyatdSKN)
(untuk usaha menengah dan besar)

Dalam hal peserta mengikuti tender bebera
paket pekerjaan konstruksi dalam waki
penetapan pemenang bersamaan:

a. menawarkan peralatan yang sama untt
beberapa paket yang diikuti dan dalal
evaluasi memenuhi persyat@n pada
masingmasing paket pekerjaan, mak
hanya dapat ditetapkan sebagai pemene
pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan ce
melakukan klarifikasi untuk menentukar
peralatan tersebut akan ditempatka
sedangkan untuk paket pekerjaan lainny
dinyatakan pealatan tidak ada dar
dinyatakan gugur;

b. Apabila peserta menawarkan peralatan ya
sama pada paket pekerjaan lain/yar
sedang berjalan, maka hanya dag
ditetapkan sebagai pemenang, apab
setelah dilakukan klarfikasi peralata
tersebut tidak terikat padpaket lain;

c. Ketentuan hanya dapat ditetapkan seba
pemenang pada 1 (satu) paket pekerja
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
dapat dikecualikan dengan syarat wak
penggunaan alat tidak tumpang tindil
(overlap, ada peralatan cadangan yar
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36.4

36.5

36.6

diusulkan dalam dokumen penawaran yan
memenuhi syarat, lokasi peralatan yat
berdekatan dalam pelaksanaan pekerja
sehingga dapat digunakan sesuai deng
jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/ate
kapasitas dan produktifitas peralatan sece
teknis dapat menyelesak lebih dari 1
(satu) paket pekerjaan;

. Menawarkan personleyang sama pada lebil

dari 1 (satu) paket pekerjaan, maka han

dapat ditetapkan sebagai pemenang pad:

(satu) paket pekerjaan setelah dilakuke

klarifikasi untuk menentukan personi

tersebut akan ditempatkan, sedangkal
untuk paket pekerjaan lainnya dinyataka
personil tidak ada dan dinyatakan gugur;

Ketentuan pada huruf d hanya dapi

ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (sa

paket pekerjaan konstrukskecuali:

a. Personé yang diusulkan penugasaniay
sebagai Kepala Proyek/ General
Superintendent (GS)

b. Jadwal penugasan personel tid:
tumpang tindih (overlag dengan
kegiatan lain berdasarkan jadwe
pelaksanaan pekerjaan atau jadw
penugasan;

c. Terdapat personel cadangan yan
diusulkan dalam dokumen pen@aran
yang memenuhi syarat.

Menawarkan personel yang sedang beke

di paket lain, maka pada saat ake

ditetapkan sebagai pemenang dipastik

sudah tidak terikat pada paket lain.

PokjaPemilihan membuat dan menandatanga
Berita Acara Hasil Pemilihan(BAH?) yang
paling sedikit memuat:

a.
b.

~® Qa0

Q@

Nama seluruh peserta;

Harga penawaran atau harga penaware
terkoreksi dari masingmasing peserta;
Metode evaluasi yang digunakan;
Unsur-unsur yang dievaluasi;

Rumus yang dipergunakan;
Keterangarketerangan lain yang diangga
perlu hal ikhwal pelaksanaan tender;
Jumlah peserta yang lulus dan tidak lult
pada setiap tahapan evaluasi;

Tanggal dibuatnya Berita Acara; dan
Pernyataan bahwa tender gagal apab
tidak ada penawaran yang memenul
Syarat.

Dalam hal nilai pagu anggaramaling banyak
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah
maka penetapan pemenang dilakukan ol
Pokja Pemilihan.

Dalam hal nilai pagu anggarapaling sedikit di
atas Rp100.000.000.000,00 (seratus milia
rupiah) maka penetapan pemenang dilakuke
oleh Pegguna Anggaran (PA).
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37. Pengumuman
Pemenang

38. Sanggaldari
Peserta Tendel

36.7

36.8

Apabila  terjadi  keterlambatan dalarr
menetapkan pemenang dan ake
mengakibatkan Surat Penawarardan/atau
Jaminan Penawaran (apabila disyaratkdrgbis
masa berlakunya, maka dilakukan konfirma
kepada semua peserta yang lulus evalue
penawaran dan evaluasi kualifikasiuntuk
memperpanjang masa berlaku surat penawar
dan/atau Jaminan Penawaran (apabi
disyaratkan) secara tertulis sampai denge
perkiraan jadwal penandatanganan kontrak

Dalam hal peserta yang Ilulus evalug
penawaran da evaluasi kualifikasi tidak
bersedia memperpanjang surat penawar.
dan/atau Jaminan Penawaran (apabi
disyaratkan)dianggapmengundurkandiri dan
tidak dikenakan sanksi.

Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang da
pemenang cadangan 1lath 2 (apabila ada) melalu
aplikasi SPSE

38.1

38.2

38.3

38.4

38.5

38.6

38.7

Sanggahan dari Peserta yang memasuk
penawaran yang namanya tertera dalam sul
penawaran dan/atau tertera dalam akt
pendirian perusahaan.

Sanggahan disampaikan secara elektronik
melalui aplikasi SPSE disertai bukti terjadin
penyimpangan

Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terj

penyimpangan prosedur meliputi

a. kesalahan dalam melakukan evaluasi;

b. penyimpangan terhadap ketentuan de
prosedur yang telah ditetapkan dalai
Dokumen Pemilihan;

c. rekayas#ersekongkolantertentu sehingga
menghalangi terjadinya persaingan usat
yang sehat; dan/atau

d. penyalahgunaan wewenang oleh Pok
Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PRIan/atau
pejabat yang berwenang lainnya.

Sanggahan disampaikan dalawaktu 5 (lima)
hari kerjasetelah pengumuman pemenang

Pokja Pemilihan wajib memberikan jawabe
secara elektronik atas semua sanggahan pa
lambat 3 (tiga) hari lerja setelah akhir mas:
sanggah.

Apabila sanggah dinyatakan benar maka Po
Pemilihan mayatakan tender gagal.

Sanggahawlianggap sebagai pengaduan, dale

hal:

a. sanggahan disampaikan tidak melalu
aplikasi SPSBffline), kecuali keadaan kaha
atau gangguan teknjs

b. sanggahan ditujukanbukan kepada Pokj:
Pemilihan atau
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c. sanggahan disampaikan duar masa
sanggah

38.8 Sanggaharyang dianggap sebagai pengadu:
tetap harus diproses sebagaimana penanga

pengaduan.
39. Sanggah 39.1 Peserta dapat mengajukan sanggah band
Bandingdari apabila tidak setuju atas jawaban sanggah.

Peserta Tendel
39.2 Penyanggah memampaikan sanggah bandin
secara tertulis kepada KPpaling lambat 5
(lima) hari kerja setelah jawaban sangge
dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan san¢
banding disampaikan kepada APIP sesuai LL

39.3 Penyanggah banding harus menyerahk.
Jaminan Sanggah Bding asli yang ditujukan
kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (<
persen) dari nilai total HPS dengan ma
berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender seja
tanggal pengajuan sanggah banding.

394 Pokja pemilihan mengklarifikasi atas kebenar:
Jaminan Sanggah Bandjmasli kepada penerbit
jaminan dan KPA tidak akan menindaklanijt
Sanggah Banding sebelum mendapatkan h
klarifikasi Pokja Pemilihan

39.5 KPA menyampaikan jawaban Sanggah Bandi
dengan tembusan kepada UKPBJ paling lan
14 (empat belas) hari kerja set#l menerima
klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KF
tidak memberikan jawaban Sanggah Bandir
maka KPA dianggap menerima Sangc
Banding

39.6 Apabila Sanggah Banding dinyatakan
benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pol
Pemilihan melakukan evaluasi ulg atau
pemilihan penyedia ulang

39.7 Apabila  Sanggah  Banding  dinyataks:
salah/tidak diterima, maka:

a. Pokja Pemilihan melanjutkan  prost
pemilihan dengan menyampaikan has
pemilihan  kepada Pejabat Pembuat
Komitmen

b. UKPBJ mencairkan Jaminan Sang(
Banding dardisetorkan ke Kas Negara.

39.8 SanggatBandingmenghentikan proses Tende

39.9 Sanggah Banding yang disampaikan bukar
kepada KPA, atau disampaikan diluar me
sanggah banding, dianggap sebagai pengadi
dan diproses sebagaimana penangar
pengaduan

G. TENDER GA&.DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL
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40. TenderGagal

41. TindakLanjut
Tender Gagal

40.1

40.2

40.3

41.1

41.2

41.3

41.4

Pokja Pemilihan menyatakan tender gag

apabila:

a. terdapat kesalaharyang substansiatialam
proses evaluasi;

b.tidak ada peserta yang menyampaik
Dokumen Penawaran setelah ada pember
waktu perpanjangan;

c. tidak ada peserta yang lulus evalue
penawaran;

d. dalam Dokumen Pemilihan ditemuka
kesalahan atau Dokumen Pemilihan tid:
sesuai dengan ketentuan dalam Peratut
Perundangundangan terkait Pengadaa
Barang/Jasa Pemerintah;

e. seluruh pesrta terlibat Korupsi, Kolusi, dai
Nepotisme (KKN);

f. seluruh peserta terlibat persaingan usal
tidak sehat;

g. seluruh penawaran harga terkoreksi di ate
HPSatau

h. calon pemenang dan calon pemenal
cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evalu
dengan sengajadak hadir dalam klarifikasi
dan/atau pembuktian kualifikasi

PA/KPAmenyatakan Tender gagal, apabK&N
melibatkan Pokja Pemilihan/PPReserta.

Setelah tender dinyatakan gagaliumumkan
kepada seluruh peserta.

Setelah pengunuman adanya tender gagal

Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengge

(apabila diganti) meneliti dan menganalis

penyebab terjadinya tender gagal, menentuk

pilihan langkah selanjutnya, yaitu antara lai

melakukan:

a. evaluasi ulang terhadap  dokumen
penawaran yang telah masuyk

b. penyampaian ulang Dokumen Penawar:
hanya untuk peserta yang memasukki
penawaran

c. tender ulang; atau

d. penghentianproses tender.

PAKPA, PPK, dan/atau Pokja Pemilihar
dilarang memberikan ganti rugi kepada peser
tender apabila penawarannya ditolak atat
tender dinyatakan gagal.

Pokja pemilihan melakukan evalua
penawaran ulang apabila terdapat kesalah
dalam evaluasi

Pokja pemilihan mengundang peserta untt
menyampaikan penawaran ulang, apabi
ditemukan kesalahan dalam Dokuen
Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentu
dalam Peraturan Perundangndangan terkait
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, den
terlebih  dahulu  melakukan  perbaikat
Dokumen pemilihan.
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41.5

41.6

41.7

41.8

41.9

Pokja pemilihan melakukan tender ulan

apabila:

a.tidak ada peserta ang menyampaikar
Dokumen Penawaran setelah ada pember
waktu perpanjangan;

b. tidak ada peserta yang lulus evalue
penawaran;

c. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, d:
Nepotisme (KKN);

d. seluruh peserta terlibat persaingan usal
tidak sehat;

e. seluruh penavaran harga di atas HP<
dan/atau

f. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.

Dalam hal tender ulang yang disebabkan ol
KKN yang melibatkan Pokja Pemilihan/PF
tender ulang dilakuan oleh Pokj
Pemilihan/PPK yang baru.

Pokja pemilihan melakukan penghentian mes
pemilihan apabila  berdasarkan has
peninjauan dan komunikasi denga
PA/KPA/PPK, kebutuhan masih dapat ditun
dan tidak cukup waktu lagi untuk
melaksanakan proses pemilihan dan/ate
pelaksanaan pekerjaan.

Khusus untuk tender gagal yang disebabk
karena kesalahan dalam dokumen pemiliha
apabila penyelesaiannya tidak dapat dilakuk
sesuai ketentuad1.4, maka dilakukan dengat
cara Tender Ulang.

Dalam hal Tendeulang gagal, Pokja Pemiliha

melakukan Penunjukan Langsung deng

kriteria:

a. persetujuanPA/KPA

b. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan

c. tidak cukup waktu untuk melaksanakal
Tende.

H. PENUNJUKAN PEMENANG

42. Penunjukan
Penyedia
Barang/Jasa

42.1

42.2

Pokja Pemilihanmenyampaikan Brita Acara
Hasil Pemilihan (BAHP) kepada Pejabat
Pembuat Komitmesengan tembusarkepada
Kepala IKPB&ebagai dasar untuk menerbitka
Surat Penunjukan Penyedia Barang/J:
(SPPBJ

Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHI

disampaikan dengan ketentuan setelah:

a. masa sanggah berakhir (apabila tidak ad
sanggahan);

b. masa sanggah banding telah rb&hir
(apabila ada sanggahan tetaptidak ada
sanggalan banding); atau

c. KPA menyatakan sanggah bandil
salah/tidak  diterima (apabila ade
sanggahan banding).
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42.3

42.4

42.5

42.6

42.7

42.8

42.9

42.10

Sebelum menerbitkan Surat Penunjuki
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Pejabat Pel
Komitmen, PokjaPemilihan dan pemenan:
melaksanakan Rapat Persiapan Penunjul
Penyedia.

PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang w
melaksanakan Rapat Persiapan Penunjul
Penyedia dengan ketentuan paling lambat
(tiga) hari kerja setelahBerita Acara Hasi
Pemilihan (BAIP) diterima oleh PPK.

Rapat persiapan penunjukan eRyedia,
dilaksanakan untuk memastikanPenyedia
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. keberlakuan data isian kualifikasi masi
berlaku;

b. bukti sertifikat kompetensi persone
manajerial,

c. perubahan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanai
pekerjaan yang ditetapkan sebelumn
akan melewati batas tahun anggaran;

d. kewajiban melakukan sertifikasi bag
operator, teknisi atau analis yang belu
bersertifikat pada saat pelaksanai
pekerjaan; dan

e. pelaksanaan alih pengalaman/keahlia
bidang konstruksi melalui sistem Kkerj
praktik/magang, paling sedikit
pembahasan terkait jumlah peserta, dure
pelaksanaan, dan jenis keahlian.

Dalam hal Pemenang tidak memenu
ketentuan sebagaimana dimaksd@.5 di atas,
maka PPK bersama Pokja Pemilif
melaksanakan rapat persiapan penunjuki
penyedia bersama pemenang cadangan
(apabila ada).

Dalam hal pemenang cadangan 1 tide
memenuhi, maka PPK bersama Pokja Pemili
melaksanakan rapat persiapan penunjuka
bersana pemenang cadangan 2 (apabila ada

Dalam hal pemenang cadangan 2 tide
memenuhi, maka PPK bersama Pokja Pemili
melaksanakan rapat persiapan penunjuki
penyedia berasama perserta yang nesuhi

persyaratan penawaradan kualifiaksi (apabila
ada)sesuaurutan berikutnya

Dalam hal tidak ada peserta yang memenu
maka PPK melaporkan kepada Pokja Pemili
dan ditembuskan kepada UKPBJ unt
dilakukan Tender ulang.

Pejabat Pembuat Komitmenenerbitkan SPPE
dengan ketentuan berdasarkan hasil rapat
perdapan penunjukan penyedija peserta
mampu memenhi semua persyaratal
pekerjaan.
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42.11

42.12

42.13

42.14

42.15

42.16

42.17

Pejabat Pembuat Komitmemenginputkan data
SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian S
yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE
mengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplik
SPSE kepada Penyedia yang ditkinju

SPPBJ diterbitkan paling lambat(lima) hari
kerja setelah Pejabat Pembuat Komitme
menerima Berita Acara Hasil Pemilihan (BAH

Dalam hal DIPA belum terbit, SPPBJ da
ditunda diterbitkan sampai batas wakt
penebitan oleh otoritas yang berwenang.

Dalam SPPBJ dicantumkan bahwa penye
harus menyiapkan Jaminan Pelaksang
sebelum penandatanganan kontrak.

SPPBJ ditembuskan kepakilP.

Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmetidak
bersedia menerbitkan SPPBJ karenaaki
sependapaatas penetapan pemenangaka

a. Pejabat Pembuat Komitmemenyampaikan
penolakan tersebut kepada Pokja Pemilih
diserta alasan dan bukti;

b. Pejabat Pembuat Komitmmelakukan
pembahasan Bersama terkait perbede
pendapat atas hasil pemilihan pgedia;

c. Dalam hal tidak tercapai kesepakata
maka pengambilan keputusan diserahk:
kepada PA/KPA paling lambat 6 (enar
hari kerja setelah tidak tercape
kesepakatan;

d. PA/KPA dapat memutuskan:

I. menyetujui penolakarfPejabat Pembue
Komitmen PA/KPA memerintakan
Pokja Pemilihan untuk melakuka
evaluasi ulang, pemasukan penawar:
ulang atau tendemlang; atau

ii. menyetujui hasil pemilihan penyedje
PA/KPA memerintahkan Pejabat
Pembuat Komitmen untuk
menerbitkan SPPBgaling lambat 5
(lima)hari kerja.

iii. Putusan PA/IRA bersifat final

e. Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebag
Pejabat Pembuat  Komitmen tidak
menyetujui  hasil pemilihan penyedie
PA/KPA menyampaikan penolakan tersek
kepada Pokja Pemilihan diserta alasan c
bukti dan memerintahkan Pokja Pemilihe
untuk  melakukan evaluasi ulang
pemasukan penawaran ulangtau tender
ulang paling lambat 6 (enam) hari kerj:
setelah hasil pemilihan penyedia diterima

Kontrak ditandatangani paling lambat 1<
(empat belas) hari kerja setelah diterbitkann
SPPBJ.
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42.18

42.19

42.20

42.21

42.22

43. BAHP, Berita 43.1
Acara Lainnya,
dan
Kerahasiaan
Proses

PPK dan Pengiaa wajib melaksanakan Rapi
Persiapan Penandatanganan Kontrak sete
diterbitkan SPPBJ.

Dalam Rapat Persiapan Penandatangal
Kontrak, paling sedikit dibahas hdlal sebagai
berikut:

a. Dokumen Kontrak dan kelengkapan;

b. Kelengkapan Rencana Keselama
Konstuksi;

c. Rencana penandatanganan Kontrak;

d. Rencana pemberdayaan tenaga ke
praktik/magang (bila ada);

e. Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentu
isi, waktu penyerahan);

f. Jaminan Pelaksanaan (ketentuan, bent
isi, waktu penyerahan);

g. Asuransi;

h. Hal yang telah dilarifikasi dan
dikonfirmasi pada saat evalua:
penawaran; dan/atau

i. Hal vyang telah diklarifikasi dar
dikonfirmasi pada saat rapat persiape
penunjukan penyedia.

Pejabat Pembuat Komitmemenginputkan data
kontrak dan mengunggah hasil pemindaig
dokumen kontak yang telah ditandatangan
pada aplikasi SES

Penyedia yang ditunjuk wajib menerima

keputusan tersebut, dengan ketentuan:

a. apabila yang bersangkutan mengundurke
diri dan masa penawarannya masih berlal
dengan alasan yang dapat diterima sec:
obyektif oleh Pokja Pemilihanmaka peserte
yang bersangkutan tidak dikenakan sank
apapun;

b. apabila yang bersangkutan mengundurke
diri dan masa penawarannya masih berlal
dengan alasan yang tidak dapat diterin
secara obyektif oleh Pokja Pemilihan, me
pesertadikenakan sanksi Daftar Hitam da
Jaminan Penawaran (apabila disyaratka
dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara; al

c. apabila yang bersangkutan tidak bersec
ditunjuk karena masa penawarannya suds
tidak berlaku, maka peserta yanc
bersangkutan tidak dikenakan sanks
apapun.

Apabila penyedia yang ditunjuk mengundurka
diri, maka dilakukan kembali prose
penunjukan penyedia sebagaimana dimaks
pada 2.5 kepada peserta urutan berikutnya.

Pokja Pemilihaa menuangkan ke dalam BAH
atau Berita Acara tambahan lainnya segala |
terkait proses pemilihan penyedia sece
elektronik yang tidak dapat diakomodir ata
difasilitasi aplikasi SPSE
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. JAMINAN PELKKSANAAN

44. Jaminan
Pelaksanaan

43.2

43.3

43.4

43.5

43.6

441

44.2

44.3

Berita Acara Tambahan lainnya lsgaimana
dimaksud pada angka 43 diunggah (upload

oleh Pokja Pemilihan menggunakan ment
uploadinformasi lainnya pada aplikasi SPSE.

Proses evaluasi Dokumen Penawaran bers
rahasia dan dilaksanakan oldbPokja Pemilihar
secara independen.

Informasi  yang  berhubungan  denga
penelitian,evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dat
usulan calon pemenang tidak bole
diberitahukan kepada peserta, atau orang le
yang tidak berkepentingan sampai keputus:
pemenang diumumkan.

Setiap usaha peserteandermencampuri proses
evaluasiDokumen Penawaramtau keputusan
pemenang akan mengakibatkan ditolakn
penawaran yang bersangkutan.

Evaluasi penawaran yang disimpulkan dala
Berita Acara HasiPemilihan(BAHP)oleh Pokja
Pemilihanbersifat rahasia sampai dengan sz
pengumuman pemenang.

Jaminan Pelaksanaan diberikan Penye
sebelum penandatanganan Kontrak.

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepe

Penyedia setelah:

a. penyerahan seluruh pekerjaan;

b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebe
5% (limapersen) dari harga Kontrak; atau

C. pembayaran termin terakhir/bulan
terakhir/sekaligus telah dikurangi uanc
retensi sebesar 5% (lim@ersen) dari harga
Kontrak (apabila diperlukan).

JaminanPelaksanaadiserahkan kepada Pejab
Pejabat Pembuat Komitmen memenuhi
ketentuan sbagai berikut:

a. Paket pekerjaardengan nilai HPSsampai
dengan Rf{0.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:

1) Bank Umum,

2) Perusahaan Penjaminan,

3) Perusahaan Asuransi,

4) Lembaga khusus yang menjalank:
usaha di bidang pembiayaar
penjamiran, dan asuransi  untuk
mendorong ekspor Indonesia sest
dengan ketentuan peraturan perundang
undangan di bidang Lembag
pembiayaan ekspor Indonesia, atau

5) konsorsium perusahaan asuran
umum/Lembaga penjaminan/
perusahaan penjaminan yan
mempunyai programasuransi kerugian
(suretyship)
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J.

44 .4

44.5

44.6

huruf a.2 sampai dengan a5 tela
ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi da
Otoritas Jasa Keuang@®JK).

b. Paket pekerjaardengan nilai HPdi atas
RplL0.000.000.000,00  (sepuluh  miliar
rupiah) diterbitkan oleh:

1) Bank Umum atau

2) Konsorsium perusahaan asuran
umum/Lembaga penjaminan/
perusahaan penjaminan yan
mempunyai program asuransi kerugia
(suretyship)

huruf b.2 telah ditetapkan/ mendapatkar

rekomendasi dari otoritas jasa keuangi

(OJK).

c. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaagjak
tanggal penandatanganan Kontrak samg
dengan serah terima pertama pekerjai
berdasarkan Kontrak (PHO) sebagaima
tercantum dalam LDP;

d. Nama Penyediasama dengan nama yan
tercantum dalam surat JamindPelaksanaan

e. Besaran nilai  Jaminan Pelaksanaar
sébagaimana yang tercanturdalamLDP,

f. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaar
dicantumkan dalam angka dan huruf;

g. Nama Pejabat Pembuat Komitmelyang
menerima Jaminan Pelaksanaan sama
dengan namaPejabat Pembuat Komian
yang memndatangan kontrak

h. Paket pekejaan yang dijamin sama denga
paket pekerjaan yang tercantum dala
SPPBJ;

I. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairk
tanpa syarat @nconditiona) sebesar nilai
jaminan dalam jangka waktu paling lambe
14 (empat behs) hari kerja setelah sure
pernyataan wanprestasi daRejabat Pembue
Komitmenditerima oleh penerbit Jaminan;

j. Jaminan Pelaksanaan atas nama KSO dii

atas nama KSO atau masingasing anggote
KSO (apabila masinghasing mengajukar
Jaminan Pelaksana@ecara terpisah); dan

k. memuat nama alamat dan tanda tangan
pihak penjamin

Pejabat Pembuat Komitmemengkonfirmasi
dan mengklarifikasi secara tertulis substansi d
keabsahan/keaslian  Jaminan  Pelaksan:
kepada penerbit jaminan apabila ada hal ya
meragkan.

Kegagalan penyedia yang ditunjuk untu
menyerahkan Surat Jaminan Pelaksan:
dipersamakan dengan penolakan untt
menandatangani Kontrak

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairar
Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syar
Syarat Umum Kontrak.

PENANIATANGANAN KONTRAK
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45, Penanda 45.1
tanganan
Kontrak
45.2

45.3

454

455

45.6

45.7

45.8

Penandatanganan Kontrak dilakukan setel
DIPA ditetapkan.

Sebelum penandatanganan kontralPejabat
Pembuat Komitmerwajib memeriksa apakal
pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi mas
berlaku. Apabila salah $a pernyataan tersebu
sudah tidakterpenuhi, maka penandatangana
kontrak tidak dapat dilakukan.

Penandatanganan kontrak dilakukan setel

diterbitkan SPPBJ, dan setelah penye

menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, den
ketentuan:

a. nilai Jaminan Pelaksaaa untuk harga
penawaran terkoreksi antara 80% (delaps
puluh persa) sampai dengan 100% (seratt
persen) nilai total HPS adalah sebesar &
(lima persen) dari nilai Kontrak; atau

b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk har
penawaran atau penawaran terkorek
dibawah 80% (delapan pulutpersen) nilai
total HPS adalah sebesar 5% (lipparsen)
dari nilai total HPS.

Pejabat Pembuat Komitme&lan penyedia tidak
diperkenankan mengubah substansi Dokum
Pemilihan sampai dengan penandatangan
Kontrak, kecuali mempersingit waktu
pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadw
pelaksanaan pekerjaan yang ditetapki
sebelumnya akan melewati batas tahi
anggaran.

Dalam hal perubahan waktu pelaksanaar
pekerjaanrmelewati batas tahun anggaramaka
penandatanganan kontrakdilakukan seelah
mendapat persetujuan kontrak tahun jamak

Pejabat Pembuat Komitmelan Penyedia wajit
memeriksa konsep Kontrak meliputi substan
bahasa, redaksional, angka dan huruf se
membubuhkan paraf pada setiap lemb
Dokumen Kontrak.

Menetapkan urutan hérarki dari kontrak:

. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

. Surat Perjanjian;

Surat Penawaran;

. SyaratSyarat Khusus Kontrak;

. SyaratSyarat Umum Kontrak;
gambargambar;

. spesifikasi teknis; dan

h. Daftar Keluaran dan Harga.

dengan maksud apabila terjadi perttangan
ketentuan antara bagian satu dengan bagi
yang lain, maka berlaku urutan hierarki hukum

Q00 oT®

Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesL

kebutuhan, yaitu:

a. sekurangkurangnya 2 (dua) Kontrak asli
terdiri dari:
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45.9

45.10

1) kontrak asli pertama untuk Pejabs
Pembuat Komitmen dibubuhi materal
pada bagian yang ditandatangani ole
penyedia; dan

2) kontrak asli kedua untuk penyedi
dibubuhi materai pada bagian yan
ditandatangani oleh Pejabat Pembt
Komitmen;

b. rangkap kontrak lainnya (apabile
diperlukan) tanpa dibubuhi metei.

Pihak yang berwenang menandatangs
kontrak atas nama penyedia adalatirektur
utama/pimpinan  perusahaan atau Yyang
namanya tercantum dalam Akt
Pendirian/Anggaran  Dasar, yang tela
didaftarkan  sesuai dengan perature
perundangundangan.

Pejabat Pembuat Komitmemenginputkan data
kontrak dan mengunggah hasil pemindais
dokumen kontrak yang telah ditandatangal
pada aplikasi SPSE
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BAB V. LEMBAR DATREMILIHANI(DP)

. IDENTITAS
POKJA

. PAKET
PEKERJAAN

Pokja Pemilihan
[diisi namaPokja Pemilihancontoh Poka Pekerjaar
Konstruksi IKPBKementerian..].

AlamatPokja Pemilihan

WebsitdLPSE:

Namapaketpekerjaan:

Uraian singkat pekerjaan
[diisi uraian secara singkat dan jelas ruang lingki
pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan]

Lokasi pekerjaan:
[diisi nama alamat, kabupaten/kota serta propin
pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan]

Jangka  waktu pelaksanaan pekerjaar
( ) hari kalenderssejak
SPMK

[dlisi waktu yang diperlukan untuk menyelesaike
pekerjaart

. SUMBER DANA Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan

. JADWAL
TAHAPAN
PEMILIHAN

. PENINJAUAN
LAPANGAN
[apabila
diperlukanj

. PENYESUAIAN
HARGA

. MATA UANG
PENAWARAN
DAN CARA
PEMBAYARAN

Tahun Anggaran

[diisi sumber dana dan tahun anggaran sesdakumen
anggararj

Sebagaimana tercantum dalam aplikasi SPSE

[Peninjauan lapangaakan dilaksanakan pada:
Hari y

Tanggal .

Waktu ; s.d

Tempat /
Penyesuaian harga [Diberikan/Tidak diberikan]

dalam hal tahun jamak yang melewati pelaksana
konstruksi lebih dari 18 (delapan belas) bulardan
diberlakukan mulai bula ke-13 (tiga belas).

1.

2.

Mata uang yang digunakan

[diisi Rupiah atau mata uang damegara pember.
pinjamary

Pembayaran dilakukan dengan cara

[diisi  pembayarannya didasarkan pada ha
pengukuran bersama atas pekerjaan yang ben.
benar telah dilaksanakan secara bulanan (mont
certificate), cara angsuran (termijn), atau sekaligus,
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. MASA
BERLAKUNYA
PENAWARAN

JADWAL
PEMASUKAN
DOKUMEN
PENAWARAN

. BATAS AKHIR

WAKTU
PEMASUKAN
PENAWARAN

. PEMBUKAAN
PENAWARAN

. PENGISIAN

DOKUMEN
KUALIFIKASI

. DOKUMEN
PENAWARAN

Masa berlaku penawaran selan

) hari kalender sejak bz

akhir pemasukan Dokumen Penawaran, yaitu dari tangt
s.d

[diisi  dengan memperhitungkan akhir pemasuke

dokumen penawaran sampal penandatanganan kontra

Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE

Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE

Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE

Pengisian Dokumen Kualifikasi dalam aplikasi SPSE

1. Dokumen pemwaran yang diminta, sesuai denge
yang terdapat pada IKP

2. Pekerjaan utama yang diuraikan dalam meto
pelaksanaan pekerjaan:
No. Pekerjaan Utama
1.
Dst

3. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utan
untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:
No | Jenis

1
2
dst

[diisi oleh Pokja Pemilihan]

Kepemilikan

Jumlah [status

Kapasitas

dilaksanakan

1

2

dst

[diisi oleh Pokja Pemilihan]

Keterangan:

4. Memiliki kemampuan menyediakan persone
managrial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:
Jabatan
Tingkat dalam Per:(gearl_gman Sertifikat
No | Pendidikan/ pekerjaan Profesfional Kompetensi
ljazah yang akan (Tahun) Kerja

1. Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat raf
persigpan penunjukan penyedia
2. Pengalaman kerja dihitung per tahun tang
memperhatikan lamanya pelaksanaan konstrul
(dihitung berdasarkan Tahunggaran)

Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan:

No.

Jenis Pekerjaan yamnggjib

disubkontrakkan

Spesialis)

Pekerjaan Utama(kepada Penyedia Ja
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1.

2

é

D.st

Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama

1.

2

é

Dst

Pekerjaan yang disakontrakkan dalam hal:

a.

Pokja Pemilihan menetapkan Daftar Pekerjaa
yang disubkontrakkan maka penyedia wajit
mensubkontrakkan seluruh pekerjaan dala
daftar tersebut;

Pokja Pemilihan tidak menetapkan Daft
Pekerjaan yang disubkontrakkan, maleserta
menentukan sendiri bagian pekerjaan yang ak
disubkontrakkan.

Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakki
memenuhi ketentuan sebagai berikut

a.

d.

Pekerjaan utama disubkontrakkan kepa
penyedia jasa spesialis (apabitalah tersedia
penyedia jasa spesidlisdan pekerjaan yanc
bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia |
Usaha Kecil;
Dalam hal tender paket pekerjaan dengaiai
pagu anggaran sampai dengan Rp
25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah) tidak mensyaratkan bagian pekerjae
yang disubkontrékan, namun dalam
pelaksanaan pekerjaan, subkontrak daf
dilakukan sesuai ketentuan dalam kontrak;

Dalam hal Paket pekerjaan denganilai pagu

anggaran di atas Rp 25.000.000.000,00 (dui

puluh lima miliar rupiah) maka:

2) Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggar
di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua pulul
lima miliar rupiah) sampai dengar
Rp100.000.000.000,00  (seratus  milia
rupiah) wajib mensubkontakkan sebagian
pekerjaan utama kepada penyedia ja
spesialis §pabila telah tersedia penyedia ja
spesialis) dan pekerjaan yang bukar
pekerjaan utama kepada sub penyedia j:
Usaha Kecil.

3) Paket pekerjaan dengan HPSli atas
Rp100.000.000.000,00  (seratus miliar
rupiah) wajib:

(a) mensubkontrakkan sebagian pekerjaal
utama kepada penyedia jasa spesii
(apabila telah tersedia penyedia ja
spesialiy dan dalam penawarannya suda
menominasikan penyedia jasapesialis
tersebut, dan

(b) mensubkontrakkan sebagian pekefaan
yang bukan pekerjaan utama kepada s
penyedia jasa Usaha Kecdari lokasi
pekerjaan provinsi setempat kecuali tide
tersedia sub penyedia jasa provir
setempat yang dimaksuyddan dalam
penawarannya sudah menominasikan si
penyedia jasa Usaha Ketalsebut.

Peserta tidak mensubkontrakan  seluruh

pekerjaan utama
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N. BOBOT DAN
AMBANG BATA!

6.

7.

1

e. Penyedia Usaha Kecil tidak mensubkontrakk
pekerjaan yang diperoleh.

Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):
Penyedia menyampaikan pakta komitmen d
penjelasan manajemen risiko serta penjelas
rencana tindakan sesuai tabetrjis pekerjaan dar
identifikasi bahayanya di bawah ini (diisi ole
Pejabat Pembuat Komitmen)

No. Jenis/Tipe Identifikasi
Pekerjaan Bahaya
1.
Dst

Catatan: Format dokumen RKK ada pada Bal
dokumen ini.

Dokumen lain yang disyaratkan

a.

b.

Kriteria pemenuhan evaluasi harus rinci da
terukur.

[Persyaratan tambahan harus dengan persetuj
pejabat pimpinan tinggl madya. Kriteria pemenuh:
evaluasi harus rinci dan terukur]

Unsur Teknis Yang Dinilai dan Ambang Bata$Bj¢
Masing Masing Unsur

No Unsur, Sub Unsur dan Kriteria Bobot | Bobot | Ambang
Unsur Sub Batas
Unsur Unsur

1 | Metode Pelaksanaan Pekerjaan
a.Kesesuaian tahapan/urutar|
pekerjaan dari awal sampai akhi
secara garis besar dari masing
masing jenis pekerjaan ama;
b.Kesesuaian antara metode ke
dengan peralatan utama yan
ditawarkan/diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan;
c.Kesesuaian antara metode ker
dengan spesifikasiolume
pekerjaan yang dipersyaratkan;

2 | Jangka Waktu Pelaksanaan
a. Sub Unsur 1

b. Sub Unsur 2

[

3 | Peralatan Utama Minimal
a.Peralatan 1

b.Peralatan 2

c.é

4 | Persoel Mangjerial
a.Project Manager

b.Site Manager

c.é

5 | Bagian Pekerjaan yang akd
disubkontrakkan

a.Pekejaan 1

b.Pekerjaan 2

c.é

6 | Dokumen Rencana Keselamat
Konstruksi

a.Penjelasan Manajemen Risiko
b.Penjelasan Rencana Tindakan

C....
7 |Persyaratan ¢é
a.Sub Unsur 1

b.Sub Unsur 2

c.é

Total

[Pokja Pemilihan wajib rmmeguraikan kriteria
penilaian untuk setiap unsur dan sub unsur yar
dipersyaratkan secara rinci dan dethil
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0. PENYAMPAIAN
PENAWARAN
BERULANGH
REVERSE
AUCTION

P. SANGGAH,
SANGGAH
BANDING DAN
PENGADUAN

Q. JAMINAN
PENAWARAN
ASLI(Apabila
Dipersyaratkan)

R. JAMINAN
SANGGAH
BANDING

Ambang batas total keseluruhan unsur:

Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masir
masing unsur dan nilai total keseluruhan unst
mementhi ambang batas uns dan total
keseluruhan unsur.

Penyampaian penawaran berulang E(everse
Auction) [dlisi diberlakukan/tidak
diberlakukan, ditentukano/eh Pokjaj

Jangka waktu pergmpaian penawaran berulan
selama (jam/harijdiisi lama waktu
pelaksanaan#£ ever se Auction
apabila tidak diberlakukan]

Sanggaltdisampaikan melalui apkasi SPSE

Tembusan sanggatdapat disampaikan di lual

aplikasi SPSBffline) ditujukan kepada:

a. Pejabat Pembuat Komitmen

b. PA/KPA

c. APIP [Kementerian/Lembagal
[diisi secara lengkap dan jefas

Sanggah Banding disampaik di luar aplikasi SPS
(offfine) ditujukan kepada: [PA/KP.
Kementerian/Lembagal/diisi secara lengkap da.

Jjelag

Pengaduan disampaikan di luar aplikasi SF
(offfine)ditujukan  kepada APIP
[Kementerian/ Lembagaldiisi secara leng&p dan
Jjelasj

Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran
(sebesar 13% dari HPS dan diisi oleh Pok
Pemilihan)

Jaminan Penawaran ditujukan kepada
(Nama Pokja Pemildm, diisi oleh Pokja Pemilihan)

Masa berlaku Jaminaenawaranselama

( ) hari kalender sejdlatas akhir
pemasukan penawarar(memperhitungkan hingga
perkiraan penandatanganan kontrak, diisi ole
Pokja Pemilihan).

Dalam hal JaminanPenawaran dicairkan, maki
dicairkan dan disetorkan pada (Kas Negi
diisi oleh Pokja Pemilihan)

Besarnya nilainominal Jaminan Sanggah Bandir
adalah (sebesar 1% dari HPdiisi oleh
PokjaPemilihan)

Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepa

(Nama Pokja Pemilihan, diisi oleh Pok
Pemilihan)
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S. JAMINAN
PELAKSANAAN

T. JAMINAN UANC
MUKA

Masa berlaku JaminaBanggah Bandingelama30
(Tiga Pulub hari kalender sejakbatas tanggal
pengajuan sanggah bandn

Dalam hal Jaminan $@gah Banding dicairkan
maka dicairkan dan disetorkan pada (K
Negara diisi oleh Pokja Pemilihan)

Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama
( ) hari kalender seji
penandatanganakontrak.
[diisi  dengan memperhitungkan mulai dai
tanggal penandatanganan kontraksampai
dengan serah terima pertama Pekerjg#HO)]

Besarnya Jaminan Pelaksanaan adalah senilai L
yang diterima untuk jaminan pelaksanaan.

Jaminan Pelaksanaan ditujukankepada Pejabat
Pembuat Komitmen [diilsi nama Pejabat
Pembuat Komitmenbukan nama orang/

Dalam hal Jaminan Pelaksanaan dicairkan, me
dicairkan dan disetorkan pada [Kas Negara

Besarnya Jaminan Uang Mukadalah senilai Uanc
Muka yang diterima oleh Penyedjgka diberikan
uang mukaj

Jaminan Uang Muka ditujukan kepada [dliisi
nama Pejabat Pembuat Komitmembukan nama
orang|.

Dalam hal Jaminan Uang Muka dicairkan, mal

dicairkan dan disetorkan pada [Kas
Negarafapabila ada)
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BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Persyaratan 1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Ope
Kualifikasi (KSO):

a. formulir kualifikasi dan Pakta Integritas
ditandatangani oleh seluruh anggota KSt
kecuali /eadfim KSO mengisi data
kualifikasi melalui SPSE

b. Jumlah anggota KSO dapat dilakuke
dengan batasapaling banyak [3
(tiga)/5 (lima), dipilih sesuai dengan
kompleksitas  pekerjaan] perusahac
dalam 1 (satu) kerjasama operasi;

c. Leadfirm KSO harus memiliki kualfikasi
setingkat atau lebih tinggi dari badan usat
anggota KSO dengan porsi modal paling
banyak 70% (tujuh puluh persen).

2. Peserta yang berbadan usaha harus memil
Izin Usaha Jasa KostruKsiuJK);

3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) deng
Kualifikasi Usaha
[Kecil/Menengah/ Besar, dipilih sesuai dengau
nilai pekerjaan) serta disyaratkan:

a. Klasifikasi [diisi sesu
klasifikasi yang disyaratkan, untul
Kecil/Menengah/Besar];

b. Subklasifikasi [diisi sesu
Subklasifikasi yang disyaratkan, untL
Menengah/Besar)

Dalam hal berKSO, persyaratan kualifikas
usaha harus dipenuhi oleleadfirm KSO

4. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bag
Kualifikasi Usaha Menengah dan Bes
memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nil:
KD sama dengan 3 x NPt (Nilai perigman
tertinggi):

a. untuk kualifikasi Usaha Menengat
pengalaman pekerjaan sesuai subklasifik
SBU yang disyaratkan, atau

b. untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalam:
pekerjaan pada subklasfikasi SBU ya
disyaratkan dan jenis pekerjaan
[diisi sesuai jenis pekerjaan  yan(
disyaratkan] serta dapat mensyaratk:
kegiatan pokokkey activities
[diisi sesuai kegiatan pokolWey activities
yang disyaratkan], yang sesuai deng
persyaratan dalam kurun waktu 10 tahul
terakhir

Nilai KD paling kurangsamadengan HPS

5. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifika
Manajemen Lingkungan, serta Sertifik
Keselamatan dan Kesehatan Kerja;arnya
disyaratkan untuk Pekerjaan Konstrukgang
bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atal
diperuntukkan bagiKualifikas Usaha Besar)
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6.

10.

11.

12.

13.

Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajibe
perpajakan (SPT Tahunan) taht
pajak ; (tuliskan tahun pajak vyar
diminta dengan memperhatikan batas akr
pemasukan penawaran dan batas akli
pembayaran pajak sesuai peraturan perpajaks

Memiliki akta pendirian perusahaan dan aki
perubahan perusahaan (apabila ac
perubahan);

Tidak masuk dalam  Daftar  Hitam
keikutsertaannya tidak menimbulkau
pertentangan kepentingan pihak yang terka
tidak dalam pengawasan pengadilan, tid:
pailit, kegiatan usahanya tidak sedar
dihentikan dan/atauyang bertindak untuk dan
atas namaBadan Usahaidak sedang dalan
menjalani sanksi pidaa, dan
pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatt
Sipil Negara, kecuali yang bersangkut:
mengambil cuti diluar tanggunga Negara

Pengalamarpaling kurang 1 (satu) pekerjaan
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir
baik di lingkungan pemerintah maupun swast
termasuk pengalaman subkontrak, kecuali be
pelaku usahayang baru berdiri kurang dari 3
(tiga) tahun;

Memenuh Sisa Kemampuan Paket (SKP) den
perhitungan:

SKP = B P, dimana P adalah Paket pekerjaar
yang sedang dikerjakan (hanya dicantumkan
untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi
Kualifikasi Usaha Kecil)

Memiliki paling kurang:

a. 1 (satu) Tenaga Tetap Bersékat Terampil
(SKT) yang sesuai dengan Klasifikasi £
yang disyaratkan (Untuk Usaha Kecil)

b. 1 (satu) Tenaga tetap Bersertifikat Ahli (SK
Mudayang sesuai dengan Subklasifikasi S
yang disyaratkan (Untuk Usaha Menengat
dan

c. 1 (satu) Tenaga tetap Bsartifikat Ahli (SKA)
Madya yang sesuai dengan Subklasifik
SBU yang disyaratkan (Untuk Usaha Bese

Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) denc
nilai paling kurang sama dengan 10% (sepult
perseratus) dari nilai total HPS, yang diser
dengan laporankeuangan (untuk pekerjaar
yang diperuntukkan bagi Usaha Menengah di
Besar. Khusus untuk Usaha Besar, lapo
keuangan wajib telah diaudit oleh Kantc
Akuntan Publik)

dalam hal peserta akan melakuk&s0O

a. wajib mempunyai @rjanjian KSO yang
memuat persentaseKSO dan perusahaar
yang mewakili /eadfirmKSOtersebut;
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. evaluasi persyaratan pada angka 2, 6, 7, 8,
10, dan 11 dilakukan untuk setiaf
perusahaaryang tergabung dalam KSO

. evaluasi pada angka,3Jetiap anggota KSt
harus memiliki salah satu dari SBU yai
disyaratkan;

. evaluasi pada angka 5, dilakukan sece
saling melengkapi oleh seluruh anggota K<
. evaluasi pada angka 12, dilakukan dengi
menggabungkan SKN anggota KSO; dan

. evaluasi pada angkad hanya dilakukan
kepada leadfirm KSO.
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BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARABMINISTRASI DAN TEKN(&/LET) PESERTA
BADAN USAHAUNGGALKSO

| CONTOH |

Nomor : , 20
Lampiran :

Kepada Yth.:
Pokja UKPBJ [K/L]
[diisi oleh Pokja Pemilihah

di

Perihal : Penawaran Administrasi dan TeknisPekerjaan [nama
pekerjaan diisbleh Pokja Pemilihah

Sehubungan dengan pengumuman tender dan Dokumen Pemilimamor
tanggal [diisi oleh Pokja Pemiliharglan seti&ah kami pelajari dengan
saksama Dokumen Pemilihasian Berita Acara Pemberian Penjelagaaria adendum
Dokumen Pemilihanjdengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi dan Teknis
untuk pekerjaan [dliisi oleh Pokja Pemilihan]

Penawaran administrasi dan teknigni sudah memperhatikan ketentuan dan
persyaratan yang tercantum dalam Dokum@emilihanuntuk melaksanakan pekerjaan
tersebut.

Penawaran ini berlakuselama ..... (__dalam huruf__) [diisi oleh Pokja
Pemilihar] hari kalencer sejak batas akhir pemasukan penawarvéa .

Sesuai dengan persyaratddokumen Pemilihan bersama Surat Penawaran ini
kami lampirkan:
1. Jaminan PenawaraAsli;
2. Surat perjanjianKerja Sama Operggapabilaber-KSQ;
3. Dokumen penawaran teknis, terdidtas
Metode pelaksanaan pekerjaan;
Jangka waktipelaksanaan pekerjaan
Daftar isianPeralatan utam#eserta bukti/dokumen pendukung
Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau
referensi kerja dari pemberi tugas dan @tipernyataan kepemilikan sertifikat
kompetensi kerja
e. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
f. Daftar isian bagian pekerjaan yarakan disubkontrakkan (apabildisyaratkan;
dan
g. Dokumen lain yang disyaratkan (apabila acla)
4. Dokumen lain:
a. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkan Komponen Dalam Negeri (TKDN)
(apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga);
b. Daftar barang yangliimpor (apabila ada).

aoop

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup
dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokuenilihanserta
Pokja Pemilihan tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagagpemg.
Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat
dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
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PT/CV/Fa/KSO
[pilih yang sesuai dan cantumkan namaj

,,,,,,,,

céééééeéeé.
Jabatan
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B. BENTUK SURAT PENAWARMRGA F£/LAT)

CONTOH

Nomor : , 20
Lampiran :

Kepada Yth.:
Pokja UKPBJ [K/L]
[diisi oleh Pokja Pemilian]

di

Perihal : Penawaran Harga untuRekerjaan [nama pekerjaan diisi
oleh Pokja Pemilihah

Sehubungan dengan pengumuman tender dan Dokumen Pemilihan nomor
tanggal [diisi oleh Pokja Pemfian] dan ®telah kami mempelajari
dengan saksama Dokumen Pemilihan, Berita Acara Pemberian Penj@lEaadendum
Dokumen Pemilihan/serta menunjuk Surat Penawaran Administrasi dan Teknis kami
kami nomor tanggal perihal Penawaran Adminisasi dan Teknis

Pekerjaa dengan ini kami mengajukan penawaran harga untuk pekerjaan
[diisi oleh Pokja Pemilihargebesar Rp
( tejmasuk PPN

Penawaran harga ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang
tercantum dalam Dokumen Tend@ntuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlakisejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawafa@ll
sampai dengan tanggal .[perkiraan tanggal penandatanganan ktak, diisi oleh
Pokja Pemilihan]

Sesuai dengan persyaratddokumen Pemilihan bersama Surat Penawaran ini
kami lampirkanDaftar Keluaran Dan Harga.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup
dan akan tunduk pada semua ketean yang tercantum dalam Dokumdpemilihanserta
Pokja Pemilihan tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang.
Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia maka DIPA/DPA Tahun Anggar maka Pengadaan Barang/Jasa dapat
dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

PT/CVIFa/KSO
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

""""

eééééeéeéeé.
Jabatan
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C. BENTUK PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (##8D)a berKSO)
CONTOH
SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO)
Sehubungan dengatenderpekerjaan makakami:

[nama perusahaan pesertd 1

[nama perusahaan pesertd 2

[nama perusahaapesertas]

[dan seterusnyal

bermaksud untuk mengikutienderdan pelaksanaan kontrak secara bersas@ma dalam
bentuk Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:

1.

Secarébersamasama:

a. Membentuk KSO dengan nantSOadalah

b. Menunjuk [namaperusahaan daranggota KSO
/nif sebagai perusahaan utaméadfirn KSQ untuk KSO dan mewakili serta
bertindak untuk danatas nama KSO.

c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik
secara bersamaama atau masingnasing atas semua kewajiban sesuai ketentuan
dokumen kontrak.

Keikutsertaan modglsharing)setiap perusahaan dalam KSO adalah:

[nam@erusahaarpeserta Jsebesar % ( persen)
[namaperusahaarpesertaZsebesar % ( persen)
[nam@erusahaarpeserta3/sebesar % ( persen)

[dsy

Masing-masing peserta anggota KSO, akan mengambil bagian se8aangtersebut
pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO.

Pembagiansharingdalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran
maupun sepanjang ®@sa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari Pejabat Pembuat Komitmean persetujuan bersama secara tertulis dari masing
masing anggota KSO.

Terlepas darisharing yang ditetapkan diatas, masiagasing anggota KSO akan
melakukanpengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian
ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima,
daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, suranyurat, dan lain

lain.

Wewenang menandatangé untuk dan atas nama KSO diberikan kepada
[nama individu dari perusahaafeadfirm KSQ@Qdalam

kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana
[nama perusahaan darieadfirm KSQ@ berdasarkan

perjanjian ini.
Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi taladertidak
dimenangkan oleh perusahaan KSO.

Perjanjian ini dibuat ddam rangkap ( ) yang masingmasing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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DENGAN KESEPAKATAMNI, semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan di
pada hari tanggal bulan , tahun

[Pesertd] [Pesert&] [Peserts8]

( ) ( ) ( ) [dst]

Catatan:
Apabila ditetapkan sebagal pemenang tender ma&kaat Perjanjian Kerja Sama Operasi
ini harus dinotariatkan
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D. BENTUK JAMINAN PENAWARBRARI BANKS (apabiladisyaratkan)

CONTOH
[Kop Bank Penerbit Jaminan]
GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PENAWARAN
No.
Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam jabatan
selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
[nama bank] berkedudukan di
[alamat]
untuk selanjutnya disebut:
PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : [PokjaPemilihar]
Alamat
selanjutnya disebut:
PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp
(terbilang 3ebagai Jaminan Penawaran dalam
mengajukan penawaran untutenderpekerjan dengan bentuk
garansi bank, apabila:
Nama : [pesertatendelj
Alamat

selanjutnya disebut:
YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melefaihggal batas waktu

berlakunya Garansi Bank ini, tidak memenuhi ketentuan yaitu :

1. terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)

2. menarik kembali penawaran selama dilaksanakanmgader,

3. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam bkabagaicalon
pemenang dan calon pemenang cadangan 1 ddra&ya penawarannya di bawah 80%
HPS

4. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam halebagaicalon
pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dadehgan alasan yang tidak dapat
diterima; atau

5. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak

sebagaimana ditentukan dalaBokumenPemilihanyang diikuti olehYang Dijamn.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank berlaku selama ( ) hari kalender,
dan efektif mulai dari tanggal [diisi sesuai dengan tanggal batas
akhir pemasukan penawaranj

2.  Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan
Surat Pernyataan Wanprestasird@enerima Jaminan paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana
tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan
tersebut di atas dalam waktu paling lamkb4 (empat belas) hari kerja tanpa syarat
(Unconditiona) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan
berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai
pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenubhi
kewajibannya.
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Penjamin melepaskan hakak istimewanya untuk menuntut supaya bendeenda
yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang
Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undamdang
Hukum Perdata.

Gaansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada
pihak lain.

Sgala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing
masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan
Negeri

Dikeluarkan di
Pada tanggal

[Bank]

Materai Rp.6000,00

Untuk keyakinan,
pemegang Garansi Bank
disarankan untuk [Nama dan Jaba[an]
mengkonfirmasiGaransi
ini ke ........ [bank]
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E. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARURAN#SPERUSAHAAN PENJAMINAN

(apabila disyaratkan)
CONTOH
[Kop Penerbit Jamindn
JAMINAN PENAWARAN
Nomor Jaminan: Nilai:
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: [namaj,
[alamat] sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan
[nama penerbit jaminany, [alamat], sebagai
Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan
tegas terikat pada [nama Pokja Pemilihan], [alamat]
sebagai pelaksan@nderpekerjaan , Selanjutnya disebut PERIMA
JAMINAN atas uang sejumlah Rp (terbilang )

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak
memenuhi ketentuaryaitu:

a. menarik kembali penawaran selama dilaksanakantgader,

b. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon
pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di
bawah 80% HPS;

c. tidak hadir dalam klarifikasi daratau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai
calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang
tidak dapat diterima; atau

d. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.

e. terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

3. Surat Jamina ini berlaku selama ( ) hari kalender dan efektif mulai
tanggal [diisi sesual dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran]

4. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan
tersebut di atas dalam waktu palingmbat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat
(Unconditiona) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA
JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi
akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.

5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa
PENJAMIN melepaskan halak istimewa untuk menuntut supaya harta benda
TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

6. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah
diajukan selambatambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah
berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di
pada tanggal

TERJAMIN PENJAMIN

Materai Rp.6000,00
( ) ( )

Untuk keyakinan,
pemeganglaminan
disarankan untuk
mengkonfirmasiJaminan
inike ........ [penerbit
Jjaminary

64

JDIH Kementerian PUPR



F. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK

CONTOH
[Kop Bank Penerbit Jaminan]
GARANSI BANK
sebagai
JAMINANSANGGAHAN BANDING
No.
Yang bertanda tangan dibaah ini: dalam jabatan
selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
[nama bank] berkedudukan di
[alamat]
untuk selanjutnyadisebut:
PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : [PokjaPemiliharj
Alamat

selanjutnya disebut:
PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp
(terbilang s@bagai JaminaBanggahan Bandindalam
mengajukan sanggahan bandinguntuk tender pekerjaan
dengan bentuk garansi bank, apabila:
Nama : [pesertatendelj
Alamat
selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN
ternyataSanggahan Banding yang diajukan tidak benar.

Garansi Bank indikeluarkan dengarketentuansebagai berikut

1. Garansi Bank berlaku selama .................. (cereen dalam huruf ...... ri. Rdlander, dari
tanggal .................. S i

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengaglampirkan
Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benaréanerima Jaminan paling lambat
14 (empat belas) hari&lender setelaltanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana
tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut
di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah
menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan
Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan dan pengenaan sanksi akibat
Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dijamin tidak benar

4. Penjamin melepaskan hakak istimewanya untuk menotut supaya bend@enda
yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang
Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Unddndang Hukum
Perdata

5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaam kepada pihak
lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masiaging
pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri
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Dikeluarkan di

Pada tanggal

[Bank]

Materai Rp.6000,00

Untuk keyakinan,
pemegang Garansi Bank
disarankan untuk
mengkonfirmasiGaransi
ini ke ......... [bank]

[Nama dan Jabatan]
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G. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI ASURANSI/PERUSAHAAN

PENJAMINAN
CONTOH
[Kop Bank Penerbit Jaminan]
JAMINANSANGGAHAN BANDING
Nomor Jaminan: Nilai:
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: [namaj,
[alamat$ebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan
[nama penerbit jaminanj, [alansshagai
Penjamin,selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan
tegas terikat pada [hama Pokja Pemilihap
[alamatgbagai Pelaksana Tender selanjutnya
disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp (terbilang
)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan beharkaitan dengan

sanggahan banding terhadap hasiltender yang
diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku selama ( ) hari kalender dan efektif
mulai dari tanggal sampai dengan tanggal

4. Jaminan ini berlaku apabila:
Sanggahan Banding yardjajukan TERJAMIN dinyatakan tidak benar

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan
tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat
(Uncondiitionalsetelah menerima tuntutapencairan secaraettulis dari PENERIMA
JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi
akibatSanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN tidak bhenar

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa
PENJAMIN melepaskan halkk idimewa untuk menuntut supaya harta benda
TERJAMINIlebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah
diajukan selambatambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah
berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang Dike|ual’kan d|
Jaminandisarankan untuk
mengkonfirmasiJaminaini ke pada tanggal
__ [Penerbit Jamingh
TERJAMIN PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

[Nama &Jabatan] [Nama &Jabatan]
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H. BENTUK DOKUMERENAWARANEKNIS

DokumenPenawaranreknis

[Cantumkan dan jelaskasesuai dengan ketentuan dalam IKP dan LOka diperlukan,
keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]
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DATA PERAOAN

CONTOH
. . . . Kepemilikan
No | Jenis| Merk dan Tipe | Lokasi | Kapasitas| Jumlah Istatus
1
2
dst
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J.

DATA PERSONEL MANAJERIAL

CONTOH
. Jabatan dalam | Pengalaman e
No | Nama | Pendidiany| pekeriaanyang | Kera |\ SLiE
liazah akan dilaksanakan Prdesional Keria
J (Tahun) J
1
2
dst
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K. BAGIAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN (APABIARATKAN
No. J%?;ibplfgﬁt?:igg ang Nama dan alamat sub penyedia
A. Pekerjaan Utama Subpenyedia Spesialis
1. ...
1. | 2.,
Dst.
1. ...
...... 2. ..
2 Dst.
let. Dst. Dst.
B. i i . o
Btekerjaan bukan Pekerjaan Subpenyedia KecRrovinsiSetempat
ama
1. ...
1 | 2. .
Dst.
1. ...
...... 2. e
2.
Dst.
Dst. Dst. Dst.
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L. BENTUKRENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

CONTOH

BENTUKRENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

................. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKS

[Logo & NamaPerusahaan] [digunakan untuk usulan penawaran]

DAFTAR ISI

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
A.l. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
A.2.Komitmen Keselamatan Konstruksi

B. Perencanaan keselamatan konstruksi

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang
B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
B.3. Standar dan peraturan perundangan

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
C.1. simber Daya
C.2. Kompetensi
C.3. Kepedulian
C.4. Komunikasi
C.5. Informasi Terdokumentasi

D. Operasi Keselamatan Konstruksi
D.1. Perencanaan Operasi

E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
E.1. Pemantauan dan evaluasi
E.2.Tinjauan manajemen
E.3.Peningkatarkinerja keselamatan konstruksi
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Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan
format di bawah ini:

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan dawabh ini:

Nama : € € é éémalwakil sah badan usaha

Jabatan D e

Bertindak untuk PT/ CV/ Firma/ at apiihjyarmyi nny a
dan atas nama sesual dan cantumkan nama

,,,,,,,,,

dal am rangka p e nsQ raadha pakgt éptaédeae qgéééc
[isi sesuai dengan nama Pokja ULP] berkomitmen melaksanakan konstruksi
berkeselamatan demi terciptanydero Accidentdengan memastikan bahwa

seluruh pelaksanaan konstruksi:

Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;
Menggunakantenaga kerja kompeten bersertifikat;

Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;

Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP)

ogakwnhpE

eeéé tempat , &nggal [ é é é éulai 28@min] |

[Nama Penyedia

[tanda tangah
[nama lengkap

73

JDIH Kementerian PUPR



[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

3.

Nama : € € é éémalwakil sah badan usaha

Jabatan D e

Bertindak untuk : PT/ CV/ Fi r ma/ at aupiifhyarignny a
sesua/ dan cantumkan nama

Nama e nama wakil sah badan usaha

Jabatan : eéeeée

Bertindak untuk PT/CV/F irmal/ atau | ai pihyaeg é é é é
sesual dan cantumkan nama
...... [dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]

,,,,,,,,,,

dal am rangka p e nsQ raadha pakgt  éptaédeae geéééc
[/si sesual dengan nama Pokja UbBrkomitmen melaksanakn konstruksi
berkeselamatan demi terciptany@ero Accidentdengan memastikan bahwa

seluruh pelaksanaan konstruksi:

ogbwnhE

Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;
Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;

Menggunakan peralata yang memenuhi standar kelaikan;

Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;

Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP)

eéée tempat , @nggal | é é é dulari 2@l |

[Nama nyedid [Nama Penyedla |[Nama Penyedja

[tanda tangah [tanda tangah [tanda tangah
[nama lengkap [nama lengkap [nama lengkap

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggotalJkSO
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B.1. Identifikasi bahaya, Penitai risiko, Pengendalian dan Peluang

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RFEEENE,TAPARENGENDALIARISIKO K3

Nama Perusahaan

Kegiatan ..
Lokasi
Tanggal dibuat ... hal aman e /I é
PENILAIAN RISIKO
No | JENISITIPE| IDENTIFIKASI o) SKALA PENETAPARENGENDALIAN
PEKERJAAN  BAHAYA KEKERAPAN KEPARAHAN Tg\I‘gEgT PRIORITAS RISIKO K3
@ @) ® Q] ©) (6) @ ®) ©)
Keterangan:
Kolom (1), (2), (3) mengikuti tabel dalam LDP huruf M.6
Kolom (4), (5), (6), (7), (8), (9) dlisi oleh penyedia
Dibuat oleh,

PJT (Penanggung Jawab Teknis)
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B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)

TABEIPENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3

Nama Perusahaan e
Kegiatan D e
Lokasi s

Tanggal dibuat e

SASARAN KHUSUS PROGRAM
TIPE/JENIS | PENGENDALIAN
NO | PEKERJAAN RISIKO URAIAN T&LUORK SSR"Y%R \J/mgif INDIKATOR | oo o | PENANGGUNG
PENCAPAIAN JAWAB
1) 2 3 4) 5) (6) (7 8 ) (10)
Dibuat oleh,

PJT (Penanggung Jawab Teknis)
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M. BENTUK SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

CONTOH
[ Kop Perusahaan Lessor/ penyedia peraldtan
SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
No. éééeéééécéé.
ANTARA
PT. é&/@iéinama perusahaan Lessor/ penyedia peralatan]
DAN
PT. & é@ilsindma perusahaan Lessee/ penerima peralatan]
Pada hari ini éé tanggal ... bulané.. tahu
Nama . eééeéeéeé
Jabatan : ééeééeeéeé
Alamat : éééééeéeée

Bertindak wunt uk dan/distnama perusahaan LBsSor/ pedyedia
peralatanjselanjutnya disebut sebagalHAK PERTAMA.

,,,,,,,,,

Nama  éegééeéecee
Jabatan : ééééééééé
Alamat  éééééeeéeée

Bertindak wunt uk dan/disi nanapemsahas Ld3See/ perebia
peralatanjselanjutnya disebut sebagalHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No Peralatan| Merk | Type | Spesifikasi peTrﬁQﬂQtan
1.
2.
dst..

Untuk selanjutnya dideut sebagaPERALATANPerjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA
dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat
secara tertulis dalam pasgbasal berikut:

Pasal 1
PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak gunaidapa yang disewanya dari PIHAK
PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2
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NEGOSIASIARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negoisasi antara
kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dimyatak
sebagai Pemenang dal am dkaamapakdi/e Ker j aan

Pasal 3
JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama
berjal annya Pakd& naPa paket/t¢rhatimg setélah [ PIHAK
KEDUA dinyatkan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari
Pemberi Tugas.

Pasal 4
TANDA TERIMA PEMBAYARAN

1) Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan
diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.

2) Kwitansi tanda terim sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi
yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 5
PEMBATALAN

1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA
berturut- turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa
memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup
bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.

2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini
batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadihegeri
yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala
ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undahipdang
Hukum Perdata.

3) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA
yang atas kuasanya dengarak subtitusi untuk mengambil PERALATAN
milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau
tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.

4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila
PIHAK KEDUA tidak memend@n tender Paket Pekerjaan

,,,,,

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap
operasi dan akan memobilisasai ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari
PIHAK KEDUA.

2) PIHAK PER™A bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman,
helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.

3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak
dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di
tempat lain, selain dari yangettulis dalam surat perjanjian ini kecuali
dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.
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2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan ataeengalinkan tanggung
jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara
apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara
musyawarah untuk mufakat oleh keduzelah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya
yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh
kedua pihak

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

PT. € € €diisi  nama PT. € € édiisi  nama
perusahaan Lessor/ penyedia perusahaan Lessee/ penerima
peralatanj peralatan]
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N.

NEGERI (TKDNRpabila diberikan preferensi hargal

BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM

FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALANTKIEGEF
GABUNGAN BARANG DAN JASA

Nama Penyedidasa
Nama Pengguna Jasa

NamaPekerjaan
. TKDN Barang &
Uraian Nllai Gabungan Barang dan Jasa (Rj Jasa (%)
KDN KLN Total Barang/Jasa
1) 2 3) 4) ®)
Barang
g '\B":&ﬁ;ia' langsung (Bahar ;5 (1B) | (1C=1A+1B) | (1D=1A/3Cx100%)
Il. Peralatan (Barang Jadi) (2A) (2B) (2C=2A+2B) | (2D=2A/3Cx100%)
A. Sub Total Barang (3A) (3B) (3C=3A+3B) | (3D=3A/3Cx100%)
Jasa
- Manajemen Proyek dan | 5 (4B) | (4C=4A+4B) | (AD=4A/8CX100%)
Perekayasaan
- Alat/Fasilitas Kegja (5A) (5B) (5C=5A+5B) | (5D=5A/8Cx100%)
- Konstruksi dan Fabrikasi (6A) (6B) (6C=6A+6B) | (6D=6A/8Cx100%)
- Jasa Umum (7A) (7B) | (7C=7A+7B) | (7D=7AI8Cx100%)
B. Sub Total Jasa (8A) (8B) (8C=8A+8B) | (8D=8A/8Cx100%)
C. Total Biasa (A+B) (9A) (9B) (9C=9A+9B) | (9D=9A/9 Cx100%)
Penjelasan:
Kolom (1)
Barang:

Biaya material langsung (bahan baku) adalah biaya material terpakai yang digunakan
untuk membuat suatu produk jadi sehingga mempunyai fungsi tertentu contoh pelat,
besi beton, besi siku,-Beam, tiang pancang, dan @p

Biaya peralatan terpasang (barang jadi) adalah biaya produk jadi yang sudah
mempunyai fungsi tertentu dan akan diintegrasikan atau dipasang pada suatu produk
akhir atau paket pekerjaan gabungan barang dan jasa, contoh poropapressar
electrical equiment

Jasa:

Manajemen Proyek dan Perekayasaan adalah biaya seluruh tenaga kerja yang terliba
dalam pelaksanaan proyek mulai dari manajerial sampai dengan tenaga kerja

pendukung langsung yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan proyek, contoh manajer
proyek, site manager, supervisor, draftatan engineer.

Alat Kerja/Fasilitas Kerja adalah biaya alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan dalam
pelaksanaan pekerjaan jasa yang bersangkutan dan pada akhir pekerjaan tetatp menjad
milik dari penyedia barang/jasaseperti biaya sewa alat berat, mobil dan sebagainya.

Biaya Konstruksi/Fabrikasi adalah biaya tenaga kerja yang terlibat langsung pada
proses pekerjaan dilapangan atau diorkshop (pekerjaan fabrikasi) dan/atau biaya
untuk pekerjaan konstruksi yang diikadalam suatu kontrak kerja yang merupakan
fungsi langsung pada suatu pekerjaan di lapangan, contoh tukang dan tenaga terampil
lainnya, contoh jenis pekerjaan teknis instalasi, perawatem/der, operator, helper,
subkontraktor konstruksi, subkontraktor pdpersihan lahan, dan subkontraktor
pemasangan pondasi.

Biaya Jasa Umum dinilai berdasarkan bigyiaya yang dikeluarkan untuk pengurusan
pekerjaan jasa atau yang berhubungan dengan kegiatan pekerjaan jasa, contoh biaye
kalibrasi, sertifikasi, mobilisasi dademobilisasi, biaya listrik, biaya asuransi, biaya
penginapan, biaya perjalanan dinas, jasa pengiriman/kurir.

Kolom (2)

Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah biaya material langsung (bahan baku),
peralatan (barang jadi), tenaga kerja dan konsultaratékerja/fasilitas kerja, dan jasa
umum yang berasal dari dalam negeri.
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Kolom (3)

Biaya Komponen Luar NegefKLN) adalah biaya Material Langsung (Bahan Baku),
Peralatan (Barang Jadi), tenaga kerja dan konsultan, Alat/Fasilitas Kerja, dan jasa umun

yang kerasal dari luar negeri.

Kolom (4)
Total biaya KDN dan KLN

Kolom (5)
% TKDN Gabungan

Total Biaya KDN (9A)

Barana & bhsa

| otal Baya (Gabungan Barang & Jas@C)

JDIH Kementerian PUPR

X100%
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O. BENTUK DAFTAR BARAXA&NG DIIMPOR

DAFTARBARANG YANG DIIMPORL

NAMA NEGARA
NO|  BARANG URAIAN SEEIAKAS SATUAN JUMLAH HARGA ASAL
TOTAL HARGA _|

! Diisi dan dilampirkan dalam penawaran apabila ada barang yang diimpor
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P. BENTUKPAKTA INTEGRITAS

Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada aplikasi SPSE maka peserta
telah menyetyui dan menandatangani pakia integritas
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[Contoh Pakta Integritas Badan UsadaygotaKSO]
PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawabh ini:

1. Nama : [nama wakil sah badan usafa
No.ldentitas [diisi dengan no. K SIMPaspor]
Jabatan
Bertindak . PT/CV/Firma [pilih yang sesuai dar
untuk dan cantumkan namaj
atas nama

2. Nama : [nama wakil sah badan usafa
No.ldentitas [diisi dengan ro. KTRPSIMPaspor]
Jabatan
Bertindak . PT/CV/Firma [pilih yang sesuai dar
untuk dan cantumkan namaj
atas nama

3. . [dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]

dalam rangka pengadaan [isi nama paketpada [Isi sesuai dengan
nama Pokja Pemilihdrndengan inimenyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukanpraktik Korupsi, Kolusi, danNepotisme (KKN)

2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundamnglangan;

3. apabila melanggar hahal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia

menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam,
digugat secara pelata dan/atau dilaporkan secara pidana.

[tempat] __ [tanggal] [bulan]20 ___ [tahun]
[Nama Penyedial[Nama Penyediaj[Nama Penyedial

[tanda tanganjtanda tanganjtanda tanganyj
[nama lengkapnama lengkapjnama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap angg&&d
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Q. ISIANDATAKUALIFIKASI

Isian Data Kuallfikasi bagi Pesertanggalatau Peserta sebagai Leadfirm KSO
berbentuk Isian Elektronik Data Kuallfikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE
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FORMULIR ISIAN KUALIFIKABITUKANGGOTAKSO

Saya gng bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama wakil sah badan usaha
Jabatan : [diisi sesuai jabatan dalam akta notdris
Bertindak . PT/CV/Firma

untuk [pilih yang sesuai dan cantumkan nanteadan usahp

dan atasnama

Alamat

Telepon/Fax

Email

menyatakan dengasesungguhnya bahwa:

1. saya ®cara hukum bertindak untuk dan atas nama KSO
berdasarkan [aktgpendirian/anggaran dasakurat
kuasdPerjanjian Kerja Sama Operasiisebutkan secara jelas nomdan tanggal
akta pendirian/anggaran dasasurat kuasa PerjanjianKerja Sama Operglsi

2. saya bukan sebagai pegawai Klbagi pegawai K/L yang sedang cuti diluar
tanggungan K/ L dituli s sebagai beri kut
sedang cuti dil yar tanggungan K/ Lo]

3. sayatidak sedang menjalani sanksigang

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para
pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

5. badan usaha yang saya wakitidak masuk dalam Daftar Hitam, tidaldalam
pengawasan pengagih, tidak pailit,dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan

6. datadatabadan usahaangsayawakili adalah sebagai berikut:
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A. Data Administrasi

1. NamaBadan Usaha

2. Status

Pusat Cabang

AlamatKantor Pusat

3. No. Telepon
No. Fax
E Mail

Alamat KantorCabang

No. Telepon
No. Fax

EMail

B. LandasarHukum PendirianBadan Usaha

a. Nomor

b. Tanggal

c. Nama Notaris

d. Nomor Pengesahan
Kementerian Hukum dan
HAM (untuk yang
berbentuk PT)

1. Akta PendirianPerusahaan/Anggaran Dasar

2. AktalAnggaran Dasar
Perubahan Tetehir
a. Nomor

b. Tanggal
c. Nama Notaris

C. Pengurus Badan Uba

No. Nama

No. Identitas

Jabatan dalanBadan Usah

D. Izin Usaha

,,,,,

1. Surat Izin Usahaas&onstruksi a. Nomoré é é é é
b. Tanggalé é é é é

2. Masa berlaku izin usaha eééeé

3. Instansi penerbit . 6ééé

E. Sertifikat Badan Usaha

1. Sertifikat BadarUsaha : a. Nomoré é é é
b. Tanggalée é é é

2. Masa berlaku eééé

3. Instansi penerbit eéee

4. Kualifikasi eééeé

5. Klasifikasi eééé

6. Subklasifikasi eééeé
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F. Sertifikat Lainnya (apabila disyaratkan)

1. Sertifikat ............ a. Nomoré é é é
b. Tanggalé é é é

2. Masa berlaku eéeé

3. Instansi penerbit eeéeéé

1. Sertifikat ............ c. Nomoré é é é
d. Tanggalé é é é

2. Masa berlaku eéeé

3. Instansi penerbit eeéeéé

G. DataKeuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk

CV/Firma)
No. Nama No. Identitas | Alamat Persentase
2. Pajak
a. Nomor Pokok Wajib Pajak
b. Bukti Laporan Pajak Tahun .
terakhir . | No. Tanggal

H. DataTenaga TetapTenaga ahlterampil badan usaha)

Tingkat .
Pendidikan Pengalaman | g ifiqy | DO Bukll Setor
No | Nama /nomor Jabatan ) Kompeten J
Profesional : : 1721/1721 -
dan tahun (tahun) si Kerja A
ljazah
1 2 4 5 6 7 8

|. Data PengalamaRerusahaan

(nilai paket tertinggi pengalaman sesuai yang disyaratkan dalam kurun waktu

10 tahun terakhir)

Pemberi Tugas / Tanggal Selesai
Pejabat Pembuat Kontrak PekeriaafPHO
- Komitmen/Pejabat ontra cekerjaa
Nama Sub Ringkasan Pembuat Komitmer Berdasarkan
No. Paket Klasifikasi | Lingkup | Lokasi
Pekerjaan| Pekerjaan | Pekerjaan Al " No / BA
ama 0 -
Nama Telepon Tanggal Nilai | Kontrak TSeerirr%g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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J. DataPengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

(untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang
baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel i

Pemberi Tugas / Pejabg
Pembuat

Tanggal Selesai

Ringkasan Komitmen/Peiabat Kontrak PekerjaaPHO
Nama Paket . . jaba
NO. | “pekerjaan | Lingkup | Lokasi| Ppembuat Komitmen Berdasarkan
Pekerjaan A ” o A Soran
ama 0] o era
Nama Telepon Tanggal Nilai Kontrak Terima
1 3 4 5 6 7 8 9 10

dan/atau SKN)

K. DataPekerjaan yang Sedang Dilaksanakan (Wajib diisi untuk menghitung SKP

Pemberi Tugas /
Pejabat Pembuat

Komitmen/Pejabat Kontrak Tatal Progres
Nama | Klasifikasl Sub Pembuat
No. Paket Klasifikasi Lokasi Komitmen
Pekerjaan Pekerjaan
Alamat/ No / o No / Total
Nama Telepon | Tanggal Nilai Tanggal| Nilai
1 2 3 4 6 7 8 9 10

L. Kualifikasi Keuangan

Laporan Keuangan/Neraca Tahun Terakhir (Terlampir)

Nomor
Tanggal
Nama Auditor
Kekayaan Bersih

DemikianFormulir Isian Kualifikasini sayabuat dengan sebenarnya dan penuh rasa
tanggung jawab. Jikalikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yangaya
sampaikan tidak benar dan/ataada pemalsuajmakabadan usaha yang saya wakili
bersedia dikenakan sankberupa snksi administratif sanksi pencantuman dalam
Daftar Hitam gugatan secara perdatalan/atau pelaporan secara pidana kepada
pihak berwenangsesuai dengan ketentuan peratur@erundangundangan.

[tempat] __ [tanggal] [bulan]20__ [tahun]

PT/CV/Firma
[pilih yang sesuai dan cantumkan namaj

[rekatkan meterai Rp 6.0000

dan tanda tanganj

(nama lengkap wakil satbadan usahp

Jjabatanpaaa badan usahaj
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BAB VIl. PETUNJUK PENGISDAYAKUALIFIKASI

Petunjuk Pengisian Untuk Peserta Bukan KSO mengikuti petunjuk dan
penggunaan aplikasi SPSEser Guidg

. KSO (apabila beKSO)

Untuk peserta yang berbentuk KSO masbtgasing anggota KSO whjmengisi
formulir isian kualifikasi untuk masingd masing kualifikasi badan usahanya
dengan petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi sebagai berikut:

Data Administrasi

1

2,
3,
4,

Diisi dengan nama badan usaha peserta.

Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).

Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan enkaihtor pusatyang
dapat dihubungi.

Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax, dan enkahtor cabang
yang dapat dihubungiapabila peserta berstatus kantor cabang.

LandasarHukum Pendirian Baan Usaha

1.

Diiisi dengannomor, tanggal dan nama notaripenerbit Akta Pendirian
perusahaan/Anggaran Dasar,serta untuk badan usaha yang berbentuk
Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan
HAM.

. Diiisi dengannomor, tanggal dan nai notaris penerbit aktaperubahan

terakhir badan usahaapabila ada Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika
terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada
Pembuktian Kualifikasi peserta diminta menunjukkan asli dan memberikan
salinanBukti Pemberitahuan dari Notaris selaku Kuasa Direksi yang telah
diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan Terakhir

Pengurus Badan Usaha
Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha.

Izin Usaha
Tabel izin usaha :

1.
2.

3.

Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
Diisi dengan masa berlaksuratizin usaha.
Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.

Sertifikat Badan Usaha
TabelSertifikat Badamusaha :

ook whE

Diisi dengan jenisSertifikat Badamsaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
Diisi dengan masa berlak8ertifikat Badamusaha.

Diisi dengan nama instansi penertSertifikat Badamusaha.

Diisi dengan kualifikasi usaha

Diisi dengan klasifikasi usaha

Diisi denganSulkklasifikasi usaha

Sertifikat Lainnya/apabila disyaratkan]

1.
2.
3.

Diisi dengan jenisertifikat, nomor dan tanggal penerbitannya.
Diisi dengan masa berlaksertifikat
Diisi dengan nama instansi penerlsertifikat

Data Keuangan

1.

2.

Diisi dengan nama, nomoridentitas KTP/SIM/Paspor,alamat pemilik

saham/pesero dan persentase kepemilikan sahamgeeo.

Pajak

a. Diisi NPWP badan usaha

b. Diisi nomor dan tanggabukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT
Tahunan.
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DataTenaga Tetap (Tenaga ahli/terampil badan usaha)

Diisi dengan nama, tigkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S8annomor dan
tahun penerbitan ijazah, jabatatama pengalaman kerjprofesiona) Sertifikat
Kompetensi Kerjdan nomor Bukti Setor Pajak PFasal 1721/1721A1.

Data Pengaman Perusahaan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, subklasifikasi pekerjaan yang disyaratkan,
ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan
alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat KomitmeRgjabat
Pembuat Komitmenmnomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket
pekerjaan/PHO berdasarkan kontrak, dan tanggal berita acara serah terima,
untuk masingmasing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.
Data ini digunakan untuk menghitung Kemampuan Das#TY) (Usaha Kecil
tidak disyaratkan).

Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

Diisi dengan nama paket pekerjaan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi
tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi
tugas/Pejabat Pebuat KomitmeriPejabat Pembuat  Komitmen
nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan/PHO
berdasarkan kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk perusahaan
yang telah berdiri 3 tahun atau lebihUntuk perusahaan yang baru berd
kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

Data Pekerjaan yang sedang Dilaksanakan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, klasifikasi/subklasifikasi pekerjaan, lokasi
tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi
tugas/Pejabat Pembuat  KomitmerPejabat Pembuat Komitmen
nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak,
dan prestasi kerja terakhirData ini digunakan untuk menghitung Sisa
Kemampuan Paket (SKP) dan Sisa kemampuan nyata (SKN) (apabila
disyaatkan).

Kualifikasi Keuangan

Diisi dengan nomor dan tanggal laporan keuangan/neraca tahun terakhir,
nama auditor/konsultan akuntan publik yang menyiapkan laporan
keuangan/neraca tahun terakhir, dan kekayaan bersih perusahaan
berdasarkan laporan keuangankraca tahun terakhir. Penyedia
menyampaikarLaporan Keuangan/Neraca Tahun Terakhir
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BAB VIII.TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sesuai
yang tercantum dalam Lembdbata Kualifikasi.

Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi:

1. Persyaratan Izin Usaha Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat
lainnya (apabila disyaratkan) dengan ketentuan:

a. Pokja pemilihan melihat kesesuaian antara persyarataadg LDK
dengan Formulir Isian Kualifikasi yang telah diisi oleh peserta pada
SPSE.

b. Pokja memeriksa masa berlaku izin/sertifikat dengan ketentuan:

1) Izin/sertifikat wajib masih berlaku berdasarkan masa berlaku yang
tertera/tertulis pada izin/sertifikat terseht;

2) lzin/sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir
pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia
dinyatakan gugur;

3) Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis setelah batas akhir
pemasukan Dokumen Penawaran, maka Pesertaruha
menyampaikan izin/sertifikat yang sudah diperpanjang kepada
Pejabat Pembuat Komitmen sebelum penandatanganan kontrak.

c. Pokja Pemilihan dapat memeriksa kesesuaian izin/sertifikat dengan
menghubungi penerbit dokumen, dan/atau mengecek melalui layanan
daring (on/in@ milik penerbit dokumen yang tersedia.

2. Persyaratan Kemampuan Dasar (KD) (apabila disyaratkan), dengan
ketentuan:

a. Perhitungan Kemampuan Dasar (KD)

KD 3 NPt
NPt Nilai pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai ye
disyaratkan dalam 10 (sepuh) tahun terakhir.

b. dalam hal KSO, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang
mewakili/ /eadfirmKSO;

c. KD sekurangkurangnya sama dengan nilai total HPS;

d. pengalaman perusahaan dinilai dari pengalaman tertinggi pada
pekerjaan ssuai yang disyaratkan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir,
nilai kontrak dan status peserta pada saat menyékesa kontrak
pekerjaan tersebut:

1) sebagai anggota KS@adfirmKSO mendapat bobot nilai sesuai
dengan porsi/sharing kemitraan;

2) sebagai sub penyedia jasa mendapat nilai sebesar nilai pekerjaan
yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa tersebut.

e. Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan

sekarang(present valueyjnenggunakan perhitungan sebagai berikut:
Iz

NPs = Npo x A
NPs = Nilai pekerjaan sekarang
Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalagp#ila
ada) saat serah terima pertama
lo = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan sera

terima pertama

Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakuabfsk
(apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linie
berdasarkan indeks bulabulan sebelumnya)
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Indeks BPS yang dipakadlalahindeksyang merupakan komponen
terbesar dari pekerjaan

. Persyaratan NPWP dan kewajiban perpajakan tahun pajak tera{@®T
Tahunan) dapat dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan
perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir,
misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir.

. Persyaratanakta pendirian perusahaan distai dengan akte perubahan
perusahaan (apabila ada perubahan). Akta asli/legalisir wajib dibawa pada
saat pembuktian kualifikasi.

. Pernyataan Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak
menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkaitjak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha
tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak
berstatus Aparatur Sipil Negara, kecughng bersangkutan mengambil cuti
diluar tanggungan Negara, dengan ketentuan:

a. Ketentuan ini berbentuk pernyataan oleh peserta pada aplikasi SPSE.
Tidak perlu dinyatakan dalam surat pernyataan, kecuali untuk KSO;

b. Apabila suatu saat ditemukan bukti bahwa gsgta mengingkari
pernyataan ini/menyampaikan informasi yang tidak bar terhadap
pernyataan ini, maka dapat menjadi dasar untuk pengenaan sanksi
daftar hitam.

. Persyaratan pengalamapaling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun
waktu 4 (empat) tahun terakir, dengan ketentuan:

a. Pengalaman diambil dari daftar pengalaman pada isian kualifikasi yang
dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi dengan membawa Kontrak
Asli dan Berita Acara Serah Terima,;

b. Khusus untuk pengalaman sebagai subkontraktor, maka selain
membawa dan memperlihatkan kontrak subkontrak, juga harus
dilengkapi dengan surat referensi dari PPK/Pemilik Pekerjaan yang
menyatakan bahwa peserta memang benar adalah subkontrak untuk
pekerjaan dimaksud.

. PersyaratanSisa Kemampuan Paket (SKBpabila diyaratkan) dengan
ketentuan:

a. Rumusan SKP

SKP
KP

KPd jumlah paket yang sedang dikerjakan
Kemampuan menangani paket pekerjaan. KP = 5

b. Peserta wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan;

c. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftpekerjaan yang
sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang
dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP peserta
tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar
hitam, dan pencairan jaminan penawaran (apiéa ada).

. PersyaratanTenaga Tetap, dengan ketentugembuktian Tenaga Tetap
dilakukan pada tahap pembuktian kualifikasi dengan meminta peserta
membawa:

a. Bukti setor pajak PPRasal 21 Form 1721 atau Form 17-41.

b. SK, Susunan Organisasi, atau Daftar Gaji tidak dapat menjadi bukti
tenaga kerja tetap.

. PersyaratarSisa Kemampuan Nyata (SKN) (apabila disyaratkdengan
ketentuan:

a. RumusarSisa Kemampuan Nyata (SKN)
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SKN = KN- 1 nilai kontrak paket pekerjaan yang sedang

dikerjakan

KN = fpxMK

MK = flx KB

KN = Kemampuan Nyata

fp = Faktor perputaran modal (untuk usaha menengah d
besar, fp =7)

MK = Modal kerja

fl = geg;tor likuiditas (untuk usaha menengah dan besar, f

KB = Kekayaan Bersih/total ekuitas yang dilihat dari nera

keuangan tahun terakhir

b. tnilai kontrak paket pekerjaaradalah jumlah nilai kontrak dikurangi
prestasi pekerjaan yang sudah terbayar, diambil dari isian Data
Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakdalam Formulir Isian Kualifikasi

c. SKN harus sama atau lebih besar dari 10% (sepyleisa) nilai total
HPS.

d. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang
sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang
dikerjakan,maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKN peserta
tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar
hitam, dan pencairan jaminan penawaran (apabila ada).

Pokja Pemilihan memeriksa membandingkamengevaluasi/ membuktikan
antarapersyaraan padaDokumen Kualifikasdengandata isian peserta dalam
hal:

1. kelengkapan Dokumen Kualifikasi; dan
2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.

dalam hal peserta melakukan KSO :

1) Data kualifikasi untuk peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi
disampaikan oleh gabat yang menurut perjanjian Kerja Sama Operasi
berhak mewakili KSO;

2) Anggota KSO wajib menyampaikan pakta integritas yang ditandatangani
secara sendirsendiri atau bersam&ama denganeadfirm KSO untuk
disampaikan oleheadfirmKSQ

3) peserta wajib mempuyai perjanjian Kerja Sama Operasi yang memuat
persentase KSO dan perusahaan yang mewakili KSO tersebut;

4) Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak
digugurkan, peserta diminta untuk melakukan pemeteraian kemudian
sesuai UU Bea Merai.

Peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilanjutkan dengan
pembukian kualifikasi

Pada tahap Pembuktian Kualifikasi:
1. Pokja memeriksa legalitas wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian
kualifikasi dengan cara:

a. Meminta identitas diri (KTP/SIMPasspoyt

b. Membandingkan identitas wakil peserta dengan Akta
Pendirian/Peubahan Terakhir untuk memastikan bahwa wakil
peserta adalah Direksi yang namanya tertuang dalam Akta;
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c. Apabila Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan tidak memuat nama
direksi (Misalnya perusahaan TBK atau BUMN/BUMD), maka pokja
meminta surat pengangkatan sefs direksi sesuai ketentuan yang
tercantum dalam Akta Pendirian/Perubahan (Misalnya diangkat oleh
RUPS, maka meminta surat keputusan RUPS);

d. Apabila yang hadir bukan Direksi, maka Pokjeeminta Bukti Setor
Pajak SPT PPRasal 21 Form 1721 atau 172A1 yang memuat
identitas wakil peserta sebagai karyawan tetap pada perusahaan yang
diwakili serta meminta Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Direksi
yang Namanya ada di dalam akta atau pihak lain yang berdasarkan
Akta Rendirian/Perubahan berhak untuk mewakili perusahaan.

2. Pokja membandingkan kesesuaian antara ljin Usaha Jasa Konstruksi,
Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Lain (Apabila dipersyaratkan), NPWP,
Bukti Pajak Tahun Terakhir, SKA untuk tenaga ahli tetap, Buktir®ajak,
dan Akta Pendirian/Perubahan Terakhir dengan yang dituangkan dalam
formulir isian kualifikasi, dengan ketentuan:

a. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, maka dinyatakan gugur;

b. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hadarKikasi kepada
penerbit dokumen, maka peserta selain dinyatakan gugur juga
dikenakan sanksi daftar hitam;

3. Pokja memeriksa bukti pengalaman pekerjaan yang disampaikan dalam
Formulir Isian Kualifikasi berdasarkan Kontrak dan Berita Acara Serah
terima, dergan ketentuan:

a. Apabila bukti pengalaman pekerjaan lebih banyak dibandingkan
dengan yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang
dinilai adalah pengalaman yang tercantum dalam isian kualifikasi;

b. Apabila bukti pengalaman pekerjaan lebih sedikdibandingkan
dengan yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang
dinilai adalah pengalaman berdasarkan bukti pengalaman yang
disampaikan;

c. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klarifikasi kepada
penerbit dokumen, maka peserta selainnglitakan gugur juga
dikenakan sanksi daftar hitam.

Apabila ditemukan hahal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja
Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara
tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak
pihak/instansi terkait, namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian
kualifikasi..
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BAB IXRANCANGAN KONTRAK

.  SURAT PERJANJIAN

CONTOH 1- PENYEDIA TUNGGAL

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Konstruksi
...................... [diisi nama paket pekerjaan]
NOMOX @i, [diisi nomor Kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi
Lumsum, yang s e Kantmaku tdniybau adi sdeabnutdidt andat an

pada hari o dan tahun n..g. 9. @adngod, .bulan dan b u

tahun diisi dengan hurufflb er dasar kan Sur at Penetapan P
tanggal ¢€éé., Surat Penunjukan Penyedia Bar
€ € . [lka kontrak tahun jamak ditambahkarsurat persetujuan pejabat yang

ber wenang, misal: odan Surat MepNKomori Keuan
..... tanggaahtara:. .. peri hal .....0],

Nama . € é é é . [nama PPK]

NIP . € ééé. [NIPPPK]

Jabatan . PPK......... [sesual SK Pengangkatan]

Berkedudukan di . € € é e . [alamat PPK]

yang bertindak untuk dan atas namfaPemerintah Indonesia c.q. Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jendeéal ¢ . q. Sat ua
Ker | abegdasarkan Surat Keputus@né .Nomoré € .tanggalé é .tentang

€ é . [SK pengangkatan PPKje | anj ut nB/PRaKdéhgas:e but 0O

Nama

Jabatan
Berkedudukan di
Akta NotarisSNomor
Tanggal

Notaris

2 . [nama wakli Penyedial

> . [sesual akta notaris]

5 . [alamat Penyedia]

> . [sesual akta notaris]

5 . [tanggal penerbitan akta]

2 . [nama notaris penerbit aktal

D D~ D D~ Dy D~
D D~ D D~ Dy D~
D D~ D~ D~ Dy D~
D D~ D~ D~ D~ D

yang bertindak unt uk /oamabadah @sshaelaajurga é é é é .
di s eRenyediao

Dan dengan memperhatikan:
1. UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

2. Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Buku Il tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2%ahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;

4. Peraturan Pesiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nom@7/PRT/M/2011 tentangStandar
dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dend@eraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen
Pemilihan;
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(b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihakasalKontrak ini melalui Surat
Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan
Konstruksi........... [diisi nama paket pekerjaarkbagaimana diterangkan dalam
dokumenKontr ak i ni s ePekenqaganiKonstulsi; di sebut 0

(c) Penyediaelah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga
kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
dalam Kontrak ini;

(d) PPK dan Penyedia menyaakmemiliki kewenangan untuk menandatangani
Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan
penandatanganan Kontrak ini masifigasing pihak :
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan unditkampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kothirani beserta semua
fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk
membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi....../diisi nama
paket pekerjaarngengan syaratlan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang
sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utamaekerjaan terdiri dari:

[Catatan: ruang lingkup utama pekerjaan diisi dengan output dari pekerjaan tersebut
sesual dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Refistra

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DMRAERARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh
berdasarkan total hargaebagaimana tercantum dalaBurat Penawaraadalah

sebesar R é é . (ééé. . di t ul i s dderdganrkodé akunu f € é. .
kegiatan ééé.
(2) Kontrak ini dibiayaid a r i & /éiisi sumber pembiayaannyal

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : .............
atas namdenyedia : ...............

[Catatan @ untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk
masingmasingTahun Anggarannyaj

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumemokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian
(apabila ada), Surat Perjanjian, surat penawaran, Sy&ygaat Umum Kontrak,
SyaratSyarat Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A
(subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana
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Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gardgpambar, Daftar Keluaran

dan Harga, dan dokuen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jamsraman, Berita Acara
Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan aal suatu dokumen dengan
ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam
dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

adendum Surat Perjanjian (apabila acla)

Surat Perjanjian

Surat Penawaragn

SyaratSyaat Khusus Kontrak

SyaratSyarat Umum Kontrak;

gambargambar,

spesifikasi teknis; dan

Daftar Keluaran dan Harga.

S@roa0oTy

Pasab
MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak
tanggal penandatangananan Kontrak sampai demanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Sy&garat Khusus Kontrak, dihitung
sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pertama Pekéer daham s hdriama
kalende;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syaftarat Khusus Kontrak dihitung
sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan selama.... (......dalam huruf.... bhri kalender.

Dengan demikian, PPK dan Bewlia telah bersepakat untuk menandatangani
Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangindangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam

2 (dua) rangkap, masingnasing dibubuhi dengan meteramempunyai kekuatan
hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat
diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
............. [diisi nama badan usahaj PPK............ [diisi sesuai SK
Pengangkatan]

[tanda tangan dan cap (jika salinan as [tanda tangan dan cap (jika salinan as
ini untuk PPKmaka rekatkan meterai  ini untuk Penyedianaka rekatkan

Rp 6.00000 )] meteral Rp 6.00@0 )]
[nama lengkap] [nama lengk@]
[jabatan] NI P. ééééeéécéé
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CONTOH 2 - PENYEDIA KSO

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Konstruksi
...................... [diisi nama paket pekerjaan]
(N[o] 1 To] PR [diisi nomor Kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Katdgrga Konstruksi
Lumsum yang sel anKontrakih ydi Wuate bdan odi tandat an

pada har. - . .t angg #dnggd, .bulan danb ul an
tahun diis/ dengan hurul_,‘] berdasarkan Surat Penetapa Pemenang Nomor . €
tanggal ¢€éé., Surat Penunjukan Penyedia Bar
€ € . [lika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang

ber wenang, misal: odan Surat MephKosori Keuan
..... tmggal ... .antarmer s/ hal ... .. 0],

Nama € é é é . [nama PPK]

NIP . 6 6é6é 6. [NIPPPK]

Jabatan . PPK......... [sesual SK Pengangkatan]

Berkedudukan di € é é e . [alamat PPK]

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat <c¢.q. l
Kerja ¢éé. berdasarkan Surat Keputusan ¢éé.
€ é . [SKpengangkatan PPKe | anj ut nBPK , dideelgath o

Nama . €& é é é . [namawakil KSG
Jabatan . € é é é . [sesuakurat perjanjian KSD
Berkedudukan di é é é é . [alamatwakil KSG

yang bertindak untuk dan atas nama ............... [nama badan usaha KS&¥bagai
badan usaha Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut:

i [nama Penyedia 1]
2. [nama Penyedi&];
3. dst.

yang masingmasing anggotanya bertanggungjawab secara tanggung renteng atas
semua kewajiban terhadap PPK sebagaimana diatur dalam Kontrak ini berdasarkan
surat Perjanjian KerjaSama Operasi (KSO) Nomor ................ tanggal ...........
sel anj ut nBeayedii. sebut o

Dan dengan memperhatikan:
1. UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

2. Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Buku Il tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemrintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

5. PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomd7/PRT/M/2011 tentangStandar
dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:
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(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen
Pemilihan;

(b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat
Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) unaltkeanakan Pekerjaan
Konstruksi........... [diisi nama paket pekerjaarkEbagaimana diterangkan dalam
dokumenKontr ak i ni s ePekenfagniKonstulsi; di sebut 0

(c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga
kerja konstuksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
dalam Kontrak ini;

(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani
Kontrak ini, dan mengikat pihak yag diwakili;

(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan
Penandatanganan Kontrak ini mashrgasing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secaedyt;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua
fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PP&an Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk
membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi...../dliisi nama
paket pekerjaamlengan syaratlan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungk@an dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang
sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

[Catatan: ruag lingkup utama pekerjaan diisi dengan output dari pekerjaan tersebut
sesual dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Refistra

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh
berdasarkan total harga sebagaimana tercantum dagumat Penawaraadalah
sebesar R é é . (6 €. . di t ul i s dderdgankodé akunu f € é . .
kegiatan eéée.

2 Kontrak ini di [disesynsgérpetnbiayaanngag é .

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakkean ke Bank ..... rekening nomor : .............
atas nam@enyedia ...............

[Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk

masingmasing Tahun Anggarannyal

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumemlokumen berkut merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian
(apabila ada), Surat Perjanjian, surat penawaran, Sy&yarat Umum Kontrak,
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SyaratSyarat Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa la@pir A
(subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana
Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gamipambar, Daftar Keluaran

dan Harga, dan dokumen lainnya seperti; Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa, Jadwal PelaksanaBgakerjaan, jaminajaminan, Berita Acara
Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan
ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlakalath ketentuan dalam
dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

adendum Surat Perjanjian (apabila acla)

Surat Perjanjian

Surat Penawaran

SyaratSyarat Khusus Kontrak

SyaratSyarat Umum Kontrak;

gambargambar,

spesifikasi tekis; dan

Daftar Keluaran dan Harga.

S@mo o0 oy

Pasab
MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak
tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Sy&garat Khsuus Kontrak, dihitung
sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pertama Pekéer daham shdriama
kalender;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syaftarat Khusus Kontrak dihitung
sgak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan selama.... (......dalam huruf.... bhri kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani
Kontrak ini pada tanggal tersebuali atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangindangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam

2 (dua) rangkap, masingnasing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan
hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkapngalain dapat
diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Untuk dan ata nama
............. [diisi nam&SQd PPK............ [diisi sesuai SK
Pengangkatan]

[tanda tangan dan cap (jika salinan as [tanda tangan dan cap (jika salinan as
ini untuk PPKmaka rekatkan meterai  ini untuk Penyedianaka rekatkan

Rp 6.00000 )] meterail Rp 6.00@0 )]
[nama lengkap] [nama lengkap]
Jjabatan] NI P, éééeééecéecéé
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SYARATSYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUANMUM
1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syar8larat
Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK ha
mempunyai arti atau tafsiran seperti yan
dimaksudkan sebagai berikut

11

1.2

1.3

1.4

15

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Aparat Pengawas Intern Pemerintajang
selanjutnya disingkaf\PIPadalah aparat yang
melakukan pengawasan melalui audit, revi
pemantauan, evaluasi, dan kegiat:
pengawasan lain terhadap penyelenggara
tugas dan fungsi Pemerintah.

Bagian pekerjaan yang disubkontrake
adalah bagian pekerjaan utama atau bagi
pekerjaan bkan utama yang ditetapkail
sebagaimana tercantum dalam Dokumi
Pemilihan yang pelaksanaanya diserahk
kepada Penyedia lain (spbnyedia) dan
disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

Daftar Keluaran dan Harga adalah daftar
keluaran yang telah diisi harga satus
keluaran dan jumlah biaya keseluruhanny
yang merupakan bagian dari penawaran.

Direksi Lapangan adalah tenagatim
pendukung yang dibentuk/ditetapkan olel
PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebi
untuk mengelola administraskKontrak dan
mengendalikan pkaksanaan pekerjaan.

Harga Kontrak adalah total harga
pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dale
Kontrak.

Harga Perkiraan Sendiriyang selanjutnya
disingkat HPS adalah perkiraan harge
barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaaradaleh
kerangka waktu yang sudah terinc
berdasarkan Masa Pelaksanaan, sete
dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersa
dan disepakati dalam rapat persiape
pelaksanaan Kontrak

Keadaan Kaharmdalah suatu keadaan yar
terjadi di luar kehendak para pihak dalar
Kontrak dan tidak dapat diperkirakar
sebelumnya, sehingga kewajiban vya
ditentukan dalam Kontrak menjadi tida
dapat dipenuhi.

Kegagalan Bangunamdalah suatu keadaa
keruntuhan bangunan dan/atau tidak
berfungsinya bangunan setelah penyerah
akhir hasilJasa Konstruksi.

Kerja Sama Operasiyang selanjutnya
disingkatKSOadalah kerja sama usaha ant:
Penyedia yang masiAgasing pihak
mempunyai hak, kewajiban dan tanggun
jawab yang jelas berdasarkan perjanjic
tertulis.
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1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

Kontrak Kerja Konstruksselanjutnyadisebut
Kontrak adalah keseluruhan dokumen yan
mengatur hubungan hukum antaraPPK
dengan Penyedia dalam pelaksanaan |
konsultansi  konstruksi atau pekerjas
konstruksi.

Kontrak Lumsum adalah kontrak dengan
ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harg:
yang msti dan tetap dalam batas wak
tertentu, dengan semua risiko sepenuhn
ditanggung oleh Penyedia, beroriente
kepada  keluaran, dan pembayare
didasarkan pada tahapan produk/keluara
yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak

Kuasa Pengguna Anggarg@ada pehksanaan
APBN yang selanjutnya disingkkkPAadalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari |
untuk melaksanakan sebagian kewenang
dan tanggung jawab Penggunaan Anggar
pada Kementerian Negara/Lembaga ya
bersangkutan.

Masa Kontrak adalah jangka waktu
berlakunya Kontrak ini terhiting sejak
tanggal penandatangananan Kontrak samy
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerja

Masa Pelaksanaadalah jangka waktu untuk
melaksanakan seluruh pekerjaaterhitung
sejak Tanggal Mulai Kerja sampai deng
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.

Masa Pemeliharaanadalah jangka waktu
untuk melaksanakan kewajibal
pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sej
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerj:
sampai dengan Tanggal Penyerahan Ak
Pekerjaan.

Metode Pelaksanaan Pekerjegaalah metode
yang menggamb&kan penguasaar
penyelesaian pekerjaan yang sistematis
awal sampai akhir meliputi tahapan/urutar
pekerjaan utama dan uraian/cara kerja da
masingmasing jenis kegiatan pekerjae
utama yang dapat dipertanggung jawabke
secara teknis

Panitia PemeriksaHasil Pekerjaan yang
selanjutnya disingkaPPHPadalah tim yang
bertugas memeriksa administrasi ha:
pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pembuat Komitmemng selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang dibel
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengarhl
keputusan dan/atau melakukan tindaka
yang dapat mengakibatkan pengeluar:
anggaran belanja negara

Pekerjaan Konstruksiadalah keseluruhar
atau sebagian kegiatan yang melipt
pembangunan, pengoperasian, pemeliharai
pemiongkaran, dan pembangunan kerab
suatu bangunan.

103

JDIH Kementerian PUPR



1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

Pekerjaan Utamadalah jenis pekerjaan yan
secara langsung menunjang terwujudnya ds
berfungsinya suatu  konstruksi  sesu
peruntukannya yang ditetapkan sebagaima
tercantum dalamDokumen Pemilihan.

Pelaku Usahadalah setiap orang perangan
atau badarusaha, baik yang berbentuk bade
hukum maupun bukanbadan hukum yang
didirikan dan berkedudukan ataunelakukan
kegiatan dalam wilayah hukum negar
Republik Indonesia, baik sendiri maupt
bersamasama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat PA adalah pejabat pemegan
kewenangan penggunaan anggare
Kementerian Negara/Lembaga

Penyedia adalah Pelaku Usaha vyar
menyediakan  barang/jasa  berdasarke
Kontrak.

Personel Manajeriahdalah tenaga ahli atau
tenaga teknis yang ditempatkan sest
penugasan pada organisasi pelaksan:
pekerjaan.

Pengawas Pekerjaan atau Direksi Tek
adalah tim pendukung yan(
ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertug:
untuk mengawaspelaksanaan pekerjaan.

Sanksi Daftar Hitamadalah sanksi yan(
diberikan kepada Peserta pemilihan/Penye(
berupa larangan mengikuti Pengadas
Barang/Jasa di selurut
Kementerian/Lembaga dalam jangka wak
tertentu.

Sulpenyedia adalah  Penyedia yan
mengadaka perjanjian kerjatertulis dengan
Penyedia penanggung jawakontrak, untuk
melaksanakan sebagian pekerja
(subkontrak).

Surat Jaminan yang selanjutnya disebL
Jaminan adalah jaminan tertulis yang
dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahag
Penjaminan/Perusahaa Asuransi/lembaga
keuangan khusus yang menjalankan usaha
bidang pembiayaan, penjaminan, de
asuransi untuk  mendorong ekspc
Indonesia/Konsorsium Perusahaan Asural
Umum/Konsorsium Lembaga
Penjaminan/Konsorsium Perusahas
Penjaminan sesuai dengan ketean dalam
peraturan perundangundangan.

Surat Perintah Mulai Kerjggang selanjutnya
disingkatSPMKadalah surat yang diterbitkar
oleh PPK kepada Penyedia untuk memt
melaksanakan pekerjaan.
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2. Penerapan

3. Bahasa dan Hukum

4. Korespondensi

5. Wakil Sah Para Pihak

131

1.32

1.33

1.34

Tanggal Mulai Kerjaadalah tanggal yanc
dinyatakan pada SPMK gg diterbitkan oleh
PPK untuk memulai melaksanakan pekerja

Tanggal Penyerahan Pertama Pekerj:
adalah tanggal serah terima pertan
pekerjaan  selesai Arovisional  Hanc
Over/PHQO dinyatakan dalam Berita Acar
Serah Terima Pertama Pekerjaan ye
diterbitkan oleh PPK.

Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaadalah
tanggal serah terima akhir pekerjaan sele:
(Final Hand OvdFHO) dinyatakan dalam
Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerja
yang diterbitkan oleh PPK.

Tenaga Kerja Konstruksidalah tenaga kerje
yang bekerja di sektor konstruksi yan
meliputi ahli, teknisi atau analis, dal
operator.

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksar
Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dap
bertentangan dengan ketentuaketentuan dalam
Dokumen Kontrak lain yag lebih tinggi berdasarkar
urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

5.2

Bahasa Kontrak harus dalambahasa
Indonesia

Dalam hal Kontrak dilakukan dengan piha
asing harus dibuat dalam bahasa Indone
dan bahasa Inggris. Dalam hal terja
perslisihan dengan pihak asing digunake
Kontrak dalam bahasa Indonesia.

Hukum yang digunakan adalah hukum yan
berlaku di Indonesia.

Semua korespondensi dapat berbentuk su
e-mail dan/atau faksimili dengan alama
tujuan para pihak yang tezantum dalam
SSKK.

Semua pemberitahuan, permohonan, at
persetujuan berdasarkan Kontrak ini hart
dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indone:
dan dianggap telah diberitahukan jika tela
disampaikan secara langsung kepada We
Sah Para Pihak dalam SSKHtau jika
disampaikan melalui surat tercatat dan/ata
faksimili ditujukan ke alamat yang tercantur
dalam SSKK.

Setiap tindakan yang disyaratkan ate
diperbolehkan untuk dilakukan, dan setia
dokumen yang disyaratkan ata
diperbolehlan untuk dibuat berdasarkar
Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia har
dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Se
Para Pihak atau pejabat yang disebutk
dalam SSKK.

Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diai
dalam Surat Keputusan dari Para Pihak ¢
harus disanpaikan kepada masingnasing
pihak.
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5.3
6. Larangan Korupi, 6.1
Kolusi dan Nepotisme
(KKN), Penyalahgunaai
Wewenang serta
Penipuan
6.2
6.3
6.4
6.5

7. Asal Material/Bahan 7.1

Direksi Lapangan yang ditunjuk menjac
Wakil Sah PPK memiliki tugas :

a. melaksanakan pendelegasian ses
dengan pelimpahan dari PPK;

b. mengelola administrasi kontrak; dan
c. mengendalikan pelaksanaan pekerjaar

Berdasarkan etika pengadaan barang/ja
pemerintah, para pihak dilarang untuk :

a. menawarkan, menerima atal
menjanjikan untuk memberi atat
menerima hadiah atau imbalan berup
apa saja ata melakukan tindakan
lainnya untuk mempengaruhi siapapui
yang diketahui atau patut dapat didug
berkaitan dengan pengadaan ini;

b. mendorong terjadinya persaingan tida
sehat; dan/atau

c. membuat dan/atau menyampaikal
secara tidak benar dokumen dan/ata
keteran@n lain yang disyaratkan untul
penyusunan dan pelaksanaan Kontri
ini.

Penyedia menjamin bahwa yar

bersangkutan termasuk semua anggota K

(apabila berbentuk KSO) dan subpenyediar

(ika ada) tidak pernah dan tidak aka

melakukan tindakan yang dilaranggula pasal

6.1 di atas.

Penyedia yang menurut penilaian Pl
terbukti melakukan larangarlarangan di atas
dapat dikenakan sankssanksi administratif
oleh PPKsebagai berikut:

a. pemutusan Kontrak;

b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan d:
disetorkan  sebagaimana  ditgtikan
dalam SSKK;

c. sisa uang muka harus dilunasi ole
Penyedia atau Jaminan Uang Muki
dicairkan dan disetorkan sebagaimar
ditetapkan dalam SSKKan

d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam.

[catatan: pengenaan Sanksi Daftar Hité

ditetapkan oleh PA/KPA atas usulant®!

PA/KPA  menyampaikan  dokume

penetapan Sanksi Daftar Hitam kepade

1) Penyedia yang dikenakan San
Daftar Hitam, dan

2) unit kerja yang melaksanakan fung.
layanan pengadaan seca
elektronik, untuk ditayangkan dalar
Daftar Hitam Nasional]

Pengenaan sanksiadministratif di atas
dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA

PPK yang terlibat dalam KKN dan penipu
dikenakan sanksi berdasarkan ketentu:
peraturan perundangundangan.

Penyedia harus menyampaikan  as
material/bahan yang terdiri dari rncian
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10.

11.

12.

13.

14.

Pembukuan

Perpajakan

PengaliharSeluruh
Kontrak

Pengabaian

Penyedia Mandiri

KSO

Pengwasan
Pelaksanaan Pekerjaar

komponen dalam negeri dan kompone
impor.

7.2 Asal material/lbahan merupakan temps
material/bahan diperoleh, antara lain tempe
material/bahan ditambang, tumbuh, atat
diproduksi.

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatat
keuangan yang akwat dan sistematis sehubunge
dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasark
standar akuntansi yang berlaku.

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenaga K
Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban unt
membayar semua pajak, bea, retribudin pungutan
lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan a
pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluar
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Har
Kontrak.

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hany
diperbolehkan dalam hal pgantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat pelebul
(merge) maupun akibat lainnya.

10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontr
diputuskan sepihak oleh PPldan Penyedic
dikenakan sanksi sebagaimana diatur dale
pasal 41.2

Jika terjadi pengbaian oleh satu pihak terhada
pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihi
yang lain maka pengabaian tersebut tidak menij:
pengabaian yang terumenerus selama Mas
Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhac
pelanggaran ketentuan yang laifRengabaian hanyi
dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertu
dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak ya
melakukan pengabaian.

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggu
jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruki d
subpenydianya (jika ada) serta pekerjaan yar
dilakukan oleh mereka.

KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota \
disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak at
nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewaijil
terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.

14.1 PPHKmenetapkarPengawas PekerjagdDireksi
Teknis) untuk melakukan pengawasal
pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak i
Pengawas Pekerjaan dapat berasal ¢
personel PPK atau Penyedia Jasa Pengav
(Konsultan Pengawas).

14.2 Dalam melaksanakan kewajibanny:
Pengawas Pekerjaan bertindgkrofesional
Jika tercantum dalam SSKK, Penga
Pekerjaanyang berasal dari Personel PI
dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

15. Tugas dan Wewenang 15.1 Semua gambar dan rencana kerjgang

Pengawas Pekerjaan

digunakan dalam pelaksanaan pekerjai
sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permant
maupun pekerjaan sementara mendapatk
persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.
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16. Penemuarpenemuan

17. Akses ke Lokasi Kerja

15.2

15.3

154

Jika dalam pelaksanaan pekerjaan
diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaa
sementara yangdiak tercantum dalam Daftal
Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak mal
Penyedia berkewajiban untuk menyerahk:
spesifikasi dan gambar usulan pekerja
sementara tersebut untuk mendapatk:
pernyataan tidak berkeberatafno objection)
untuk dilaksanakan dari engawas Pekerjaar
Pernyataan tidak berkeberatan atas rence
pekerjaan sementara ini tidak melepask
Penyedia dari tanggung jawabnya sesl
Kontrak.

Pengawas Pekerjaan melaksanakan tudgs
wewenangpaling sedikit meliputi:

a. mengevaluasi dan menyetujuiencana
mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Je
pelaksana konstruksi;

b. memberikan ijin dimulainya setiaf
tahapan pekerjaan;

c. memeriksa dan menyetujui kemajua
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ses
dengan ketentuan dalardontrak;

d. memeriksa dan menilai mutu a&h
keselamatan konstruksi terhadap ha:
akhir pekerjaan

e. menghentikan setiap pekerjaan yar
tidak memenuhi persyaratan;

f. bertanggungjawab terhadap has
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ses
tugas dan tanggungjawabnya;

g. memberikan laporan secara periodi
kepada PPK sesuai dengan ketent:
dalamKontrak.

Penyedia berkewajiban untuk melaksanak
perintah Pengawas Pekerjaan yang ses
dengan kewenangan Pengawas Peker;;
dalam Kontrak ini.

Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK
kepadh pihak yang berwenang semua penemu
benda/barang yang mempunyai nilai sejarah at:
penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan ya
menurut peraturan perundangundangan dikuasai
oleh negara.

17.1

17.2

Penyedia berkewajiban untuk menjamin aks
PPK Wakil Sah PPK, Pengawas Peker|
dan/atau pihak yang mendapat izin dari PF
ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimar
pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanake

Penyedia harus dianggap telah menerir
kelayakan dan ketersediaan jalur aks
menuju lapaagan. Penyedia harus berupay
menjaga setiap jalan atau jembatan d:
kerusakan akibat penggunaan/lalu linta
Penyedia atau akibat persdn Penyedia.
Kecuali ditentukan lain maka:
a. Penyedia harus bertanggung jawab ai
pemeliharaan yang mungkin diperlukail
akibat pengunaan jalur akses
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b. Penyedia harus menyediakan rambu at
petunjuk sepanjang jalur akses, de
mendapatkan perizinan yang mungkil
disyaratkan oleh otoritas terkait untul
penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk

c. biaya karena ketidak layakan atau tide
tersedianya jalur akses untuk digunake
oleh Penyedia, harus ditanggur
Penyediadan

d. PPK tidak bertanggung jawab atas kla
yang mungkin timbul akibat penggunaal
jalur akses.

17.3 PPK tidak bertanggung jawab atas klaim ya
mungkin timbul selain penggunaan ajur
akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Pelaksanaan Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan
Kontrak Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai deni
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak ¢
kewajban Para Pihak yang terdapat dalam Kontr

sudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

19. Penyerahan Lokasi Kerj 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakuki
peninjauan lapangan bersama para pihak.

19.2 PPK berkewajiban untuk menyerahkan lok:
kerja sesuai dengan kehuhan Penyedia yan
tercantum dalam rencana kerja yang tele
disepakati oleh para pihak dalam Rag
Persiapan Penandatangananan  Kontr
untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ai
hambatan kepada Penyedia sebelum SF
diterbitkan.

19.3 Hasil peninjauan dan penyehan dituangkan
dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Ker

19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersar
ditemukan hathal yang dapat
mengakibatkan perubahan isi Kontrak mal
perubahan tersebut harus dituangkan dala
adendum Kontrak.

19.5 Jika PPK tidak dapat menyekam lokasi kerja
sesuai kebutuhan Penyedia yang tercant
dalam rencana kerja (sesuai pasal 19.
untuk melaksanakan pekerjaan dan terbuk
merupakan suatu hambatan, maka kondisi i
ditetapkan sebagai Peristiwva Kompensasi.

20. Surat Perintah Mulai 20.1 PPK menerbitkan SPMK paling lambat
Kerja (SPN) (empat belas) hari kerja sejak tanggal
penandatangananan Kontraktau 14 (empat
belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi ke
pertama kali.

20.2 Dalam SPMK dicantumkaseluruh lingkup
pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.

21. Rencana Mutu 21.1 Penyedia berkewajiban untu
Pekerjaan Konstruksi mempresentasikan dan menyerahkd&MPK
(RMPK) sebagai penjaminaxan pengendaliammutu

pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiaf
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22. Rencana Keselamatan
Konstruksi (RKK)

23. Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

21.7

22.1

22.2

22.3
22.4

22.5

22.6

23.1

23.2

pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas d
disetujui oleh PPK.

RMPK disusun paling sedikit berisi

a. Rencana Pelaksanaan Pekerjééfethod
Statemeny,

b. Rencana Pemeriksaan dan Penguijie
Inspection and Test PI§TP);

c. Pengendalian Subpenyedia dan Pema:s

Penyedia wajib menerapkan de
mengendalikan pelaksanaan HM <cara
konsisten untuk mencapai mutu yan
dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerja
ini.

RMPK dapat direvisi sesuai dengan kond
pekerjaan

Penyedia berkewajiban untu
memutakhirkan RMXK jika terjadi Adendum
Kontrak dan/atau Peristiwva Kompensasi.

Pemutakiran RMPK harus menunjukal
perkembangan kemajuan setiap pekerja
dan dampaknya terhadap penjadwalan si
pekerjaan, termasuk perubahan terhad:
urutan pekerjaan. Pemutakhiran RRK harus
mendapatkan persetujuan PPK.

Persetujuan PPK terhadap R& tidak
mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

Penyedia berkewajiban untu
mempresentasikan dan menyerahkan R
pada saat rapat persiapan pelaksane
Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibal
dan disetujui oleh PPK.

Para Pihak wajib menerapkan dar
mengendalikan pelaksanaan RKK sec
konsisten.

RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontral

Penyedia berkewajiban untu
memutakhirkan RKK sesuai dengan konc
pekerjaan, jika terjadi perubahan mak
dituangkan dalam adendum Kontrak.

Pemut&hiran RKK  harus  mendape
persetujuan PPK.

Persetujuan PPK terhadggelaksanaanRKK
tidak mengubah kewajiban kontraktus
Penyedia.

Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender seja
diterbitkannya  SPMK  dan sebelu
pelaksanaarpekerjaan, PPK bersama deng
Penyedia, unsur perancangan, dan uns
pengawasan, harus sudah menyelenggaral
rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

Beberapa hal yang dibahas dan disepal
dalam rapat persiapan pelaksanaan kontr
meliputi:

a. RMFK;

b. pelaksanaa RKK;
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24. Mobilisasi

25. Pengukuran /
Pemeriksaan Bersama

26. Penggunaan Produksi
Dalam Negeri

23.3

24.1

24.2

24.3

25.1

25.2

25.3

25.4

25.5

26.1

o

organisasi kerja;

d. tata cara pengaturan pelaksanasz
pekerjaan;

e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yar

diikuti uraian tentang metode kerja yan

memperhatikan Keselamatan de

Kesehatan Kerja;

f. jadwal pengadaan bahan/material
mobilisasi peralatan danTenagja Kerja
Konstruksj

g. penyusunan rencan:
pengukuran/pemeriksaan bersamalan

h. hal-hal lain yang dianggap perlu.

Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontr
dituangkan dalam Berita Acara Rap
Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

Mobilisasi paling lambatharus sudah mulai
dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh
hari kalender sejak diterbitkan SPMK, at:
sesuai kebutuhan dan rencana kerja.

Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkt

pekerjaan, yaitu :

a. mendatangkan peralataperalatan
terkait yang diperlukan  dalam
pelaksanaan pekerjaan, termaslt
instalasi alat;

b. mempersiapkan fasilitas seperti kantc
rumah, gedung laboratorium, bengke
gudang, dan sebagainya; dan/atau

c. mendatangkanTenaga Kerja Konstruksi

Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerje
Konstruksidapat dilakukan secara bertaha
sesuai dengan kebutuhan.

Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, F
dan Pengawas Pekerjaan bersasaama
dengan Penyedia melakukan pengukuran d
pemeriksaan detail terhadap kondisi loke
pekerpan untuk setiap keluaran duipul,
Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralat
Utama Mutual Check 0%

Pada tahapan pengukuran/pemeriksac
bersama, PA/KPA telah membentuk Pan
Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

Hasil pemeriksaan bersama dituangki
dalam Berita Acara. Apabila dalan
pengukuran/pemeriksaan bersam
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, mal
harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralat
Utama yang sesuai dengan persyaral
Kontrak dapat segera dimobilisasi.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersam
Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralat
Utama mengikuti ketentuan pasal 65 dan 6

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penye:
berkewajiban mengutamakal
material/bahan produksi dalam negerdan

111

JDIH Kementerian PUPR



B.2 Pengendalian Waktu
27. Masa Pelaksanaan

28. Penundaan Oleh
Pegawas Pekjaan

29. Rapat Pemantauan

26.2

26.3

27.1

27.2

27.3

27.4

27.5

tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yal
dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan ye
disampaikan pada saat penawaran.

Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstrul
bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, d
perangkat lunak yang digunakan mengac
kepada @kumen:

a. formulir rekapitulasi  perhitungan
Tingkat Komponen Dalam Negel
(TKDN), untuk Penyedia yang mendap:
preferensi harga dan

b. daftar barang yang diimpar untuk
barang yang diimpor.

Apabila dalam pelaksanaan pekerjai
ditemukan ketidaksesuaian dengalokumen
pada pasal 8.2, maka akan dikenakan sank
sesuai peraturan perundangan yang berlak

Kecuali Kontrak diputuskan lebih awa
Penyedia berkewajiban untuk memul
pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mu
Kerja, dan melaksanakan pekerjaan ses
dengan RMPK, serta menyelesaikan peker;j
paling lambat selama Masa Pelaksanaan yi:
dinyatakan dalam SSKK.

Apabila Penyedia berpendapat tidak daj
menyelesaikan pekerjaan sesuai Me
Pelaksanaan karena di luar pesigdaliannya
yang dapat dibuktikan demikian, da
Penyedia telah melaporkan kejadian tersel
kepada PPK, dengan disertai buhktikti yang
dapat disetujui PPK, maka PPK da
memberlakukan Peristiwva Kompensasi d
melakukan penjadwalan kemba
pelaksanaan tgas Penyedia dengan membt
adendum Kontrak.

Jika pekerjaan tidak selesai sesuai M
Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Ka
atau Peristiva Kompensasi atau Kkare
kesalahan atau kelalaian Penyedia me
Penyedia dikenakan denda.

Apabila diberlakukan serahetima sebagiar
pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksan.
dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersel
sesuai dengan SSKK.

Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adal
bagian pekerjaan yang telah ditetapke
dalam Dokumen Pemilihan.

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan se:
tertulis Penyedia untuk menunda pelaksana
pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini har
segera ditembuskan kepad®PK.

29.1

Pengawas Pekerjaan atau Penyedia d:
menyelenggarakan rapat gmantauan, dar
meminta satu sama lain untuk menghadi
rapat  tersebut. Rapat  pemantau:
diselenggarakan untuk membabhe
perkembangan pekerjaan dan perencanaa
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29.2

29.3

30. Peringatan Dini 30.1

30.2

B.3 Penyelesaian Kontrak
31. Serah Terima Pekerjaar 31.1

31.2

31.3

31.4

31.5

31.6

atas sisa  pekerjaan  serta  untt
menindaklanjuti peringatan dini.

Hasil rapat pemantauan akan digngkan
oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita ac
rapat, dan rekamannya diserahkan kepa
PPK dan pihalpihak yang menghadiri rapat.

Mengenai halhal dalam rapat yang perlt
diputuskan, Pengawas Pekerjaan da|
memutuskan baik dalam rapat atau setel
rapa melalui pernyataan tertulis kepad
semua pihak yang menghadiri rapat.

Penyedia berkewajiban untu
memperingatkan sedini mungkin Pengaw:
Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi terter
yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaa
menaikkan Haga Kontrak atau menund:
penyelesaian pekerjaan. Pengawas Peker|
dapat memerintahkan Penyedia untt
menyampaikan secara tertulis perkirae
dampak peristiwa atau kondisi tersebut di at
terhadap Harga Kontrak dan Masa
PelaksanaanPernyataan perkiraan irharus
sesegera mungkin  disampaikan  ol¢
Penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk bekerja sar
dengan Pengawas Pekerjaan untuk mence:
atau mengurangi dampak peristiwva ata
kondisi tersebut.

Setelah pekerjaa selesai 100% (seratt
persen), sesuai dengan ketentuan yai
tertuang dalam Kontrak, Penyed
mengajukan permintaan secara tertul
kepada PPK untuk serah terima pertar
pekerjaan.

PPK memerintahkan Pengawas Pekerj
untuk melakukan pemeriksaan terhada
hasil pekerjaan.

Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesua
hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifika:
yang tercantum dalam Kontrak.

Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerj:
disampaikan kepada PPK, apabila dal
pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sest
dengan ketentuan yang tercantum dala
Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PI
memerintahkan Penyedia untu
memperbaiki dan/atau melengkap
kekurangan pekerjaan.

Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerja
telah sesuai dengan ketentuan vyal
tercantum dalan Kontrak maka PPK da
Penyedia menandatangani Berita Acara Se
Terima Pertama Pekerjaan.

Pembayaran dilakukan  sebesar 9t
(sembilan puluh lima persen) dari Harga
Kontrak, sedangkan yang 5% (limaersen)
merupakan retensi selama ma
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31.7

31.8

31.9

31.10

31.11

31.12

31.13

31.14

31.15

31.16

pemeliharaan, atau @mbayaran dilakukan
sebesar 100% (seratysersan) dari Harga
Kontrak dan Penyedia harus menyerahk
Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (li
persen) dari Harga Kontrak.

Penyedia wajib memelihara hasil pekerja
selama Masa Pemeliharaan sehingga kon
tetap seperti pada saat penyerahan pertar
pekerjaan.

Masa Pemeliharaan paling singkat untt
pekerjaan permanen selama 6 (enam) bule
sedangkan untuk pekerjaan semi perman
selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampa
Tahun Anggaran. Lamanya Mas
Pemeliharaan detapkan dalam SSKK.

Setelah Masa Pemeliharaan berakt
Penyedia mengajukan permintaan secs
tertulis kepada PPK untuk penyerahan akl
pekerjaan.

Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjac
Penyedia telah melaksanakan serr
kewajibannya selama Masa Petharaan
dengan baik dan telah sesuai deng
ketentuan yang tercantum dalam Kontre
maka PPK dan Penyedia menandatanc
Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaar

PPK wajib melakukan pembayaran sisa Ha
Kontrak yang belum dibayar ata
mengembalikan Jaman Pemeliharaan.

Apabila Penyedia tidak melaksanak:
kewajiban  pemeliharaan  sebagaimal
mestinya, maka Kontrak dapat diputuske
sepihak oleh PPK dan Penyedia dikena
sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41

Setelah penandatangananan Berita Aci
Serah Terima Akhir Pekerjaan, PF
menyerahkan hasil pekerjaan kepac
PA/KPA.

PA/KPA meminta PPHP untuk melakuk
pemeriksaan administratif terhadap has
pekerjaan yang diserahterimakan.

PPHP melakukan pemeriksaan administr:
proses pengadaan barang/jasa dej
perencanaan pengadaan sampai denc
serah terima hasil pekerjaan, melipu
dokumen program/penganggaran, sure
penetapan PPK, dokumen perencane
pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persia
pengadaan, dokumen pemilihan Penyed
dokumen Kontrak dan perubahamya serta
pengendaliannya, dan dokumen serah terir
hasil pekerjaan.

Apabila hasil pemeriksaan administra
ditemukan ketidaksesuaian/kekurangar
PPHP melalui PA/KPA memerintahkan F
untuk memperbaiki dan/atau melengkap
kekurangan dokumen administratif.
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32. Pengambilalihan

33. Pedoman Pengoperasia
dan Perawatan /
Pemeliharaan

B.4 Adendum
34. Perubahan Kontrak

31.17

31.18

31.19

31.20

31.21

31.22

Hasil pemeriksaan administratif dituangka
dalam Berita Acara.

Serah terima pekerjaan dapat dilakuke
perbagian pekerjaan(secara parsial) yan(
ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.

Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan ser
terima pekerjaan sebagian ataacara parsial
yaitu:

a. bagian pekerjaan yang tidak tergantur
satu sama lainclan

b. bagian pekerjaan yang fungsinya tide
terkait satu sama lain dalam pencapai:
kinerja pekerjaan

Dalam hal dilakukan serah terima pekerjac
secara parsial, maka cara pembayay:
ketentuan denda dan kewajiban
pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.

Kewajiban pemeliharaan diperhitungka
setelah serah terima pertama pekerja
untuk bagian pekerjaan (PHO parsia
tersebut  dilaksanakan sampai Ma
Pemeliharaan bagian pekerjaan s$ebut
berakhir sebagaimana yang tercantum dale
SSKK.

Serah terima pertama pekerjaan untt
bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangke
dalam Berita Acara.

PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerijz
dalam jangka waktu tertentu setdladikeluarkan
surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

33.1

33.2

34.1

34.2

34.3

Penyedia diwajibkan memberikan petunjt
kepada PPK tentang pedoman pengopera:
dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengi
SSKK.

Apabila Penyad tidak memberikan
pedoman pengoperasian de
perawatan/pemeliharaan, = PPK  berhe
menahan uang retensi atau Jamini
Pemeliharaan.

Kontrak hanya dapat diubah melalt
adendum Kontrak.

Perubahan Kontrak dapat dilaksanak:
apabib disetujui oleh para pihak,yang
diakibatkan beberapa hal berikumeliputi:

a. perubahan pekerjaan

b. perubahanHarga Kontrak

c. perubahan jadwal pelaksanaa
pekerjaandan/atau Masa Pelaksanaan;

d. perubahan Kontrak yang disebabke
masalah administrasi.

Untuk kepeantingan perubahan Kontrak, PP
dapat meminta pertimbangan dari Pengaw
Pekerjaan danPanitia Peneliti Pelaksanas
Kontrak.
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35. Perubahan Pekerjaan

36. Perubahan Harga

37. Perubahan Jadwal
Pelaksanaan Pekerjaan
dan/atau Masa
Pelaksanaan

35.1

35.2

35.3

35.4

36.1

36.2

36.3

37.1

37.2

37.3

Dalam hal terdapat perbedaan antara kond

lapangan pada saat pelaksanaan denc

gambar dan/atau spesifikasiteknis yang

ditentukan dalam dokumen Kontrak atau ac

perintah perubahan dari PPK, PPK bersa

Penyedia dapat melakukan perubahi

pekerjaan, yang meliputi:

a. menambah dan/atau  mengurang
jenidjumlah keluararn

b. mengubah spesifikasi teknis dan/atat
gambar pekgaan; dan/atau

c. mengubah jadwal pelaksanaa
pekerjaan.

Perintah perubahan pekerjaan dibuat ole
PPK secara tertulis kepada Penyedia kemu
dilanjutkan dengan negosiasi teknis de
harga dengan tetap mengacu pada ketentu
yang tercantum dalam Kontrak awal

Hasil negosiasi tersebut dituangkan dale
Berita Acara sebagai dasar penyusur
adendum Kontrak.

Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaima
dimaksud pada pasal 35.1 mengakibatk:
penambahan Harga Kontrak, perubah:
Kontrak dilaksanakan dengan ketentue
penambahan Harga Kontrak akhir tida
melebihi 10% (sepuluhpersen) dari harga
yang tercantum dalam Kontrak awal da
tersedianya anggaran.

Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatk:
oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristin
Kompensasi.

Apabia terdapat perubahan pekerjaan, mal
penentuan harga baru dilakukan denga
negoisasi

Ketentuan ganti rugi akibat Peristiw
Kompensasi mengacu pada pasal Perist
Kompensasi.

Perubahan jadal pelaksanaan pekerjaa
dapat diakibatkan oleh:
a. perubahan pekerjaan;

b. perpanjangan Masa Pelaksanae
dan/atau

c. Peristiva Kompensasi.
Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapa
diberikan oleh PPK atas pertimbangan ya

layak dan wajar untuk halhal sebagai
berikut:

a. perubahan pekerjaan;

b. Peristiwva Kompensasi; dan/atau

c. Keadaan Kahar.

Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang pal
kurang sama dengan waktu terhentiny
Kontrak akibat Keadaan Kahar atau wak
yang diperlukan untuk menyelesaika

pekerjaan akibat dari ketentuapada pasal
37.2 huruf a atau b
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B.5 Keadaan Kahar
38. Keadaan Kahar

37.4

37.5

37.6

37.7

38.1

38.2

38.3

38.4

38.5

PPK dapat menyetujui perpanjangan Mg
Pelaksanaan atas Kontrak setelah melaku
penelitian terhadap usulan tertulis yan
diajukan oleh Penyedia dalam jangka wak
sesuai pertimbangan yang wajar setel
Penyedia meminta ppanjangan. Jike
Penyedia lalai untuk memberikan peringate
dini atas keterlambatan atau tidak dap
bekerja sama untuk mencegah keterlambat
sesegera mungkin, maka keterlambat
seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untu
memperpanjang Masa Pelaksanaan

PPK berdasarkarpertimbangan Pengawas
Pekerjaandan Panitia Peneliti Pelaksana
Kontrakharus telah menetapkan ada tidakny
perpanjangan dan untuk berapa lama,

Persetujuan perubahan jadwal pelaksana
dan/atau perpanjangan Masa Pelaksana
dituangkan dalam Adendum Kontrak.

Jika terjadi Peristiwva Kompensasi sehing
penyelesaian pekerjaan akan melamp:
Masa Pelaksanaan maka Penyedia ber
untuk meminta  perpanjangan Mas
Pelaksanaan berdasarkan data penunja
PPK berdasarkan pertimbangan Penga\
Pekejaan memperpanjand/lasa Pelaksanaa
secara tertulis. Perpanjangan Masa
Pelaksanaan harus dilakukan melalui
adendum Kontrak.

Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pa
bencana alam, bencana non alam, bence
sosial, pemogoka kebakaran, kondisi cuac
ekstrim, dan gangguan industri lainnya.

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah -h
hal merugikan yang disebabkan ole
perbuatan atau kelalaian para pihak.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK at
Penyedia memberitahukan tentangjedinya
Keadaan Kahar kepada salah satu pif
secara tertulis dalam waktu paling lambat 1
(empat belas) hari kalender sejak menyad
atau seharusnya menyadari atas kejadian a
terjadinya  Keadaan Kahar, deng:
menyertakan bukti serta hasil identifika:
kewajiban dan kinerja pelaksanaan vyar
terhambat dan/atau akan terhambat akibz
Keadaan Kahatersebut.

Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :

a. pernyataan yang diterbitkan olel
pihak/instansi yang berwenang sesu
ketentuan peraturan perundang
undangan; dan/aau

b. foto/video dokumentasiKeadaan Kaha
yang telah diverifikasi kebenarannya

PPK meminta Pengawas Pekerjaan un
melakukan penelitian terhadap penyampai:
pemberitahuan Keadaan Kahar dan buk
sebagaimana dimaksud pada pasal 38.4
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38.6

38.7

38.8

38.9

38.10

38.11

Dalam Keadaan Kahar, gagalan salah sat
Pihak untuk memenuhi kewajibannya yan
ditentukan dalam Kontrak bukan merupaka
cidera janji atau wanprestasi apabila tele
dilakukan sesuai pada pasal 38.3. Kewajib
yang dimaksud adalah hanya kewajiban d:
kinerja pelaksanaan terhada
pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdamps
dan/atau akan terdampak akibat dat
Keadaan Kahar

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar
pelaksanaan Kontrak dapat dihentika
Penghentian Kontrak karengeadaan Kaha
dapat bersifat

a. sementara hingga Keadaan Kah
berakhir; atau

b. permanen apabila akibat Keadaan Kat
tidak memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Penghentian Kontrak karengeadaan Kaha
dilakukan secara tertulis oleh PPK deng
disertai alasan penghentian pekerjaan.

Dalam hal pelaksanaan Korak dilanjutkan,
para pihak dapat melakukan perubaha
Kontrak. Masa Pelaksanaan dag
diperpanjang sekurangkurangnya sama
dengan jangka waktu terhentinya Kontra
akibat Keadan Kahar. Perpanjangan Me
Pelaksanaan dapat melewati Tah
Anggaran.

Selama masaKeadaan Kahar jika PPK
memerintahkan secara tertulis kepac
Penyedia untuk sedapat mungk|
meneruskan pekerjaan, maka Penyel
berhak untuk menerima pembayara
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak di
mendapat penggantian biaya yang waj
sesuai dengan kalisi yang telah dikeluarkar
untuk bekerja dalam Keadaan Kahar
Penggantian biaya ini harus diatur dala
suatu adendum Kontrak.

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentika
para pihak menyelesaikan hak dan kewajibi
sesuai Kontrak. Penyedia berhak unt
meneima pembayaran sesuai deng:
prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan ya
telah dicapai setelah dilakuka
pengukuran/pemeriksaan bersama  ate
berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dkakan karena terjadi
Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud padsal

39. Penghentian Kontrak

40. Pemutusan Kontrak

38.
40.1

40.2

Pemutusan Kontrak dapat dilakukan ol&PK
atau Penyedia.

Pemutusan kontrak dilakukan sekurang
kurangnya 14 (empat belas) hari kalende
setelah  PPKPenyedia menyamp&an
pemberitahuan rencana Pemutusan Kontr
secara tertulis kepada PenyedrP?K.
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40.3

41. Pemutusan Kontrak olel 41.1
PPK

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontra
oleh salah satu pihak maka PPK memba
kepada Penyedia sesuai dengan pencapi
prestasi pekerjaan yang telah diterima ol
PPK dikurang denda yang harus dibaya
Penyedia (apabila ada), serta Penye
menyerahkan semua hasil pelaksana
kepada PPK dan selanjutnya menjadi
milik PPK.

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 12¢

Kitab UndangUndang Hukum PerdatalPPK

dapat melakukan pemutusan Kontra

apabila:

a. Penyedia terbukti melakukan KK
kecurangan dan/atau pemalsuan dalal
proses pengadaan yang diputuskan ol
Instansi yang berwenang

b. pengaduan tentang penyimpanga
prosedur, dugaan KKN dan/ata
pelanggaran persainga sehat dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/J:
dinyatakan benar oleh Instansi yar
berwenang;

Penyedia berada dalam keadaan pailit;

d. Penyedia terbukti dikenakan Sank
Daftar Hitam sebelum penandatangan:
Kontrak;

e. Penyedia gagal memperbaiki kiner
setelah mendapat Surat Peringata
Kontrak Kritisberturut-turut sebanyak 3
(tiga) kali;

f. Penyedia tidak mempertahanks
berlakunya Jaminan Pelaksanaan;

g. Penyedia lalai/cidera janji dalan
melaksanakan kewajibannya dan tide
memperbaiki kelalaiannya dalam jangk
waktu yang telah ditetapkan;

h. berdasarkan penelitian PPK, Penye
tidak akan mampu menyelesaika
keseluruhan pekerjaan walaupui
diberikan kesempatan sampai dengan !
(lima puluh) hari kalender sejak mas
berakhirnya pelaksanaan pekerjae
untuk menyelesaikan pedjaan;

i. setelah diberikan kesempate
menyelesaikan pekerjaan sampai deng
50 (lima puluh) hari kalender sejak mas
berakhirnya pelaksanaan pekerjaa
Penyedia tidak dapat menyelesaik
pekerjaan;

o

J. Penyedia menghentikan  pekerjae

selama 28 (dua puluh delagm) hari
kalender dan penghentian ini tidal
tercantum dalam jadwal pelaksanaar
pekerjaan serta tanpa persetujual
pengawas pekerjagratau

k. Penyedia mengalihkan seluruh kontre
bukan dikarenakan pergantian nam
Penyedia.
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42. Pemutusan Kontrak olel
Penyedia

43. Berakhirnya Kontrak

44. Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan
dan Kontrak Kritis

41.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakuka

pada Masa Pelaksanaan karena kesala
Penyedia, maka:

a. Jminan Pelaksanaan dicairkan;

b. dsa uang muka harus dilunasi ole
Penyedia atau Jaminan Uang Mul
dicairkan (apabila diberikan);

c. Penyedia membayar denda (apabila ad
dan

d. Penyedia dikenakan Sanksafbar Hitam

41.3 Pencairan jaminan sebagaimana dimaks

pada pasal 41.2 di atas, dicairkan de
disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.

41.4 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakuka

pada Masa Pemeliharaan karena kesalal
Penyedia, maka:

a. PPK berhak untuk tidak membay:
retensi atau Jaminan Pemeliharaa
dicairkan untuk membiayai
perbaikan/pemeliharaan; dan

b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitau

415 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunac

uang retensi atau uang pencairan Jamin
Pemeliharaan untuk membiaye
pembiayaan/pemeharaan maka PPK waiji
menyetorkan sebagaimana ditetapkan dal:
SSKK.

41.6 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontra

secara sepihak oleh PPK karena kesala
Penyedia, maka Pokja Pemilihan daj
menunjuk pemenang cadangan berikutny
pada paket pekerjaan yang samatau
Penyedia yang mampu dan memenuhi syal

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kit
UndangUndang Hukum PerdataPenyedia dapa
melakukan pemutusan Kontrak apabila:

a.

Setelah  mendapatkan  persetujuan PPK
Pengawas Pekerjpaamemerintahkan Penyedi
untuk menunda pelaksanaan pekerjaan ate
kelanjutan pekerjaan, dan perintahtersebut
tidak ditarik selam&8 (dua puluh delapan) hari
kalender;

PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagit
angsuan sesuai dengan vyang disepak
sebagaimana tercantum dala8SKK.

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai c
hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dale
Kontrak sudah terpenuhi.

44.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanak

pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK ha
memberikan peringatan secara tertulis ate
memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

44.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:

a. Dalam periode | (rencana fisil
pelaksanaan0% - 70% dari Kontrak),
selisin keterlambatan antara realisa
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44.3

45. Pemberian Kesempatar 45.1

fisik pelaksanaan dengan rencana leb
besar 10%

b. Dalam periode Il (rencana fisil
pelaksanaan 70% 100% dariKontrak),
selisin keterlambatan antara realisa
fisik pelaksanaan dengan rencarebih
besar 5%;

c. Dalam periode Il (rencana fisil
pelaksanaan 70% 100% dariKontrak),
selisin keterlambatan antara realisa
fiskk pelaksanaan dengan rencar
pelaksanaan kurang dari 5% dan ake
melampaui tahun anggaran berjalan.

Penanganan kontrak kritisithkukan dengan

rapat pembuktian &how cause

meetingSCM)

a. Pada saat Kontrak dinyatakan Kkriti
Pengawas Pekerjaan memberik
peringatan secara tertulis kepac
Penyedia dan selanjutny
menyelenggarakan Rapat Pembukti
(SCM) Tahap 1.

b. Dalam SCM Tahap |, PPWengawas
Pekerjaan dan Penyedia membahas (
menyepakati besaran kemajuan fis
yang harus dicapai oleh Penyedia dale
periode waktu tertentu (uji cobe
pertama) yang dituangkan dalam Beri
Acara SCM Tahap I.

c. Apabila Penyedia gagal pada uji co
pertama, maka PPK menerbitkan Sur
Peringatan Kontrak Kritis | dan haru
diselenggarakan SCM Tahap Il yai
membahas dan menyepakati besar
kemajuan fisik yang harus dicapai ole
Penyedia dalam waktu tertentu (uji cok
kedua) yang dituangkan dalam Beri
Acara S™ Tahap Il

d. Apabila Penyedia gagal pada uji co
kedua, maka PPK menerbitkan Su
Peringatan Kontrak Kritis Il dan haru
diselenggarakan SCM Tahap Il yai
membahas dan menyepakati besar
kemajuan fisik yang harus dicapai ole
Penyedia dalam waktu tertéum (uji coba
ketiga) yang dituangkan dalam Berit
Acara SCM Tahap Ill.

e. Apabila Penyedia gagal pada uji co
ketiga, maka PPK menerbitkan Sui
Peringatan Kontrak Kritis Ill dan PF
dapat melakukan pemutusan Kontre
secara sepihak denga
mengesampingkan Pals1266 dan 1267
Kitab UndangUndang Hukum Perdata.

f. Apabila uji coba berhasil, namun pad
pelaksanaan pekerjaan  selanjutn
Kontrak dinyatakan kritis lagi make
berlaku ketentuan SCM dari awal.

Dalam hal diperkirakan Penyedia gag
meryelesaikan pekerjaan sampai Ma
Pelaksanaan berakhir, namun PPK men
bahwa Penyedia mampu menyelesaik
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pekerjaan, PPK  dapat  memberik:
kesempatan kepada Penyedia unt
menyelesaikan pekerjaan.

45.2 Pemberian kesempatan kepada Penye
untuk menyelesaikan gkerjaan dimuat
dalam adendum Kontrak yang didalamny
mengatur:

a. waktu pemberian kesempata
penyelesaian pekerjaan;

b. pengenaan sanksi denda keterlambat
kepada Penyedia;

Cc. perpanjangan masa berlaku Jamine
Pelaksanaan; dan

d. sumber dana untuk membiaye
penyeleaian sisa pekerjaan yang ake
dilanjutkan ke  Tahun  Anggarar
berikutnya dari DIPA Tahun Anggara

berikutnya, apabila pemberiar
kesempatan melampaui Tahu
Anggaran.

45.3 Pemberian kesempatan kepada Penye
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan
(ima puluh) hari kalender, sejak Mas:
Pelaksanaan berakhir.

45.4 Pemberian kesempatan kepada Penye
untuk menyelesaikan pekerjaan dap
melampaui Tahun Anggaran.

46. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, he
pekerjaan sementara yang masih berada di lok
kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalai
atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaat
sepenuhnya oleh  PPK tanpa  kewajib
perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kemb:
semua peninggalan tersebut oleh Penyedia ha
dapat dilakukan setelah mempertimbangks
kepentingan PPK.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

47. Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajibarkewajiban
Penyedia yang harus dilaksanakan olehPenyedia dalam
melaksanakan Kontrak, meliputi :

a. menerima pembayaran untuk pelaksanai
pekerjaan sesuai deag hargadan ketentuan
yang telahditetapkandalam Kontrak;

b. meminta fasilitasfasilitas dalam bentuk saran
dan prasarana dari PPK untuk kelancar:
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentL
Kontrak;

c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan seci
periodik kepada PPK;

d. melaksanakan, menyelesaikan di
menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jady
pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang te
ditetapkan dalam Kontrak;

e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerje
secara cermat, akurat dan penuh tanggui
jawab dengan menyediakantenaga Kkerja,
bahanbahan, peralatan, angkutan ke atau de
lapangan, dan segala pekerjaan perman
maupun sementara yang diperlukan untu
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pelaksanaan, penyelesaian dan perbaik
pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

f. memberikan keterangaiketerangan yang
diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanae
yang dilakukan PPK;

g. mengambil langkahlangkah yang memada
dalam rangka memberi perlindungan kepac
setiap orang yang berada di tempat kel
maupun masyarakat dan lingkungan sekit:
yang berhubungan dengan pemindahdrahan
baku, penggunaan peralatan kerja konstruk
dan proses produksi;

h. melaksanakan semua perintah Pengav
Pekerjaan yang sesuai dengan kewenan
Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;

i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibe
lingkup pekerjaan ditentuka di SSKK.

48. Penggunaan Dokumen Penyedia tidak diperkenankan menggunakan d
Dokumen Kontrak dan menginformasikan dokumemkontrak atau dokumen

Informasi

49. Hak Kekayaan
Intelektual

lainnya yang berhubungan dengaKontrak untuk
kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi tekr
dan/atau gambargambar, serta informasi lain yan
berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izir
tertulis dari PPK sesuai ketentuan peratur
perundangundangan.

Penyedia wajib melindungPPKdari segala tuntutan
atau klaim dari pihak ké&ga yang disebabkal
penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekay
Intelektual oleh Penyedia.

50. Penanggungan Risiko 50.1 Penyedia berkewajiban untuk melindung

membebaskan, dan menanggung tanpa be
PPK beserta instansinya terhadap sem
bentuk tuntutan, tanggng jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan at:
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukur
dan biaya yang dikenakan terhadapPK
beserta instansinya (kecuali kerugian yai
mendasari tuntutan tersebut disebabk:
kesalahan atau kelalaian beratPPK
sehubungan dengan klaim yang timbul da
hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mule
Kerja sampai dengan Tanggal Penyeral
Akhir Pekerjaan :

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dz
harta benda Penyedia, Spdnyedia (jika
ada), dantenaga kerja kostruksi,

b. cidera tubuh, sakit atau kematiaf@naga
kerja konstruks;j

c. kehilangan atau kerusakan harta bend
dan cidera tubuh, sakit atau kematia
pihak ketiga

50.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja samg
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerja
semua risilo kehilangan atau kerusakan has
pekerjaan ini, bahan dan perlengkape
merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugie
atau kerusakan tersebut diakibatkan ol
kesalahan atau kelalaian PPK.
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51. Perlindungan Tenaga
Kerja

52. Pemeliharaan
Lingkungan

53. Asuransi

50.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki ole
Penyedia tidak membatasi Wajiban
penanggungan dalam pasal ini.

50.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap ha
pekerjaan atau bahan yang menyatu deng
hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kel
sampai dengan Tanggal Penyerahan Ak
Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki ole
Penyedia tas tanggungannya sendiri jiki
kehilangan atau kerusakan tersebut terja
akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

51.1 Penyedia dan Sypeenyedia berkewajiban ata
biaya sendiri untuk mengikutsertakahenaga
Kerja Konstruksinyapada pogram Badan
Penyelenggara Jaminan  Sosial (BF
Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dal
peraturan perundangundangan.

51.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi de
memerintahkanTenaga Kerja Konstruksiny
untuk mematuhi peraturan keselamata
kerja. Pada waktupelaksanaan pekerjaar
PenyedidbesertaTenaga Kerja Konstruksiny
dianggap telah membaca dan memaha
peraturan keselamatan kerja tersebut.

51.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediaki
kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksir
(termasuk  Tenaga Kerja  Konstruk
Subpenyedia, jika ada) perlengkap:
keselamatan kerja yang sesuai dan memac

51.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyec
untuk melaporkan kecelakaan berdasark:
hukum vyang berlaku, Penyedia waji
melaporkan kepada PPK mengenai sei
kecelakaan yang timbul sehubgan dengan
pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 2
(dua puluh empat) jam setelah kejadian.

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langka
langkah yang memadai untuk melinduncg
lingkungan baik di dalam maupun di luar tempe
kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhad:
pihak ketiga dan harta bendanya sehubung
dengan pelaksanaan Kontrak jnisesuai dengat
ketentuan peraturan perundangindangan yang
mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hiduj

53.1 Penyedia wajib menyediak asuransi sejal
SPMK sampai dengamanggal Penyeraha
Akhir  Pekerjaan untuk barang yang
mempunyai  risiko  tinggi  terjadinye
kecelakaardalampelaksanaan pekerjaan at:
segala risiko terhadap kecelakaan, kerusak
akibat kecelakaan kehilangan, serta risik
lain yang tidak dapat diduga

53.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi b:
pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan
lokasi kerja.

53.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungk:
dalam penawaran dan termasuk dalam Har
Kontrak.
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54. Tindakan Penyedia yan 54.1
Mensyaratkan
Persetujuan PPK atau
Pengawas Pekerjaan

54.2

55. Laporan Hasil Pekerjaa 55.1

55.2

55.3

55.4

55.5

Penyedia berkewajiban untuk mendapatki:
lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelt
melakukan tindakantindakan berikut:

a. mensubkontrakkan sebagian pekerjas
dalam LampiranA SSKK

b. menunjuk Personel Manajerial yang
namanya tidak tercantum dalan
LampiranA SSKK

c. mengubah atau memutakhirkarRMPK
dan RKK;

d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

Penyedia berkewajiban untuk mendapatk:
lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawi
Pekerjaan sebelum melakukan tindaka
tindakan berikut:

a. melaksanakan setiap tahapan pekerja
berdasarkan rencana kerja dan metou

kerja;

b. mengubah syarat dan ketentuan pol
asuransi;

c. mengubah Person&llanajerialdan/atau
PeralatarUtamg

d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selar
pelaksanaan kontrak untuk menetapke
volume pekerjaan atau kegiatan yang tel
dilaksanakan guna pembayaran ha:
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjai
dituangkan dalam laporan kemajuan has
pekerjaan.

Untuk keperingan pengendalian dar
pengawasan pelaksanaan pekerjaan, selul
aktivitas  kegiatan  pekerjaan  diloka:
pekerjaan dicatat dalam buku harian sebag
bahan laporan harian pekerjaan yang beri
rencana dan realisasi pekerjaan harian.

Laporan harian berisi:

a. jenis dan kuantitas bahan yang berada
lokasi pekerjaan;

b. penempatan tenaga kerjakonstruksi
untuk tiap macam tugasnya,

jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

d. jenis dan Kkuantitas pekerjaan yan
dilaksanakan;

e. keadaan cuaca termasuk hujan, ban
dan peristwa alam lainnya yang
berpengaruh  terhadap  kelancara
pekerjaan; dan

f. catatancatatan lain yang berkenaa
dengan pelaksanaapekerjaan

Laporan mingguan terdiri dari rangkumar
laporan harian dan berisi hasil kemajuan fis
pekerjaan dalam periode satu minggwer&a
hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

o

Laporan bulanan terdiri dari rangkumar
laporan mingguan dan berisi hasil kemajue
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56. Kepemikan Dokumen

57. Kerjasama Antara
Penyedia dan
Subpenyedia

fisik pekerjaan dalam periode satu bula
serta halhal penting yang perlu ditonjolkan.

55.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanas
pekerpan konstruksi, PPK dan Penyei
membuat fotefoto dokumentasi dan vide:
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerja
sesuai kebutuhan.

55.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyec
diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, ¢
disetujui oleh PPK/ pihak PPK.

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, des
laporan, dan dokumerdokumen lain serta piranti
lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarl
Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak miliRPK
Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan a
penghentian atauakhir Masa Kontrak berkewajibar
untuk menyerahkan semua dokumen dan pirar
lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada P
Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salir
tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatas
(ika ada) nengenai penggunaan dokumen de
piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatt
dalam SSKK.

57.1 Penyedia hanya boleh melakukan subkontr
sebagian pekerjaan utama kepada Penye
Spesialis dan/atau  pekerjaan  bak
pekerjaan utama kepada Penyedia Us:
Kecil.

57.2 Penyedia tetap bertanggung jawab al
bagian pekerjaan yang disubkontrakke
tersebut

57.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan ate
mensubkontrakkan pekerjaan.

57.4 Apabila Penyedia yang ditunjuk merupake
Penyedia UsahaKecil, maka pekerjaar
tersebut harus dilaksanakan sendiri ole
Penyedia yang ditunjuk dan dilaran
dialihkan atau disubkontrakkan kepada pihe
lain.

57.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakuk
kerjasama dengan Subpenyedia hanya bac
melaksanakan sesuai dengalaftar bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan (apabi
ada) yang dituangkan dalam Lampiran
SSKK.

57.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan ye
Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tide
boleh diubah kecuali atas persetujuan tertu
dari PPK dan dituangkan dalamdandum
Kontrak.

57.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia
Subpenyedia diawasi oleh  Pengaw
Pekerjaan dan Penyedia melaporkan sec
periodik kepada PPK.

57.8 Apabila Penyedia melanggar Kketentu:
sebagaimana diatur pada pasal 57.4 atau 5°
maka akan dikenakan denda senilai
pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
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58. Penyedia Lain

59. Alih

Pengalaman/Keabhlian

60. Pembayaran Denda

61. Jaminan

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama ¢
menggunakan lokasi kerja termasuk jalan aks
bersamasama dengan Penyedia Lain (jika ada) c
pihak-pihak lainnya yang berkepentingan ataskiasi
kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberil
jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstru
dengan nilai pagu anggaran di atas
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
Penyedia  diwajibkan memberikan alih
pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui
sistem kerja praktek/magang sesuai dengan juml
yang disepakati pada saat Rapat Persia
Penunjukan Penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk membayar san
finansial berupadenda sebagai akibat wanpreste
atau cidera janji terhadap kewajibakewajiban
Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengena#landa
dengan memotong angsuran pembayaran pres
pekerjaan Penyedia. Pembayaradenda tidak
mengurangi tanggungawab kontraktual Penyedia.

61.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksana
Kontrak ini dapat berupa bank garansi ate
surety bondJaminan bersifat tidak bersyare
mudah dicairkan, dan harus dicairkan ole
penerbit jaminan paling lambat 14 (empe
belag hari kerja setelah surat perintal
pencairan dari PPK atau pihak yang dibe¢
kuasa oleh PPK diterima.

61.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum han
telah ditetapkan/mendapat rekomendasi da
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

61.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jami
Uang Muka dan Jaminan Pemelihara:
sebagai berikut:

a. paket pekerjaan sampai denge
Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) dapat diterbitkan oleh

1) Bank Umum;
2) Perusahaan Asuransi;
3) Perusahaan Penjaminan;

4) lembaga keuangan khusus yar
menjalankan usaha di biang
pembiayaan, penjaminan, da
asuransi untuk mendorong ekspc
Indonesia sesuai dengan ketentu
peraturan perundangundangan di
bidang lembaga pembiayaan eksp
Indonesia; atau

5) Konsorsium Perusahaan Asurar
Umum/Konsorsium Lembag:
Penjaminan/Konsorsium
Perusahaan Penjaminan  yar
mempunyai  program  asurans
kerugian (suretyship.

b. paket pekerjaan di ata

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah) dapat diterbitkan oleh

1) Bank Umum; atau
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61.4

61.5

61.6

61.7

61.8

61.9

61.10

61.11

61.12

D. HAK DAN KEWAJIBARPK

2) Konsorsium Perusahaan Asurar
Umum/Konsorsium Lembag:
Penjaminan/Korsorsium
Perusahaan  Penjaminan  yar
mempunyai  program  asurans
kerugian (suretyship.

Jaminan Pelaksanaan diberikan kepad&K
setelah diterbitkannya Surat Penunjuke
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) seb:
dilakukan Penandatanganan Kontrak deng
besar:

a. 5% (ima persan) dari Harga Kontrak;
atau

b. 5% (lima persa) dari nilai total HPS
untuk harga penawaran atau penawara
terkoreksi di bawah 80% (delapan pulu
persen) nilai total HPS.

Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan pal

kurang sejak tanggalpenandatanganaan

Kontrak sampai dengafanggal Penyeraha

Pertama Pekerjaan (Provisional  Hanc

OvelPHO).

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan sete
pekerjaan dinyatakan selesai 100% (sera
persen) dan diganti dengan Jamina
Pemeliharaan atau menahan uang retel
sebesab% (limapersen) dari Harga Kontrak;

Jaminan Uang Muka diberikan kepa&d&PK
dalam rangka pengambilan uang muk
yang besarannypaling kurang sama dengal
besarnya uang mukgang diterima Penyedie

Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurang
secara propwsional sesuai dengan sisa ual
muka yang diterima.

Masa berlakunya Jaminan Uang Muka palir
kurang sejak tanggal persetujuan pemberi
uang muka sampai dengan Tangg
Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO)

Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada F
setelah pkerjaan dinyatakan selesai 100
(seratuspersen).

Pengembalian Jaminan Pemelihar
dilakukan paling lambat 14 (empat belas
hari kerja setelah Masa Pemeliharaan sele
dan pekerjaan diterima dengan baik sest
dengan ketentuarkontrak.

Masa berlaku Jamima Pemeliharaan paling
kurang sejak Tanggal Penyerahan Perta
Pekerjaan sampai dengan Tang(
Penyerahan Akhir PekerjaanFipal Hand
Over/FHO,.

62. Hak dan Kewajiban PP} Hak-hak yang dimiliki serta kewajibarkewajiban

yang

harus dilaksaamkan oleh PPK dalam

melaksanakan Kontrak, meliputi :

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan ya
dilaksanakan oleh Penyedia;

128

JDIH Kementerian PUPR



63. Fasilitas

64. Peristiwa Kompensasi

f.

menerima laporanlaporan secara periodit
mengenai  pelaksanaan pekerjaan ya
dilaksanakan oleh Penyedia;

menerima hasil pekerjaan sesudengan jadwal
penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang tel
ditetapkan dalam Kontrak.

membayar pekerjaan sesuai dengan harga vy:
tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapke
kepada Penyedia;

memberikan fasilitas berupa sarana d:
prasarana yang dibwthkan oleh Penyedia untul
kelancaran pelaksanaan pekerjaan ses
ketentuan Kontrak; dan

menilai kinerja Penyedia.

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana
prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) ya
tercantum dalam SSKK untuk kelzaran pelaksanar
pekerjaan ini.

64.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepe

Penyedia yaitu:

a. PPK mengubah jadwabekerjaan yang
dapat mempengaruhi  pelaksanae
pekerjaan;

b. keterlambatan = pembayaran  kepac
Penyedia;

c. PPK tidak memberikanagnbargambar,
spesifikasi dan/atau instruksi sesu:
jadwal yang dibutuhkan;

d. Penyedia belum bisa masuk ke loki
sesuai jadwal dalam kontrak;

e. PPK menginstruksikan kepada pihi
Penyedia untuk melakukan penguijia
tambahan yang setelah dilaksanaki
pengujian ernyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

f. PPK memerintahkan penundae
pelaksanaan pekerjaan;

g. PPK memerintahkan untuk mengate
kondisi tertentu yang tidak dapat didug
sebelumnya  dan disebabkéilak
disebabkaroleh PPKatau

h. ketentuan laindalam SSKK.

64.2 Jika Peristiwva Kompensasi mengakibatk

pengeluaran tambahan dan/atat
keterlambatan penyelesaian pekerjaan me
PPK berkewajiban untuk membayar gal
rugi dan/atau memberikan perpanjangat
Masa Pelaksanaan.

64.3 Gantirugi akibat Peristiwva Kompensdmnya

dapat dibayarkan jika berdasarkan da
penunjang dan perhitungan kompensasi yal
diajukan oleh Penyedia kepada PPK, de
dibuktikan kerugian nyata.

64.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya de¢

diberikan jika berdasarkan data penunjar
dan perhitungankompensasi yang diajuka
oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktil
perlunya tambahan waktu akibat Peristiw
Kompensasi.
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64.5 Penyedia tidak berhak atas ganti ru
dan/atau perpanjangan Masa Pelaksana
jlka Penyedia gagal atau lalai untu
memberikan  peringata  dini  dalam
mengantisipasi atau mengatasi damp
Peristiwva Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

65. Tenaga Kerja Konstruks 65.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang beke
pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifika
kompetensi kerja.

65.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Perso
Manajerial yang bekerja/akan bekerja pad
pekerjaan ini dan belum memiliki sertifika
kompetensi kerja, maka Penyedia wa
memastikan dipenuhinya persyarata
sertifikat kompetensi kerja sepanjang Ma
Pelaksanaan.

66. Personel Manajerial 66.1 Personel Manajerial yang ditempatkan d:
dan/atau Peralatan dipekerjakan harus sesuai dengan vya
Utama tercantum dalam Lampiran A SSKK.

66.2 Peralatan Utama yang ditempatkan di
digunakan untuk pelaksanaan pekerjae
adalah peralatan yang Ik dan harus sesua
dengan yang tercantum dalam Lampiran
SSKK.

66.3 Penggantian Personel Manajerial dan/ate
Peralatan Utama tidak boleh dilakuke
kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK d
dituangkan dalam adendum Kontrak.

66.4 Jika penggantian Personel Maeapl
dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukar
maka Penyedia berkewajiban  untL
menyediakan pengganti dengan kualifika
yang setara atau lebih baik dari tenaga ke
konstruksi  dan/atau  peralatan  yan(
digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

66.5 PPK dapat meretujui
penempatan/penggantian Person
Manajerial dan/atau Peralatan Utam
menurut kualifikasi yang dibutuhkan setela
mendapat rekomendasi dari Pengaw
Pekerjaan.

66.6 Jika PPK menilai bahwa Personel Manajeri

1) tidak mampu atau tidak dapat melakuka
pekerpan dengan baik;

2) berkelakuan tidak baik; dan/atau

3) mengabaikan pekerjaan yang menja
tugasnya;

maka Penyedia  berkewajiban  untL

menyediakan pengganti dan menjam

Personel Manajerial tersebut meninggalki

lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) har

kalender sg@k diminta oleh PPK

66.7 Personel Manajerial berkewajiban untu

menjaga kerahasiaan pekerjaannya. J

diperlukan oleh PPK, Personel Manajer

dapat sewaktewaktu disyaratkan untuk

menjaga kerahasiaan pekerjaan di baw.

sumpah.

130

JDIH Kementerian PUPR



66.8 Apabila ada penambahan PersoManajerial
dan/atau Peralatan Utama mak
penambahan tersebut harus mendag
persetujuan terlebih dahulu dari PPK de
dituangkan dalam Lampiran A SSKK.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

67. Harga Kontrak 67.1 PPK membayar kepada Penyedia ai
pelaksanaan pekerjaan dalamKontrak
sebesar Harga Kontrak.

67.2 Harga Kontrak telah memperhitungka
meliputi :
a. beban pajak;

b. keuntungan dan biayaoverhead(biaya
umum);

c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan

d. biaya penyelenggaraan keamanan d
kesehatan kerja serta keselamat
konstruksi.

68. Pembgaran 68.1 Uang Muka

a. Uang muka dibayar untuk membiaye
mobilisasi peralatan/tenaga  kerj;
konstruksi, pembayaran uang tanda ja
kepada pemasok bahan/materic
dan/atau untuk persiapan teknis lain.

b. Untuk usaha kecil, uang muka dap:
diberikan paling tinggi 30% (ga puluh
persean) dari Harga Kontrak.

c. Untuk usahanon kecil uang muka dapat
diberikan paling tinggi 20% (dua pulur
persen) dari Harga Kontrak.

d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muk
dapat diberikan paling tinggil5% (lima
belaspersen) dari Harga Kontrak.

e. Besaran uang muka ditentukan dalai
SSKK dan dibayar setelah Penye
menyerahkan Jaminan Uang Muk
paling sedikit sebesar uang muka yal

diterima.
f. Dalam hal diberikan uang muka, mak
Penyedia harus mengajuka

permohonan pengambilan uang muk
secara tertulis kepada PPK disert:
dengan rencana penggunaan uang mul
untuk melaksanakan pekerjaan sest
Kontrak dan rencana pengembaliannye

g. PPKharus mengajukan Surat Permintac
Pembayaran (SPP) kepada Pejak
Penandatangananan  Surat Perint
Membayar (PPSPM)ntuk permohonan
tersebut pada huruff, paling lambat7
(tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uan
Muka diterima

h. Pengembalian uang muka hart
diperhitungkan berangsuwangsur secare
proporsional pada setiap pembayare
prestasi pekerjaan dan paling lamb.
harus Ilunas pada saat pekerjaa
mencapai prestasi 100% (seratpsrsen).

68.2 Prestasi pekerjaan
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Pembayaran prestasi hasil pekerjaan ye
disepakati dilakukan oleh PPK, deng
ketentuan:

a. Penyedia telah mengajukan tagihe
disertai laporan  kemajuan has
pekerjaan;

b. pembagran dilakukan tidak boleh
melebihi kemajuan hasil pekerjaan yar
telah dicapai dan diterima oleh PPK;

c. pembayaran dilakukan terhada|
pekerjaan yang sudah terpasang;

d. pembayaran dilakukan dengarsistem
termin yangketentuanlebih lanjut diatur
dalam SSKK;

e. pembayaran harusnemperhitungkan:

1) angsuran uang muka;
2) denda (apabila ada);
3) pajak; dan/atau

4) uang retensi

f. untuk Kontrak yang mempunya
subkontrak, permintaan pembayara
harus dilengkapi bukti pembayaral
kepada seluruh Subpenyedia sesi
dengan prestasi pekexgn. Pembayaral
kepada Subpenyedia dilakukan sesi
prestasi  pekerjaan yang  seles
dilaksanakan oleh Subpenyedia tan
harus menunggu pembayaran terlebi
dahulu dari PPK;

g. pembayaran terakhir hanya dilakukal
setelah pekerjaan selesai 100% (sera
persen) dan Berita AcaraSerah Terime
Pertama Pekerjaan ditandatangani ol
PPK dan Penyedia;

h. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) har
kerja setelah pengajuan permintaa
pembayaran dari Penyedia diterima
harus sudah  mengajukan  Sur:
Permintaan Pembayaran kepada Peta
Penandatanganan Surat Perint:
Membayar (PPSPM)

i. apabila terdapat ketidaksesuaian dale
perhitungan angsuran, tidak akal
menjadi alasan untuk  menund;
pembayaran. PPK dapat memir
Penyedia untuk menyampaika
perhitungan prestasi sementara dengi
mengesarpingkan hakhal yang sedanc
menjadi perselisihan.

68.3 Denda dan Ganti Rugi

a. Denda merupakan sanksi finansial yar
dikenakan kepada Penyedia, antara la
denda keterlambatan dalam penyelesai
pelaksanaan pekerjaan, denc
keterlambatan dalam perbaikan Cac
Mutu, denda terkait pelanggaral
ketentuan subkontrak.

b. Ganti rugi merupakan sanksi finansie
yang dikenakan kepada PPK maup
Penyedia karena terjadinya cidel
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69. Hari Kerja

69.1

69.2

69.3

69.4

69.5

janjilwanprestasi. Besarnya sanksi gar
rugi adalah sebesar nilai kerugian yar
ditimbulkan.

c. Besarya denda keterlambatan yan
dikenakan kepada Penyedia at
keterlambatan penyelesaian pekerjai
adalah:

1) 1A (satu perser
bagian Kontrak yang tercantun
dalam Kontrak (sebelum PPN); ata

2) 1A (satu perser
Kontrak (sebelum PPN);

seslai yang ditetapkan dalam SSKK.

d. Besarnya ganti rugi sebagai akib
Peristiwa Kompensasi yang dibayar ol
PPK atas keterlambatan pembayat
adalah sebesar bunga dari nilai tagihe
yang terlambat dibayar, berdasarke
tingkat suku bunga yang berlaku pad
sad itu menurut ketetapan Ban}
Indonesia, sepanjang telah diputuske
oleh lembaga yang berwenang;

e. Pembayaran denda dan/atau ganti rut
diperhitungkan dalam pembayarai
prestasi pekerjaan.

f. Ganti rugi kepada Penyedia dap
mengubah Harga Kontrak setele
dituangkan dalam adendum kontrak.

g. Pembayaran ganti rugi dilakukan ole
PPK, apabila Penyedia telah mengajul
tagihan disertai perhitungan dan data
data.

Orang hari standar atau satu hari oran
bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas
(tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jan
istirahat.

Penyedia tidak diperkenankan melakuke
pekerjaan apapun di lokasi kerja pada wak
yang secara ketentuan peraturan perundan
undangan dinyatakan sebagai hari libur ate
di luar jam kerja normal, kecuali:

a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
b. PPK memberikan izin; atau

Cc. pekerjaan tidak dapatditunda, atau
untuk keselamatan/perlindungan
masyarakat, dimana Penyedia harus
segera memberitahukan  urgensi
pekerjaan tersebutkepada Pengawas
Pekerjaan dan PPK

Semua pekerjaibdayar selama hari kerja dai
datanya disimpan oleh Penyedia. Daft
pembayaran masingnasing pekerja dapa
diperiksa oleh PPK.

Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar har
kerja efektif dan jam kerja normal haru
mengikuti  ketentuan  Menteri  yan(
membidangiketenagakerjaan.

Pelaksanaan pekerjaan di luar hari ker
efektif dan/atau jam kerja normal harus
diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.
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70. Perhitungan Akhir

71. Penangguhan

G. PENGAWASAN MUTU

72. Pengavasan dan
Pemeriksaan

73. Penilaian Pekerjaan
Sementara oleh PPK

74. Pemeriksaan dan
Pengujian Cacat Mutu

70.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaa
terakhir dilakukan setelah pekerjaan seles
100% (seratugpersan) dan berita acara seral
terima pertama pekerjaan telah
ditandatangani oleh kedupihak.

70.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakuka
Penyediaberkewajiban untuk menyerahkatr
kepada Pengawas Pekerjaan perhitung
nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PF
berdasakan hasil penelitian tagihan olet
Pengawas Pekerjaan berkewajiban unt
menerbitkan SPP untuk pembayaran tagih
angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh’
hari kerja terhitung sejak tagihan dai
dokumen penunjang dinyatakan lengkap de
diterima oleh Pengaas Pekerjaan.

71.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran se
angsuran prestasi pekerjaan Penyedia |
Penyedia gagal atau lalai memenu
kewajiban kontraktualnya, termasul
penyerahan setiap Hasil Pekerjaan ses
dengan waktu yang telah ditetapkan

71.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepe
Penyedia tentang penangguhan hi
pembayaran, disertai alasaslasan yang jela:
mengenai penangguhan tersebut. Penye
diberi kesempatan untuk memperbaiki dala
jangka waktu tertentu.

71.3 Pembayaran yang ditangguhkanharus
disesuaikan dengan proporsi kegagalan ai
kelalaian Penyedia.

71.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguf
pembayaran akibat keterlambata
penyerahan pekerjaan dapat dilakuke
bersamaan dengan pengenaan denda kep
Penyedia.

PPK berwenang melakukan pengawasan d:
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan vy
dilaksanakan  oleh  Penyedia. @ PPK da
memerintahkan kepada pihak ketiga untu
melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas se
pelaksanaan pekerjaanyang dilaksanakan olet
Penyedia.

73.1 PPK dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan d
melakukan penilaian sementara atas ha
pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.

73.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakuke
terhadap mutu darkemajuan fisik pekerjaan

741 PPK atau Pengawas Pekerjaan a
memeriksa setiap hasil pekerjaan di
memberitahukan Penyedia secara tertulis a
setiapCacat Mutu yang ditemukan. PPK ate
Pengawas Pekerjaan dapat memeritkan
Penyedia untuk menemukan da
mengungkapkan Cacat Mutu, serta mengt
hasil pekerjaan yang dianggap oleh PPK a
Pengawas Pekerjaan mengandung Ce
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74.2

75. Perbaikan Cacat Mutu 75.1

76. Kegagalan Bangunan

75.2

75.3

75.4

76.1

76.2

Mutu . Penyedia bertanggung jawab at
perbaikanCacat Mutu selama Masa Kontral

Jika PPK atau Pengasva Pekerjaar
memerintahkan Penyedia untuk melakuke
pengujian Cacat Mutu yang tidak tercanturr
dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, c
hasil uji coba menunjukkan adany&acat
mutu maka Penyedia berkewajiban untt
menanggung biaya pengujian tersebut. Ji
tidak ditemukan adany&acat Mutu maka uji
coba tersebut dianggap sebagai Peristi
Kompensasi

PPK atau Pengawas Pekerjaan a
menyampaikan pemberitahuari©€acat Mutu
kepada Penyedia segera setelah ditemu
Cacat Mutu tersebut. Penyedbertanggung
jawab atagCacat Mutu selamaMasa Kontrak

Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu
tersebut, Penyedia berkewajiban untt
memperbaiki Cacat Mutu dalam jangke
waktu yang ditetapkan dalan
pemberitahuan.

Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mt
dalam jangka waktu yang ditentukan mak:
PPK, berdasarkan pertimbangan Penga
Pekerjaan, berhak untuk secara langsung a
melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PF
melakukan perbaikan tersebut. Penyec
segera setelah menerima klaim PPK sec
tertulis berlkewajiban untuk mengganti biay:
perbaikan tersebut. PPK dapat mempero
penggantian biaya dengan memotor
pembayaran atas tagihan Penyedia yang ja
tempo (jika ada) atau uang retensi ate
pencairan Jaminan Pemeliharaan atau ji
tidak ada maka biaya pewgantian akan
diperhitungkan sebagai utang Penyec
kepada PPK yang telah jatuh tempo.

PPK mengenakattenda keterlambatan untul
setiap keterlambatan perbaikaGacat Mutu
dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepa
Penyedia jika tidak melakeakan perbaikan
cacat mutu. Besaran denda keterlambat
dan jangka waktu perbaikan akibaCacat
Mutu ini ditentukan dalam SSKK.

Apabila terjadi Kegagalan Bangunan ma
PPK dan/atau Penyedia terhitung sej
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
bertanggungawab atas Kegagalan Banguni
sesuai dengan kesalahan masin@sing
selama Umur Konstruksi yang tercantu
dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 1
(sepuluh) tahun, dan dalam SSKK ac
dicantumkan lama pertanggungan terhade
Kegagalan Bangunan yang ditetapkajpabila
rencana Umur Konstruksi kurang dari 1l
(sepuluh) tahun.

Penyedia berkewdan untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa be
PPK beserta instansinya terhadap ser
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76.3

H. PENYELESAIAN BERISIHAN

77. Penyelesaian 77.1
Perselisihan/Sengketa

77.2

77.3

78. ltikad Baik 78.1

78.2

bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajibat
kehilangan, kerugian, denda, gugatan at:
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukur
dan biaya yang dikenakan teadap PPk
beserta instansinya (kecuali kerugian yai
mendasari tuntutan tersebut disebabk
kesalahan atau kelalaian PPK) sehubun
dengan klaim kehilangan atau kerusake
harta benda, dan cidera tubuh, sakit at¢
kematian pihak ketiga yang timbul dai
kegagalan bangunan.

PPK maupun Penyedia berkewajiban unt
menyimpan dan memelihara semua dokum:
yang digunakan dan terkait denga
pelaksanaan ini selama Umur Konstruk
yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lel
dari 10 (sepuluh) tahun.

Para Pihak berkewajiban untuk berupay
sungguhsungguh menyelesaikan seca
damai semua perselisihan yang timbul de
atau berhubungan dengan Kontrak ini ata
interpretasinya  selama  atau  setel:
pelaksanaan pekgan ini dengan prinsip
dasar musyawarah untuk  mencapi
kemufakatan.

Dalam hal musyawarah para piha
sebagaimana dimaksud pada pasal 77.1 tic
dapat mencapai suatu kemufakatan, ma
penyelesaian perselisihan atau sengk
antara para pihak dalam Kontrakdapat
dilakukan melalui, alternatif penyelesaia
sengketa, dewan sengketa (menggantik
mediasi/konsiliasi), dan/atau arbitrase.

Penyelesaian perselisinesengketa yanc
dipilih ditetapkan dalam SSKK.

Para pihak bertindak berdasarkan asas sal
percaya yang disesuaikan dengan hha#ik
yang terdapat dalankKontrak.

Para pihak setuju untuk melaksanake
perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkal
kepentingan masingmasing pihak. Apabile
selama Kontrak, salah satu pihak meras
dirugikan, maka diupayaka tindakan yang
terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
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SYARATSYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK

SYARATSYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal Ketentuan Data
dalam
SSUK
4.1 & 4.2 | Korespondens Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja PPK : PPK............. [diisi namasatuan
kerja PPK
Nama ceeeennJdliisi nama PPK]
Alamat ceennnn/alIST @lamat PPK]
Website cevennnnn [ AlIST WEbSItEPPK]
Email ceeeenn JaliST €amMailPPK]
Faksimili ceennnn/alIST nOMor faksimili PPKJ
Penyedia : ....coccoviiiiiiinnns Jdiisi  nama baadar
usahdanama KSQ@
Nama D e [diisi nama yang ttd sura
perjanjianj
Alamat e /AUIST @lamat Penyedial
Email o faliisi email Penyedial
Faksimili  : .......... [diisi  nomor  faksmili
Penyedial
4.2 &5.1 | Wakil Sah| Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Para Pihak
Untuk PPK:
Nama  : ... [diisi nama yang ditunjuk
menyjadi Wakil Sah PRK
Berdasarkan SuratKeputusanPPK
e é nomor . e
[diisi  nomor dan tanggal SK
pengangkatan Wakil Sah PPK]
Untuk Penyedia:
Nama L e [diisi nama yang ditunjuk
menjadi Wakil Sah Penyedia
Berdasarkan Surat Keputusan
e é nomor . é.
[diisi nomor dan tanggal Si
pengangkatan Wakil Sa
Penyedial
6.3& | Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada ..............
44:1Li35& Jaminan [diisi nama kantor Kas Negaral]
27.1 Masa Masa Pelaksanaan selama ....[diis/i jumlah hari
Pelaksanaan | kalender dalam angka dan huryf hari kalender
terhitung sejak @nggal Mulai Kerja yang tercantun
dalam SPMK.
27.4 Masa 1. Masa Pelaksanadma gi an peker |
Pelaksanaan [diisi bagian pekerjaannyagelama ........ [dliisi

untuk Serah
Terima
Sebagian
Pekerjaan

Jumlah hari kalenderdalam angka dan hwi]
hari kalenderterhitung sejak Tanggal Mulai Kerj;
yang tercantum dalam SPMK

2. Masa Pelaksanadma gi an

peker |
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(Secara

[diisi bagian pekerjaannyagelama ........ [aiisi

Parsial) Jumlah hari kalenderdalam angka dan huryf
hari kalenderterhitung sejak TanggaWulai Kerja
yang tercantum dalam SPMK

3. Dst.

Catatan:

Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan sel
terima sebagian pekerjaan (secara parsial)

31.8 Masa Masa Pemeliharaan berlaku selama ... [diisi jumiah
Pemeliharaan | hari kalenderdalam angkadan huruf] hari kalender

terhitung sejak Tanggal Penyerahan Perta
Pekerjaar(PHO)

31.18 | Serah Terimg Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terim
Sebagian pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bag
Pekerjaan sebagai berikut:

1.

2. e

3. Dst

[diisi bagian pekerjaan yang akan dilakukan ser|
terima sebagian pekerjaan (secara parsial)]

31.21 | Masa 1. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan
Pemeliharaan € é é € & [disi bagian pekerjaanng] selama
untuk Serah ......../dllsi jumlah hari kalenderdalam angka dar,
Terima huruf] hari kalender terhitung sejak tangge
Sebagian penyerahan  pertama bagian pekerjaan
Pekerjaan e é é e é [diisi bagian pekerjaannyal
I(I’Saerg;lrl? 2. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaar

€ & é é é& [disi bagian pekerjaannyagelama
... Jalisi jumiah hari kalenderdalam angka dar
huruf] hari kalender terhitung sejak tanggé
penyerahan  pertama bagian pekerjaan
€ € é é é [diisi bagian pekerjaannyal

3. Dst.

Catatan:

Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan sel

terima sebagian pekman (secara parsial) dan sude

ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

33.1 Pedoman Gambadsbuild dan/ atau pedor
Pengoperasiar dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkg
dan paling lambat ..... (... dalam hunif ......... ) hari
Perawatan/ kalender setelah Tanggal Penyerahan Perte
Pemeliharaan | Pekerjaan

42.b Pembayaran | Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbi
Tagihan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angs

adalah ........... (... dalam huruf ......... ) hari kerja
terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokun
penunjang yang tidak diperselisinkan diterima ol
PPK.

47.(i) Hak dan| Hak dan kewajiban Penyedia :

Kewajiban 1. 66 6.

Penyedia 2. 666,

3. Dst
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[diisi hak dan kewajiban Penyedia yang timbul akil
lingkup pekerjaan selain yang sudah tercantum dala
SSUK]

54.1.(d) | Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerluk
Penyedia yan(¢ persetujuan PPK adalah: .............. [dlisi selain yang
Mensyaratkan| sudah tercantum dalam SSUK, apabila ada]
Persetujuan
PPK

54.2.(d) | Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerluk]
Penyedia yan(¢ persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: ............
Mensyaratkan| /diisi selain yang sudah tercantum dalam SSi
Persetujuan | apabila adaj
Pengawas
Pekerjaan

56 Kepemilikan | Penyedia diperbolehkan menggunakan salin
Dokumen dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan da|
Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan seb;
berikut: ...............l [diisi batasan/ketentuan yan
dibolehkan dalam penggunaannya, misalnya: vk
penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertu
dari PPK
63 Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa : ............
[diisi fasilitas milik PPK yanakan diberikan kepaaq
Penyediauntuk kelancaran pelaksanan pekerjaan
(apabilaada)

64.1.(h) | Peristiwa Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dagiberikan

Kompensasi | kepada Penyediadalah .................. [diisi apabila ada
Peristiwa Kompensasi lain, selain yang telah tertu.
dalam SSUK]

68.1.(e) | Besaran Uang¢ Uang mwka diberikan paling tinggi sebesar ....
Muka (-....dalam huruf.....glari Harga Kontrak.

68.2.(d) | Pembayaran | Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ¢
Prestasi Termin, dengan ketentuaan tahapan pembayat
Pekerjaan sebagai berikut:

No | Tahapan Besaran % Keterangan
pembayaran | pembayaran
(milestong | dari Harga
Kontrak
1 [ééeée eéeé [disi|ieéeé
[diisi dengan| dengan
satu atau ketentuan
gabungan | persentase yan
keluaran/su | dibayarkan
bkeluaran maksimal
yang akan senilal
dibayarkan] | pekerjaan yang
sudah
terpasang/
2 |(ééeé eéeé
3 |dst
Dokumen penunjang yang disyaratkan unty
mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjag
1. ééé.
2. ééeé.
3. Dst
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[diisi dokumen yang disyaratkan]

68.3.(C)

Denda akiba
Keterlambatan

Untuk pekerjaan ini besar denda ketentdatan untuk
setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (sa
perseribu) dari ................ (sebelum PPNYlisi dengar
memilih salah satu dari Harga&ontrak atau harga
bagian Kontrakyang tercantum dalam Kontrak dé
belum diserahterimakan apabila ditgokan sera
terima pekerjaan secara parsiall

75.4

Perbaikan
Cacat Mutu

Denda keterlambatan akibat Cacat Mutu untuk set
hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000 (si
perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu. Jan
waktu perbaikan cacat mutu sesudengan perkiraar
waktu yang diperlukan untuk perbaikan ds
ditetapkan oleh PPK.

76.1

Umur
Konstruksi dar
Pertanggunga
terhadap
Kegagalan
Bangunan

a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umy
Konstruksi selama .....{........dalam huruf...........
tahun ejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaa

[diisi sesuai dengan yang tertuang dalam dokun
perancanganj

b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangur
ditetapkan selama .....{(........dalam huruf.........,
tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjai

[diisi sesuai dengan umur rencana pada hurui
apabila umur konstruksinya tidak lebih dari 1(
(sepuluh) tahunj

77.4

Penyelesaian
Perselisinan/S
ngketa

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercap
maka para pihak sepakat menyelesail
perselisihan/segketa melalui.

1. é é é é. [apabila menggunakan alterna,
penyelesaian sengketa dijpilih mediasi/konsili
menunjuk eeeé [ di | si
mediator/konsiliator]
atau
Dewan Sengketa menunjuk € € e
sejumlah anggota dewan sengketaj

[diil]

2. Arbitrasemenunjuké e é ¢ [ di i si n
arbitrase yang berbadan hukum]

[dapat dipilih 1 (satu) atau lebih pilihan penyelesal
sengketa berdasarkan hasil kesepakatan saat |
Persiapan Penandatanganan Kontrak]
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LAMPIRAN A SYARAYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTARPEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBPENYEDIA

a. Pekerjaan Utama

No Bagian Pekerjaan yan Nama Alamat Kualifikasi Keterangan
Disubkontrakkan Subpenyedia| Subpenyedie Subpenyedig
1 eéeé. eéé. eeéecé. eeéecé. eeéeé. .
2 eée. eée. eée. eée. eée. .
3 Dst
b. PRekerjaan bukan Pekerjaan Utama
No Bagian Pekerjaan yan Nama Alamat Kualifikasi Keterangan
Disubkontrakkan Subpenyedia| Subpenyedie Subpenyedig
1 eéeé. eéé. eéé. eéé. eéeé. .
2 eée. eée. eée. eée. eée. .
3 Dst
DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL
Nama Jabatan _ Pengal_aman Sertifikat
No| Personel dalam '_I'l_ngkat_ Kerj_a Kompetensi Keterangan
Manajerial Pelfe.rjaan Pendidikan/ljazah| Profesional Kerja
ini (Tahun)
1 eée. eée. .[éeé. eée. eée. eée. .
2 [ééée. eéé. .|[ééee. eée. eéeé. eéeé. .
3 | Dst
DAFTAR PBRRATAN UTAMA
Nama Merk Status
No | Peralatan| dan Kapasitas Jumlah | Kondisi - Keterangan
. Kepemilikan
Utama Tipe
1 |ééeée. |(éeé.|éeé. |eéé. | eée.|eée. e ée.
2 |éeéé. |éeé.|éeé. |eée.|eéee.|éeé. eee.
3 | Dst
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LAMPIRAN B SYARAIYARAT KHUSUS KONTRAK
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

................. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKS

[Logo & Nama Perusahaar [digunakan untuk usulan penawaran]

DAFTAR ISI

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselantatenrstruksi
A.l. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi

B. Perencanaan keselamatan konstruksi

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
B.3. Standar dan peraturan perundangan

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
C.1. Sumber Daya
C.2. Kompetensi
C.3. Kepedulian
C.4. Komunikasi
C.5. Informasi Terdokumentasi

D. Operasi Keselamatan Konstruksi
D.1. Perencanaan Operasi

E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Kongsi
E.1. Pemantauan dan evaluasi
E.2.Tinjauan manajemen
E.3.Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi
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Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan
format di bawah ini:

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tam{SO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : € € é éémalwakil sah badan usaha

Jabatan D e

Bertindak untuk PT/ CV/ Fir ma/l atpliyangai nny a
dan atas nama sesuai dan cantmkan nama

,,,,,,,,,

dal am rangka p e nsQ raadha pakgt éptaédeae qgéééc
[/isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihdserkomitmen melaksanakan
konstruksi berkeselamatan demi terciptany&ero Accident dengan
memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi

Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;
Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;

Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;

Menggunakan teknologi yang memahi standar kelaikan; dan
Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP)

ogakwnhpE

eeéé tempat , &nggal [ é é é éulai 28@min] |

[Nama Penyedia

[tanda tangah
[nama lengkap
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[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan KSO]
PAKTAKOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : € € é éémalwakil sah badan usaha
Jabatan D e
Bertindak untuk PT/ CV/ Fir ma/ ofihayang $esuain ny a é

dan cantumkan nama

2. Nama e [nama wakil sah badan usaha
Jabatan : eéeeée
Bertindak untuk PT/ CV/ Firma/ at aupiib ai nny a
yang sesual dan cantumkan naina
3. ... [dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]

,,,,,

dal am rangka p e nig anama pakdl pperéyaratada |
éeéeééeé [§ sesual dengan nama Pokja Pemifihamerkomitmen
melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptatiao Accident

dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesah&erja (K3) Konstruksi;
Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;

Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
Melaksanakan Stand@perasi dan Prosedur (SOP)

ogbwnhE

eéée tempat , @nggal | é é é dulari 2@l |

[Nama Penyedla [Nama Penyedla [Nama Penyedfa

[tanda tangah [tanda tangah [tanda tangah
[nama lengkap [nama lengkap [nama lengkap

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO

144

JDIH Kementerian PUPR



B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

Nama Perusahaan : ..................

Kegiata e
Lokasi UUPPRRPRTRTRN
Tanggal dibuat L hal aman : é.. [ é.
PENILAIAN RISIKO
PENETAPAN
JENIS/TIPE| IDENTIFIKASI SKALA
NO DAMPAK PENGENDALIAN
PEKERJAAY  BAHAYA KEKERAPAN KEPARAHAN T;’:‘;EQT PRIORITAS RISIKO K3
@ @ ®) @) () (6) @ ®) ©)
Keterangan.
Kolom (4), (5), (6), (7), (8), (9) diisi oleh penyedia

Dibuat oleh,

PJT (Penanggg Jawab Teknis)
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B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)

TABEL PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3

Nama Perusahaan
Kegiatan

Lokasi

Tanggal dibuat

SASARAN KHUSUS PROGRAM
TIPE/JENIS | PENGENDALIAN
NO | PEKERJAAN RISIKO URAIAN T&LUORK SSXAYBAER ‘&OX‘E‘T’BA INDIKATOR | /o oo o | PENANGGUNG
PENCAPAIAN JAWAB
) 2 3 4) %) (6) (7) (8) 9 (10)
Dibuat oleh,

PJT (Penanggung Jawab Teknis)
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BAB X SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

Keterangan

Pokja Pemilihaimenguaikan Spesifikasi Teknis dan Gambamng diperlukan
dalampelaksanaan pekerjaan

A. Uraian Spesifikasi Teknis

Uraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai jenis pekerjaan yang akaadedian,

dengan ketentuan :

1. Dapat menyebutkan nr& dan tipe serta sedapat mungkmenggunakarproduksi

dalam negeri;

Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional (SNI);
Metoda pelaksanaan harus logis, realistik dan dapat dilaksanakan;

Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metodkgasiaan;
Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal
yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

Mencantumkan syarasyarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan
pekerjaan;

Mencantumkan syarasyarat pengujian bahan dan kd produk;

Mencantumkan kriteria kinerja produk éuiput performancgyang diinginkan;
Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.

O Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi:

a. Pokja Pemiliharharus memastikan bahan bangunan konstruksi sesuai hasi
yang telah diidentifikasi oleh PPK.

b. Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai bahan
berbahaya dan beracun (B3), seperti c#tinner, gasacetylene BBM, BBG,
bahan peledak, dll, harus diberi penjelasan bahayanya, cara pengangkutan,
penyimpanan, penggunaan, pengendalian risiko dan cara pembuangan
limbahnya sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan perundangan yang
berlaku;

c. Informasi tentang penanganan B3 dapat diperoleh dari Lembar Data
Keselamatan Bahamaterial Safety Data Shésfang diterbitkan oleh pabrik
pembuatnya, atau dari sumbersumber yang berkompeten dan/ atau
berwenang.

o abkowbd

11. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:

a. Pokja Pemiliharharus memastikan setiap jenis alat dan perkakas sesuai hasil
yang telah diidenfikasi oleh PPK .

b. Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem
perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk mencegah papaspdse
bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja;

c. Informasitentang jenis, cara penggunaan/pemelila@n/pengamanannya alat
dan perkakas dapat diperoleh dari manual produk dari pabrik pembuatnya,
ataupun dari pedoman/peraturan pihak yang kompeten.

12. Spesifikasi Proses/Kegiatan:

a. Pokja Pemilihartyang bersertifikat Ahli/petugas K3 Konstruksi atau dengan
melibatkan Ahli K3/Petugas K3 Konstruksiparus menilai kesesuaian
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identifikasi bahaya dari setiapahapan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh
PPK

Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem
perlindungan terhadap pekerja, perlengkapgpengaman, dan rambuambu
peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD)
yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;

Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan
yang berisiko tinggi pad&eadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan
analisis keselamatan pekerjaanfJob Safety Analy¥isdan tindakan
pengendaliannya;

Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih
dulu dari penanggungjawab proses dan Ahli KRonstruksi;

Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja
dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk
melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan
prosedur keselamata dan kesehatan kerja yang sesuai pada jenis
pekerjaan/tugasnya tersebut

13. Spesifikasi Metode Konstruksi/ Metode Pelaksanaan/Metode Kerja

a.

Analisis Keselamatan Pekerjaalob Safety Analys(dSA)harus dilakukan
terhadap setiap metode konstruksi/ metode g@ledanaan pekerjaan, dan
persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan
kecelakaan kerja;

Metode kerja harus disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan
dengan menggunakan peralatan, perkakasnaterial dan konstruksi
semendra, yang sesuai dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapat
dikerjakan oleh pekerja dan oprator yang terlatih;

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan
menggunakan metoda kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan alat
bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang
sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat
melindungi pekerja, alat dan material dari bahaya dan risiko kegagalan
konstruksi dan kecelakaan kerja;

Setiap metodeerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus dianalisis
keselamatan pekerjadwob Safety Analysis(JSA) diuji efektifitas
pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi
lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja dawrkpetensi
pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan dapat
menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan
pekerja/operator, maka metode kerja dapat disetujui, setelah dilengkapi
dengan gambar dan prosedur kerja yang siségis dan/atau mudah dipahami
oleh pekerja/operator;

Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi
bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang didalamnya sudah
mencakup analisis keselamatan pekerjadab Safety Analygi33\). Misalnya
untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja
(platform), papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta alat pelindung
diri (APD) yang sesuai antara lain helm dan sabuk keselamatan agar pekerja
terlindung dari bahaya jatuh. Untuk pekerjaan saluran galian tanah berpasir
yang mudah longsor dengan kedalaman 1,5 meter atau lebih, mutlak harus
menggunakan turap dan tangga akses bagi pekerja untuk naik/turun;

Setiap metoda kerja harus melalui analisis dan perhgan yang diperlukan
berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggtawabkan, baik dari
standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan teknis dan analisis
laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang independen.
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14. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

a. Setiap kegiatan/pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan dan
gambargambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur teknis serta
metode pelaksanaan/ konstruksi/kerja harus dilakukan oleh tenaga ahli yang
mempunyai kompetensi yang dipersyaratkabaik pekerjaan arsitektur,
struktur/sipil, mekanikal, elektrikal, plumbing dan penataan lingkungan
maupun interior dan jenis pekerjaan lain yang terkait;

b. Setiap tenaga ahli tersebut pada butir a. di atas harus mempunyai kemampuan
untuk melakukan prosesnanajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian
risiko dan pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin ilmu dan
pengalaman profesionalnya, dan dapat memastikan bahwa semua potensi
bahaya dan risiko yang terkait pada bentuk rancangan, spesifikasisekan
metode kerja/konstruksi tersebut telah diidentifikasi dan telah dikendalikan
pada tingkat yang dapat diterima sesuai dengan standar teknik dan standar K3
yang berlaku;

c. Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran,
pemindahan, pegangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan,
pengambilan, pembuangan, pembongkaran dsb, harus dilakukan oleh tenaga
ahli dan tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambar gambar,
spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan yamgr dan
sah atau telah disetujui oleh tenaga ahli yang terkait;

d. Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil dibidang K@nstruksidi atas harus
melakukan analisis keselamatan pekerjagmi(safety analysysetiap sebelum
memulai pekerjaannya, untuk memakétin bahwa potensi bahaya dan risiko
telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan
kerja dan/atau penyakit di tempat kerja,

B. Keterangan Gambar
Gambargambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus ditetapkan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) secara terinci, lengkap dan jelas, antara lain :

Peta Lokasi

Lay out

Potongan memanjang

Potongan melintang

Detail detail konstruksi

arwONE
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BAB X. DAFTARKELUARAN DAN HARGA

Keterangan

Daftar Keluaran dan Harga harus sesuai dengan Instridegpada Pesert
(IKP), SyaraSyarat UmumKontrak (SSUK)an SyaratSyarat Khusus
Kontrak (S8K), Spesifikasi Teknis dan Gambar.

Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kelu
pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dikerjakanagdimana diukur
dan diverifikasi oleh para pihak, serta dinilai sesuai dengan harga
tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga, kecuali bagian pekerj
Material on Site(bagian pekerjaan di lapangan).

Harga dalam Daftar Keluaran dan Harga telahentakup semua biay
pekerjaan, personel, pengawasan, baHaahan, perawatan, asurang
tenaga kerja/BPJS, laba, pajak, b&auntungan, overheaddan semua
risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.

Harga harus dicantumkan untuk sefp mata pembayaran, terlepas dg
apakah keluaran dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai ur
mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersg
dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Dj
Keluaran dan Harga.

Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketent
Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayz
dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud hi
dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayarang terkait.

Pokja Pemilihan akan melakukan koreksi aritmatik (untuk bag
pekerjaan lumsum) atas kesalahan penghitungan dengan keten
sebagai berikut:

a. Koreksi aritmatik dilakukan tanpa mengubah nilai total harg
penawaran dengan menyesuaikan Walan (ouipul) pekerjaan yang
tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga dengan yang tercani
dalam Dokumen Pemilihan;

b. Koreksi aritmatik untuk penawaran yang tidak melampirkan Daft
Keluaran dan Harga, maka keluararfoutput) pekerjaan yang
ditawarkan ditetapkan sama dengan yang tercantum dalam Dokun
Pemilihan tanpa mengubah nilai total penawaran untuk bagi
kontrak Lumsum;

c. Perbedaan angka dan huruf harga penawaran:

1) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawa
antara angka dan huruf mak nilai yang diakui adalah nilai dalan
tulisan huruf;

2) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedang
dalam huruf tidak jelas dan/atau tidak bermakna dan/atau salg

maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka.
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Daftar 1: Mala Pembayaran Umum

CONTOH
No Uraian per. 563@?2;5&[“&” Satuan Harga | Total
Keluaran/output Keluaran/outout Keluaran/output | Harga
Total Daftar 1
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulas
Keterangan:

1. Mata Pembayan Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat
umum.
Total harga adalah semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar
Kuantitas/Keluaran dan Harganerupakanharga sebelum PPN (Pajak Pertambahan
Nilai).
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Daftar 2: Mata Penbayaran Penyelenggaraan Keamanan dan Kesehatan Kerja serta
Keselamatan Konstruksi

CONTOH
No Uralan nglgf 'Zﬁig n Satuan Harga Total
Keluaran/output Keluaran/output Keluaran/output | Harga

Total Daftar 2
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulas
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Daftar 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama:

CONTOH
No Uraian SZ‘?Z ,f /Ziifa/ n Satuan Harga Total
Keluaran/output Keluaran/outout Keluaran/output Harga
Total Daftar3
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulas
Keterangan:

1. Pada judul Daftar3 cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang
menjadi pokok dari paket Pekerjaan Konstruksi ini di antara bag@gian
pekerjaan lain.

2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar
Kuantitas/Keluaran dan Harganerupakanharga sebelum PPN (Pajak
Pertambahan Nilai).
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Daftar 4: Mata Pembayaran:

CONTOH
: Persentase/
No. Ke/u%ﬁguwut Sduan Ukuran K jf/g/ri/;//gf/;ggt /Zgé
Keluaran/output
Total Daftar4
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulas
Keterangan:

1. Pada judul Daftar 4 cantumkan Mata Pembayaranigepekerjaan yang sudah
diuraikan dalam Mata Pemabayaran Pekerjaan Utama jika terdapat lebih dari
satu jenis pekerjaan.

2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar

Kuantitas/Keluaran dan Hargamerupakan harga sebelum PPN (Pajak
Pertamiahan Nilai).
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DAFTAR REKAPITULASI CONTOH

Mata Pembayaran Harga

Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum

Daftar No. 2: Mata Pembayaran Penyelenggaraar

Keamanan dan Kesehatan Kerja sel

Keselamatan Konstruksi

Daftar No.3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utamg

Daftar No.4: Mata Pembayaran
A dll.A

Jumlah (Daftar 1+2+3+
TOTAL NILAI

PPN 10%

Total termasuk PPN 10%
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BAB Xl. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)
[kop suratK/L]

Noma : , 20
Lampiran :

Kepada Yth.
di

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor

tanggal perihal dengamwa/ penawaran/penawaran
terkoreksi] sebesar Rp ( ) kami nyatakan
diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini
Sauwdara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan PelaksansglesaRp . é é é .
(éeéeé. . R/G% dad Wi/ kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara

80% sampai dengan 100% HPS atau 5% dari HPS untuk nilal penawaran/terkorekS/
dibawah 80% HP$fengan masadr | aku sel ama ¢é. (éeééééé)
[sekurangkurangnya sama dengan jangka waktu  pelaksanaarian
menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah

diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan yang disusun berdasarkan
evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
dalam Peraturan PresideNo. 16 Tahun 2018tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah beserta petunjuk teknisnya

Satuan Kerja
Pejabat Pembuat Kotmen

[tanda tangan]

[hama lengkap
[jabatanj

NIP.

Tembusan Yth. :

1. [PA/KPA K/l]

2. JAPIP K/L/]

3. [Pokja Pemilihah
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B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

[kop surat satuan kerj&/L]

SURA PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor:
Paket Pekerjaan:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

[nama Pejabat Pembuat Komitmen]
[jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]
[alamat satuan kerja PejabBembuat Komitmen]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian nomor tanggal
bersama ini memerintahkan:

[nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
[alamatPenyedia Pekerjaan Konstruksi]
yang dalam hal ini diwakili oleh:

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan
ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan :

2. Tanggdmulai kerja: ;

3. Syaratsyarat pekerjaansesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaianselama ( [hari kalender/bulan/tahun] dan
pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal

5. Denda Terhadap sedip hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan
Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu)
dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai
denganketentuan yang tercantum dalai@yaratSyarat Khusus Kontrak.

) 20

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tanganj
[nama lengkap]

Jjabatan]
NIP:
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Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
[tanda tangan]

[nama lergkap wakil sah badan usahaj
Jjabatanj
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C. BENTUK SURASURAT JAMINAN

Jaminan Pelaksanaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]
GARANSI BANK

sebagai
JAMINAN PEAKSANAAN
No.
Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam jabatan
selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
[nama bank] berkedudukan di
[alamat]
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : [nam&ejabat Pembuat Komitmen
Alamat
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp
(terbilang ) dalam
bentuk garansi bank sebagai JaminanPelaksanatas pekerjaan
berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No.

tanggal , apabila:
Nama : [nama penyedia]
Alamat

selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihgtml batas waktu

berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima

Jaminan berupa:

a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan
benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;

b. Pemutusan kontak akibat kesalahan Yang Dijamin

sebagaimana ditentukan dalaBokumenPemilihanyang diikuti olehYang Dijamn.

Garansi Banlkni dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berlaku selama ( ) hari kalenddgri tanggal
s.d.

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertdsngan melampirkan
Surat Pernyataan Wanprestasi d&&nerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas)
hari kalender setelah tanggal jatuh tempo GasaBank sebagaimana tercantum dalam
butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut
di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat
(Uncondiitionalsetelah menerima tuntutan pencairan daeferima Jaminan berdasar
Surat Pernyataan Wanprestasi dd?enerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi
akibat Yang Dijamin cidera janfialai/tidak memenuhi kewajibannya

4. Penjamin melepaskan hakak istimewanya untuk menuntut supaya bendenda

yang diikatsebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang

Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Uneldngang

Hukum Perdata.

Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

Segala hal yang mungkin timtbgebagai akibat dari Garansi Bank ini, masingasing

pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri

oo
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Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
mengkonfirmasiGaransi ini ke

[bank]

Dikeluarkan di

Pada tanggal

[Bank]
Materai Rp.®00,00

[Nama dan Jabatan]

JDIH Kementerian PUPR
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Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]
JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: Nilai:
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: [hamal,
[alamatsebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan
[nama penerbit jaminan], [alanmsgbagai
Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab daandeggs
terikat pada [nama Pejabat Pembuat Komitmen
[alansghagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut
PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp (terbilang
)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak
memenuhi  kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan
sebagaimana ditetapkamerdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

No. tanggal untuk pelaksanaan tender
pekerjaan yang diselenggarakan BENERIMA JAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku selama ( )kedeinder dan efektif mulai
dari tanggal sampai dengan tanggal

4. Jaminan ini berlaku apabila:

a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan
benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
b. Pemutusan kontriaakibat kesalahan TERJAMIN

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan
tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat
(Unconditionalsetelah menerima tuntutapencairan secara tertulislari PENERIMA
JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat
TERJAMIN cidera janiji.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa
PENJAMIN melepaskan halak istimewa untuk menuntut supaya harta benda
TERJAMINebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan
selambatlambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hariddender sesudah berakhirnya
masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkandi

pada tanggal
TERJAMIN PENJAMIN
Materai Rp.6000,00
[Nama dan Jabatan] [Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang
Jaminandisarankan untuk
mengkonfirmasiJaminami ke

[Penerbit Jamingh
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Jaminan Uang Muka dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]
GARANSI BANK

sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No.
Yang bertanda tangan dibawah ini: daldmatgn
selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
[nama bank] berkedudukan di
[alamat]
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini menyatakan akamembayar kepada:
Nama : [namaPejabat Pembuat Komitmjen
Alamat
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp
(terbilang ) dalam
bentuk garansi bank sebagai Jamin&dfang Muka atas pekerjaan
berdasarkan Kontrak No. tanggal , apabila:
Nama : [nama penyedial
Alamat
selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu
berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhewajibannya dalam
melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang
diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bankini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berlaku selama ( )ri h&alender, dari tanggal
s.d.

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulsngan melampirkan
Surat Pernyataan Wanprestasi d&&nerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas)
hari kalencer setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam
butir 1.

3.  Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut
di atasatau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamdalam waktu
paling lambat 14 (enpat belas) hari kerja tanpa syarafUnconditionalketelah
menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdaSarat Pernyataan
Wanprestasi darPenerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin
cidera janjilalai/tidak memenuhi kewajibannya

4. Penjamin melepaskan hahkak istimewanya untuk menuntut supaya bendenda
yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang
Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Uneddngang
Hukum Perdata.

5. Tidak daat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masiaging
pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri

Dikeluarkan di
Pada tanggal

[Bank]
Materai Rp.6000,00
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Untuk keyakinan, pemegang

Garansi Bank disarankan untuk

mengkonfirmasiGaransi ini ke [Nama dan Jabafan]
[bank]

Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]
JAMINANUANG MUKA

Nomor Jaminan: Nilai:
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: [namaj,
[alamatgebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan
[nama penerbit jaminan], [alajrsgbagai
Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas
terikat pada [nama Pejabat Pembuat Komitmen
[alansdpagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut
PENERIMA JAMNMAN atas uang sejumlah Rp (terbilang
)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak
mementni kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan
sebagaimana  ditetapkan berdasarkan Kontrak  No.

tanggal dari PENERIMA JAMINAN
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ( ) hari kalender datif efelai
dari tanggal sampai dengan tanggal

4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada
PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menrokumen
Kontrak

5. PENJMWIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan
tersebut di ataatau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAd4lM waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syargnconditionalsetelah
menerima tuntutan pencairan seara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar
Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera
janji.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa
PENJAMIN melepaskan halak istimewa untuk menuntut sugya harta benda
TERJAMINEbih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan

selambatlambatnya dalam waktu 30t(ga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya
masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkandi

pada tanggal

TERJAMIN PENJAMIN
Materai Rp.6000,00

[Nama dan Jabatan] [Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang

Jaminandisarankan untuk

mengkonfirmasiJaminaimi ke
[Penerbit Jamingh
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Jaminan Pemeliharaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]
GARANSI BANK

sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
No.
Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam jabatan
selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
~/nama bank] berkedudukan di
[alamat]
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : namapPejabat Pembuat Komitmen
Alamat
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp
(terbilang ) dalam
bentuk garansi bank sebagai Jamin®emeliharaan atas pekerjaan
berdasarkan Kontrak No. tanggal , apabila:
Nama : [nama penyedia]
Alamat
selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu
berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak mmeenuhi kewajibannya kepada Penerima
Jaminan berupa:

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukgpemeliharaan sebagaimana
ditentukan dalamDokumen Kontrak.

Garansi Bankini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berlaku selama ( ) hari kalender, dari tanggal
s.d.

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulsngan melampirkan
Surat Pernyataan Wanprestasi d&&nerima Jaminan paling lambat 14 (empat bglas
hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam
butir 1.

3.  Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut
di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat
(Uncondltional)setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar
Surat Pernyataan Wanprestasi d&?enerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi
akibat Yang Dijamin cidera janfalai/tidak memenuhi kewajibannya

4. Penjamin melepaskan hahkak istimewarya untuk menuntut supaya bendbenda
yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang
Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Unddngang
Hukum Perdata.

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jamin&apada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masiaging
pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri

Dikeluarkan di
Pada tanggal

[Bank]
Materai Rp.6000,00

Untuk keyakinan, pemegang

Garansi Bank disarankan untuk

mengkonfirmasiGaransi ini ke [Nama dan Jabata/?]
[bank]
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Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]
JAMINANPEMELIHARAAN

Nomor Jaminan: Nilai:
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: [namaj,
[alamatgebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan
[nama penerbit jaminan|, [alansgbagai
Penjamin, selanjutnya disebutisyai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas
terikat pada [nama Pejabat Pembuat Komitmen
[alansdpagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut
PENERIMA JAMINAN atas wuang sejumlah Rp (terbilang
)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak
memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan
sebagaimana  ditetapkan berdasarkan Kontrak  No.

tanggal dari PENERIMA JAMINAN
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ( ) hari kalender dan efektif mulai
dari tanggal sampai denganggal

4. Jaminan ini berlaku apabila:

TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukpameliharaan sebagaimana
ditentukan dalamDokumen Kontrak.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan
tersebut di atas dalam waktu fiag lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat
(Uncondlitionalsetelah menerima tuntutamencairan secara tertulislari PENERIMA
JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat
TERJAMIN cidera janiji.

6. Menunjuk pada Pasal 1® KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa
PENJAMIN melepaskan halak istimewa untuk menuntut supaya harta benda
TERJAMINEbih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan percairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan
selambatlambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya
masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang D|ke|uarkan d|

Jaminandisarankan untuk

mengkonfirmasiJaminaimi ke pada tanggal
[Penerbit Jamingh

TERJAMIN PENJAMIN
Materai Rp.6000,00

[Nama &Jabatan] [Nama &&Bbatan]
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BAB Xlll. PETUNJUK EVALUASI KEWAJARAN HARGA

Tahapan evaluasi kewajaran harga dilakukan sebagai berikut:

1. Pokja memintkepada penyedia jasa untuk membuat analisa harga satuan semua Mata
Pembayaran Utama (jika dalam dokumen pengadaan tidak tercantum ketentuan untuk
menyampaikan analisa harga satuan) dengan format sebagai berikut:

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

JENIS PERBAAN P,
SATUAN MATA PEMBAYARAN D

VOLUME .

No. Uraian Satuan Kuantitas Harga Satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

Ket

@ @) ® (4) ®)

(6) = (4)x(5)

@)

IV. | JUMLAH (1+11+11)
V. | BIAYA UMUM

VI. | BIAYA KEUNTUNGAN
VII. | TOTAL(IV+V)

2. Kemudian dilakukan klarifikasi harga dengan membuat format sebagai berikut:

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
JENIS PEKERJAAN SRR
SATUAN MATA PEMBAYARAN....
VOLUME SRR

Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)
HPS a b HPS a b* HPS a b
@) 2 ®) ) (5) (6) @) ®) ©) (10) = @x(7) (A1) = (5)x(8)] (12) = (6)x(9 @14

No. Uraian Satuan

Ket

IV. |JUMLAH (1+11+111)
V. [Blavyaumum (misal: 3y o
VI. [BIAYA KEUNTUNGAN (misal: 7%)** 0,00 0,00 0,00
VI [TOTAL (IV + V)

Ket:
a :Penawaran
b: Hasil Klarifikasi
*) hasil klarifikasi dan pembuktian
**) biaya keuntungan tidak diperhitungkan
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9.

Penyedia jasa diminta menjelaskan terhadap kuantitas/koefisien yang dimasukkan
dalam analisa harga satuan.

Apabila pada penjelasannya sudah diyakini dapat memenuhi persyaratan dan dapat
memenuhi spesifikasi teknis, maka kuantitas/koefisien tersebut dapat digunakan.

Jika tidak dapat diterima, maka Pokja dan penyedia jasa menelaah kuantitas/
koefisien agar dapat gakini bersama dapat memenuhi persyaratan dan dapat

memenuhi spesifikasi teknis. Kuantitas/koefisien yang diperoleh menjadi

kuantitas/koefisien hasil klarifikasi.

Penyedia jasa harus dapat membuktikan harga satuan dasar upah, bahan dan
peralatan yang ditawrkan, dengan melampirkan datdata sebagai pembuktian. Hal

ini dilakukan agar dapat meyakini bahwa harga satuan dasar tersebut dapat
direalisasikan.

Jika penyedia jasa tidak dapat membuktikan, maka dicari harga satuan dasar yang
ada di pasaran.

Dari angka3 dan 4 diatas diperoleh kuantitas/koefisien dan harga satuan dasar hasil
klarifikasi selanjutnya dapat dihitung harga satuan hasil klarifikasi untuk setiap mata
pembayaran utama tidak perlu dihitung dengan keuntungannya.

Kemudian dihitung untuk setiap hga satuan penawaran yang bukan Mata
Pembayaran Utama dengan mengurangi biaya keuntungan, sehingga diperoleh
harga satuan penawaran yang bukan Mata Pembayaran Utama tanpa keuntungan.

Harga yang diperoleh pada angka 5 dan 6, dimasukkan dalam tabel Daftanttas
dan Harga hasil Klarifikasi sehingga didapat total harga sebenarnya tanpa
keuntungan yang wajar/rill dapat dilaksanakan.

Bandingkanlah total harga pada daftar kuantitas dan harga hasil klarifikasi dengan
total harga penawaran tanpa PPn.

10.Jika total harga hasil klarifikasi kurang atau sama dengan dari total harga

penawaran, maka harga dinyatakan wajar dan jaminan pelaksanaan dinaikkan
sebesar 5% dari nilai total HPS. Namun jika total harga hasil klarifikasi lebih dari
total harga penawaran, maka hargainyatakan tidak wajar dan penawaran
dinyatakan gugur.
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BAB XIV. KETENTUAN LAILRIN

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi harus
mematuhi ketentuan sebagai berikut:

a. pelaksanaan paket Rerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas
Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mewajibkan Penyedia untuk
memberikan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja
praktik/magang sesuai dengan jumlah yang disepakati dalkontrak.

b. Penunjukan Langsung dapat dilakukan untuk:

1) untuk Pekerjaan Konstruksi yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan
satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara
keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkarlselumnya;

2) pemilihan Penyedia pengganti yang mampu dan memenuhi syarat untuk kontrak
yang dilakukan pemutusan sepihak oleh PPK.
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